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Mengingat 

BUPATI PASURUAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR 49 TAHUN 2021 

TENTANG 

RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib
menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai
pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat
Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Pasuruan Tahun 2022;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik 
Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 183 
Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 
2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5657); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 
114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor: 187 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6402); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 496); 

1 7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2022; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 
204); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 329); 
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Menetapkan 

20.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 318); 

21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2021 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan 
Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 
2021 Nomor 39). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS 
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan. 

3. Bupati adalah Bupati Pasuruan. 

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra 
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 
periode 5 (lima) tahun. 

6. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Renja 
Dinas Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan Dinas Lingkungan 
Hidup untuk periode 1 (satu) tahun. 

7. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya 
disingkat RKA Dinas Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan 
kegiatan Dinas Lingkungan Hidup serta rencana pembiayaan sebagai dasar 
penyusunan APBD. 

Pasal 2 

Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) 

tahun. 

Pasal 3 

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 berpedoman 

pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup, hasil evaluasi Renja Dinas Lingkungan 

Hidup tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 

berjalan. 

4 



Pasal 4 

( 1) Renja Dinas Lingkungan Hid up Tahun 2022 disusun dengan sistematika

penyusunan se bagai beriku t :

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;

BAB V : PENUTUP.

(2) Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5 

Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Dinas Lingkungan 

Hidup. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 

TELAH DITELITI 

Pejabat Tanggal 

Sekretaris Daerah 

Asisten PKR 

Kepala Bappeda 

Kepala PD 

Kabag Hukum 

Sekretaris PD 

Kabid Bappeda 

Ditetapkan di Pasuruan

pada tanggal 2 Agustus 2021 

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan 

pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PASURUAN, 

            ttd.

ANANG SYAIFUL WIJAYA 

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 49 
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR 49   TAHUN 2021 
TANGGAL :  2  AGUSTUS 2021 

RENCANA KERJA 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 

1.1 Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 86 Tahun 201 7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses 

penyusunan Renja PD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan 

penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. 

Penyusunan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan 

sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif. 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD} 

untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama 

periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan 

strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih 

operasional. Renja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) 

tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, 

indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju yang 

menggambarkan kebutuhan dana guna memastikan kesinambungan 

kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan. 

Renja PD Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Rencana Strategis 

(Renstra) PD dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten 

Pasuruan. Penyusunan Renja PD nantinya akan menjadi pedoman 

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD dan kemudian digunakan 

sebagai dasar pembuatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (RAPBD) yang kemudian menjadi APBD. Berikut gambaran keterkaitan 

perencanaan penganggaran pusat maupun daerah dalam satu kesatuan 

sistem perencanaan pembangunan nasional. 
Gambar 1.1 Hubungan Renja PD dengan dokumen perencanaan lainnya 

........... 



1.2 Landasan Hukum 
Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum penyusunan 

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 
adalah: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah; 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah: Pemerintahan Daerah; 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 ten tang 
Cipta Kerja; 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 
tentang Rencana Kerja Pemerintah; 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 
ten tang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian/ Lembaga; 

10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah; 

12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 
tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan; 

13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 
(KLHS); 

14.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan 
Gender dalam Pembangunan Nasional; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 ten tang 
Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup 
Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota; 

18.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 
tentang Laboratorium Lingkungan; 

19.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2009 
tentang ADIPURA; 
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20. Peratu.ran Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2009 
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata; 

21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 
tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang 
Peruhahan-Peruhahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 
Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 
Gender di Daerah; 

23. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7 ten tang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pemhangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peratu.ran Daerah Tentang Rencana 
Pemhangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pemhangunan 
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pemhangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

24.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2010 
tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam 
Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

25.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/1369/11/ Bangda 
tanggal 25 Maret 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah 
Tahun 2013; 

26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 ten tang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 -
2025; 

27.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pemhangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013- 2018; 

28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di 
Kahupaten Pasuruan; 

29.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2009-2029; 

30. Peratu.ran Bupati Pasuruan Nomor 53 Tahun 2016 Tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja 
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan. 

1.3 Maksud dan Tujuan 
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup 

Kahupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah: 
1. Menjadi acuan/ dasar dalam merencanakan dan menentukan langkah­

langkah strategis guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan 
tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kah. Pasuruan. 

2. Menyediakan dokumen resmi hagi Dinas Lingkungan Hidup Kah. 
Pasuruan dalam rangka menyusun perencanaan, menentukan prioritas 
dan menyusun program serta kergiatan Dinas Lingkungan Hidup Kah. 
Pasuruan pada Tahun 2022 yang dibiayai dengan APBD Kahupaten, 
APBD Provinsi maupun APBN. 

3. Memuat pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan 
sehagai pelaksanaan akuntabilitas dan integritas organisasi. 



Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan 
Hidup Tahun 2022 adalah sebagai pedoman dalam merencanakan program 
dan kegiatan serta menyusun anggaran pelaksanaan yang akan dilakukan 
Tahun 2022 sehingga mendukung tercapainya sasaran Dinas Lingkungan 
Hidup dan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan 
yang ada dalam RPJMD. 

1.4 Sistematika Penulisan 
Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 

2022 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
1.2 Landasan Hukum 
1.3 Maksud dan Tujuan 
1.4 Sistematika Penulisan 

II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN LALU 
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Lalu 

dan Capaian Renstra 
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas 

Lingkungan Hidup 
2 .4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup 
3.3 Program dan Kegiatan 

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

V. PENUTUP 



BAB II 
HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUPTAHUN LALU 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup 2020 dan Capaian 
Renstra 
Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dilakukan dari capaian kinerja 

program/ kegiatan. Evaluasi capaian kinerja dilakukan sampai dengan tingkat 
kegiatan pada setiap program yang secara singkat dapat dijelaskan 
sebagaimana berikut: 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
Dalam program ini, ada beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target 
kinerja hasil yang telah direncanakan antara lain Kegiatan Perbaikan 
Peralatan Kerja, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor, Penyediaan Makanan dan Minuman. Capaian 
tidak memenuhi target yang telah direncanakan karena disebabkan 
adanya pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada menurunnya 
kegiatan tatap muka yang berimplikasi pada belanja barang dan jasa. 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
Capaian pada kegiatan pada program ini telah memenuhi target kinerja 
hasil yang telah direncanakan. Pemenuhan program ini meliputi 
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 
selama kurun waktu 1 tahun anggaran dapat terpenuhi sesuru 
kebutuhan. 

3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 
Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil yang telah 
direncanakan pada program ini terdapat pada Kegiatan Peningkatan 
Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan karena 
kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan akibat pandemi Covid-19 
yang melarang berkumpulnya masyarakat dalam jumlah yang banyak 
sedangkan kegiatan tersebut bersifat penyuluhan atau sosialisasi. 
Sedangkan untuk realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil 
yang direncanakan yaitu Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 
disebabkan karena ketaatan pelaku usaha dan/ atau kegiatan terhadap 
pengelolaan limbah B3 meningkat sehingga permohonanan pelayanan 
perijinan harus tetap dilaksanakan atau tidak dapat ditolak. 

4. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 
Hidup 
Kegiatan Operasional Laboratorium Lingkungan yang terdapat pada 
program ini, capaian realisasi kegiatannya tidak memenuhi target 
kinerja hasil yang direncanakan karena adanya pandemi Covid-19 yang 
tidak memungkinkan untuk melakukan pengambilan sampel ke 
perusahaan dan UPT Lab juga tidak menerima sampel yang beresiko. 

5. Program Pembinaan Lingkungan Sosial 
Keseluruhan capaian pada kegiatan pada program ini telah memenuhi 
target kinerja hasil yang telah direncanakan. 

6. Program Penataan Lingkungan Hidup 
Keseluruhan capaian pada kegiatan pada program ini telah memenuhi 
target kinerja hasil yang telah direncanakan. Untuk Kegiatan 



Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau pada tahun ini tidak dapat 
dilakukan penataan atau pembangunan baru karena dana direfocusing 
sehingga hanya dapat dilakukan pemeliharaan RTH. 

7. Program Pembinaan d.an Pengawasan Lingkungan Hidup 
Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil yang direncanakan 
yaitu Kegiatan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan 
karena jumlah kasus pengaduan masyarakat yang masuk ke DLH tidak 
dapat diprediksi sebelumnya. Namun, setiap pengaduan yang masuk 
harus ditangani selama memenuhi peraturan perundangan. 
Sedangkan untuk realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja 
hasil yang direncanakan yaitu Kegiatan Peningkatan Kapasitas 
Lingkungan Hidup terkait dengan penghargaan yang diterima oleh DLH. 
Pada tahun 2020 DLH hanya menerima 1 penghargaan lingkungan yaitu 
penghargaan Adiwiyata tingkat Provinsi. Hal ini disebabkan karena 
adanya refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19 dan pembatasan 
selama pandemi. Selain itu, adanya kebijakan dari KLHK bahwa tidak 
ada penilaian Adiwiyata Nasional, Adipura dan Kader Lingkungan. 

Implikasi yang timbul akibat kondisi dampak pandemi Covid-19 
sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status 
Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona di 
Indonesia dan Pengurangan belanja APBD Kab. Pasuruan sebagai tindak 
lanjut atas Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan 
Nomor 177 /KMK.07 /2020 tentang percepatan penyesuaian Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka 
penanganan Covid-19, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah 
melakukan Perubahan Renja Tahun 2020 terkait target kinerja sedangkan 
tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja 
Tahun 2020 terkait pendanaan sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja 
Anggaran Tahun Anggaran 2020. 

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung realisasi kegiatan 
pada program-program tersebut, maka kebijakan/perencanaan dan 
penganggaran yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan 
yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut: 

1. Akibat pandemi Covid-19, terkait dengan kegiatan yang berbentuk 
sosialisasi atau penyuluhan maupun kegiatan lain yang berpotensi 
menimbulkan kerumunan dilakukan pembatasan tatap muka dan 
diganti dengan pembinaan kegiatan melalui daring; 

2. Permohonan rekomendasi terkait dengan Limbah B3 akan 
menyesuaikan dengan prosedur pemrosesan pemberian rekomendasi, 
yang semula dalam satu hari pelaksanaan verifikasi lapangan hanya 
untuk 1 (satu) pemohon dan langsung dibuatkan berita acara 
(pelaksanaan insitu), berubah menjadi 1 hari untuk 2 pemohon 
dengan berita acara dibuat di kantor pada hari berikutnya; 

3. Dilakukan peningkatan kualitas data meliputi validasi dan 
pendekatan data spasial agar nilai IKLH dapat mengalami 
peningkatan; 
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4. Peningkatan perencanaan antara lain Sumber Daya Manusia dan 
anggaran di bidang pembinaan dan pengawasan agar pelanggaran­
pelanggaran lingkungan dapat menurun dan terwujudnya pelayanan 
yang baik kepada masyarakat; 

5. Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber­
sumber air, koordinasi pengelolaan kawasan konservasi SDA, 
pengelolaan keanekaragaman hayati serta pengendalian kerusakan 
lingkungan alami dan buatan terus ditingkatkan agar kualitas 
lingkungan dan daya dukung lingkungan bisa ditingkatkan dari 
tahun ke tahun; 

6. Pemberdayaan masyarakat untuk mendukung terwujudnya kota yang 
bersih, teduh dan nyaman dalam wadah Program Adipura tetap akan 
terus dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya kemandirian 
masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih. 

Pada Tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan telah 
melaksanakan 7 program dan 34 kegiatan dengan rincian anggaran sebagai 
berikut: 

!WU. PROGMlf / DGIATAB' AlfGGAlWI RlWJM8l PRBSUTASE 
.. __ CAPAWIC%) 

- " - ---

- >- - - - ; 
- _,_ .. - -- - C -• ,a - ... 

_ __ ,, ______ --~. 
2 3 4 ••4/8 

PROGRAM PELAYABAB ADM. Rp 2.188.162.588 Rp 1.881.667.599 85,99% 
PERKAl'fTORAlf 
Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Llstrik Rp 246.600.000 Rp 167.020.024 67,73% 

Penyediaan Jasa Adm. Keuangan Rp 239.520.000 Rp 233.175.000 97,35% 

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Rp 46.325.500 Rp 40.475.000 87,37% 

Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 39.407.000 Rp 30.167.000 76,55% 

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 24.134.000 Rp 13.138.250 54,44% 

Penyediaan Peralatan dan Perlengk. Kantor Rp 21.262.500 Rp 13.952.500 65,62% 

Penyediaan Makanan & Minuman Rp 20.200.000 Rp 14.720.000 72,87% 

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Rp 108.122.588 Rp 107.813.625 99,71% 
Daerah 
Penyediaan Jasa Perkantoran Rp 1.278.650.000 Rp 1.145.118.200 89,56% 

Pengembangan Sumber Daya Aparatur Rp 110.350.000 Rp 93.663.000 84,88% 

Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Rp 53.591.000 Rp 22.425.000 41,84% 

PROGRAM PENINOK. SARARA 8J PRASARAlfA Rp 245.563.000 Rp 239.365.093 97,48% 
APARATUR 
Pemeliharaan R/B Gedung Kantor Rp 0 Rp 0 0% 

Pemeliharaan R/B Kend. Dinas/Ops Rp 245.563.000 Rp 239.365.093 97,48% 

PROGRAM PDOEIIBAIIOAK KINERJA Rp 7.334.637.276 Rp 7.173.409.380 97,80"/4 
PDOELOLAAB PERS.AMPARAN 

Penyediaan Prasarana & Sarana Pengelolaan Rp 880.986.912 Rp 831.632.340 94,40% 
Persampahan 

Peningk. Operasi dan Pemel. Sarpras Rp 5.680.316.500 Rp 5.616.333.250 98,87% 
Persampahan 
Peningk. Kemampuan Aparat Pengelolaan Rp 100.724.800 Rp 98.702.000 97,99% 
Persampahan 
Peningk. Pesan Serta Masyarakat dalam Rp 650.188.200 Rp 604.326.640 92,95% 
Pengelolaan Persampahan 

Pengelolaan Llmbah B3 dan Non B3 Rp 22.420.864 Rp 22.415.150 99,97% 
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PROGRAM PEBGENDALJAN PEBCEMARAN Rp 1.125.807.772 Rp 923.806.605 82,06% 
DAN KERUSAKAB LH 

Operasional Laboratorium Lingkungan Rp 665.530.000 Rp 553.850.000 83,22% 

Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Rp 12.600.000 Rp 6.489.750 51,51% 
Lingkungan Hidup 
Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Rp 105.294.157 Rp 21.253.240 20,18% 
Lingkungan Hidup 
Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Rp 342.383.615 Rp 342.213.615 99,95% 
Lingkungan Hidup 
PROGRAM PEMBill'AAlf Lill'GKUl'fGAN Rp 21.508.427.926 Rp 18. 749.354.367 87,17% 
SOSIAL 
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Rp 575.413.500 Rp 502.609.100 90,48% 
Limbah Industri (Pengadaan/ Pemeliharaan 
Sarana Prasarana Alat Uji Kualitas Air, Tanah 
dan Udara, Emisi dan Ambien) 
Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Rp 100.000.000 Rp 96.296.250 96,30% 
Masyarakat di Lingkungan lndustri 
(Pemantauan Kualitas Lingkungan Air) 
Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Rp 121.323.600 Rp 109.284.050 90,08% 
Masyarakat di Lingkungan lndustri 
(Pemantauan Kualitas Lingkungan Udara) 
Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi. Rp 256.262.900 Rp 60.808.920 23,73% 
Masyarakat di Lingkungan Industri (Pengujian 
Limbah lndustri) 
Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Rpl9.455.427.926 Rp 16.973.644.547 87,24% 
Masyarakat di Lingkungan Industri 
(Pembangunan/ Penyediaan Tempat 
Pembuangan Akhir) 
Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Rp 1.000.000.000 Rp 988.711.500 98,87% 
Masyarakat di Lingkungan Industri 
(Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengelolaan/ 
Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)) 
PROGRAM PEBATAAlf LB Rp 3.035.285.100 Rp 2.955.583.200 97,37% 

Perencanaan dan Evaluasi Lingkungan Hidup Rp 269.263.300 Rp 268.206.250 99,61% 

Kajian Dampak Lingkungan Hidup Rp 64.443.500 Rp 59.328.500 92,06% 

Pemeliharaan Lingkungan Hidup Rp 2.701.578.300 Rp 2.628.048.850 97,28% 

PROGRAM PEMBill'AAlf DAN PEBGAWASAN Rp 248.870.510 Rp 216.320.614 86,92"/4 
Lill'GKUl'fGAR BIDUP 
Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Rp 81.391.010 Rp 71.609.341 87,98"/o 
Lingkungan 
Penegakan Hukum Lingkungan Rp 39.972.500 Rp 28.205.300 70,56% 

Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Rp 127.507.000 Rp 116.506.000 91,37% 

BEL.ANJA LANGSUNG Rp 35.686. 754.172 Rp 32.139.506.885 90,06% 

BEL.ANJA TIDAK. LANGSUNG Rp 7.663.066.000 Rp 7.571.519.155 98,81% 

TOTAL Rp 43.349.820.172 Rp 39. 711.026.040 91,61% 

Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan 
Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.1. 



Tabel 2.1 
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan 

Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hid up s / d Tahun 2020 
Kabupaten Pasuruan 

OPD: Dinas Lingkungan Hidup 

Realiaaal Target clan Reallsaal Klnerja Program 
Target 

Target clan Keglatan Tahun 2020 
Renatra 

Kinerja 
Uruaan/Bidang Uruaan lndlk:ator Kinerja PD 

Haall 
Program Tahun 

Kode Pemerlntahan Daerah dan Program clan 
(outcome)/Kegiatan 2023 Target Renja Reallaaal Tingkat Program/Kegiatan Keluaran 

(output) (akhir OPDTahun RenjaOPD Realiaaal 
periode 

Keglatan 
2020 Tahun 2020 (%) s/d Tahun renatra) 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 
2 05 02 01 PROGRAM PBLAYANAN Presentaae kelancaran 100% 100% 100% 1000/4 100% 

ADMINISTRASI administraal 
PERKANTORAN perkantoran 

2 05 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah rekening telepon 25 25 rekening 40 rekening- 40 rekening- 100% 
SDA dan Listrik dan internet rekening bulan bulan 

2 05 02 01 07 Penyediaan Jasa Adm. Jumlah pejabat 25 25 orang 34 orang- 34 orang- 100% 
Keuangan penatausahaan keuangan orang bulan bulan 

dan kegiatan 
2 05 02 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Jumlah peralatan kantor 10 unit - 17 unit 9 unit 52,94% 

Peralatan Kerja yang terpelihara 
2 05 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis a.lat tulis kantor 60jenis 60jenis 27 jenis 22jenis 81,48% 
2 05 02 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Jenis kebutuhan barang 15 jenis 15 jenis 6 jenis 6jenis 1000/o 

Penggandaan cetak dan penggandaan 
2 05 02 01 13 Penyediaan Peralatan dan Jenis kebutuhan 42 jenis 42 jenis 23jenis 20jenis 86,95% 

Perlengkapan Kantor peralatan dan 
perlengkapan kantor 

Perldraan Reallsaal 
Target capalan Target Renatra 

Program OPD Tahun Berjalan 
clan Realluai 

Keglatan capaian 
Tfngkat 
C&paian (Renja Program 
Reallual OPD clan 

Tahun Keglatan 
Target 

Renatra 2021) a/d Tahun 
(%) 

2021 

9 10={5+7+9) 11•(10/4) 

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
- - -

- - -



2 05 02 01 17 Penyediaan Makanan & Jumlah penyediaan 900 900 kotak 720 kotak 619 kotak 85,97% - - -
Minuman konsumsi tamu dan rapat kotak 

2 05 02 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Hasil 12 org/ 12 org/ kali 12 org/kali 14 org/kali 116,66% - - -
Konsultasi Luar Daerah Koordinasi kali 

2 05 02 01 19 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah tenaga kontrak dan 52 52 orang 51 orang 51 orang 100% - - -
THL yang terbayar orang 

2 05 02 01 22 Pengembangan Sumber Daya Jumlah aparatur yang 300 - 300 orang 300 orang 100% - - -
Aparatur mengikuti diklat orang 

2 05 02 01 23 Penyusunan Laporan Kinerja Jumlah dokumen 8 doku- - 8 dokumen 5dokumen 62,5% - - -
dan Keuangan perencanaan dan laporan men 

kinerja 
2 05 02 02 PROGRAM PENDfGKATAlf Terpeliharanya dan 100% 100% 100% 100% 100% - - -

SAR.ANA DAN PRASARANA Tercukuplnya Sarana dan 
APARATUR Prasarau Perkantoran 

2 05 02 02 11 Pengadaan Peralatan Kantor Jenis peralatan kantor - 11 jenis - - - - - -
2 05 02 02 22 Pemeliharaan R/B Gedung Jumlah gedung kantor yang 3 3 gedung - - - - - -

Kantor terpelihara gedung 
2 05 02 02 24 Pemeliharaan R/B Kendaraan Jumlah kendaraan 5 unit 5 unit 6 unit 6 unit 100% - - -

Dinas/Ops dinas/ operasional yang 
terpelihara 

2 05 02 02 30 Pemeliharaan R/B Peralatan Jumlah alat kantor yang - 10 unit - - - - - -
Kantor terpelihara 

2 05 02 05 PROGRAM PENllfGKATAN Preaentaae aparatur yang - 300 orang - - - - - -
KEMAMPUAN APARATUR mengikutl dildat 

2 05 02 05 01 Pendidi.kan dan Pelatihan Jumlah aparatur yang - 11 orang - - - - - -
Formal mengikuti diklat 

2 05 02 05 03 Sosialisasi Peraturan Jumlah aparatur yang - 300 orang - - - - - -
Perundang-undangan mengikuti diklat 

2 05 02 06 PROGRAM PENllfGKATAJI Preaentaae Keaesuaian - 100% - - - - - -
PEBGEMBANGAN SISTEM Pelaporan Capaian Klnerja 
PELAPORAN CAPAIAN 
Kll'fERJA DAN KEUANGAN 

2 05 02 06 05 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen - 8 dokumen - - - - - -
Prognosis Semesteran&Realisasi Perencanaan dan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun Kinerja 



2 05 02 15 PROGRAM PEN'GEMBANGAN Peraentaae pelayanan 88% 30% 38% 38% 100% - - -
SARANA DAN PRASARANA pengelolaan •mpah 
PENGELOLAAN 
PERSAMPAHAif 

2 05 02 15 02 Penyediaan Prasarana dan Jumlah sarana dan 22 paket 237 unit 18 unit 18 unit 100% - - -
Sarana Pengelolaan prasarana pengelolaan 
Persampahan persampahan 

2 05 02 15 04 Peningkatan Operasi dan Jumlah sarana dan 9 paket 9 unit 9 unit 10 unit 100% - - -
Pemeliharaan Prasarana dan prasarana yang terpelihara 
Sarana Persampahan 

2 05 02 15 07 Peningkatan Kemampuan Jumlah extrafooding untuk 238 238 orang 240 orang 240 orang 100% - - -
Aparat Pengelolaan petugas kebersihan orang 
Persampahan 

2 05 02 15 11 Peningkatan Peran Serta Jumlah peserta sosialisasi 720 2938 orang 1200 orang 0 orang 0% - - -
Masyarakat dalam Pengelolaan dan pembinaan orang 
Persampahan 

2 05 02 15 17 Pengelolaan Limbah B3 dan Non Jumlah rekomtek 35 - 30 ijin 90 ijin 300% - - -
B3 pengelolaan limbah B3 rekom-

tek 
2 05 02 16 PROGRAM PENGENDALIAN Persentase penurunan 12,57% 4,62% 4,62% 100% - - -

PENCEMARAl'f DAN pencemaran dan kerusakan 
PERUSAKAN LllfGKUNGAl'f lingkungan hidup 
HIDUP 

2 05 02 16 06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Jumlah izin pengelolaan - 83 ijin - - - - - -
limbah B3 yang diterbitkan 

2 05 02 16 22 Operasional Laboratorium Jumlah pengujian kualitas 230 190 240 140 58,33% - - -
Lingkungan air yang dilayani pelang- pelanggan pelanggan pelanggan 

gan 
2 05 02 16 32 Peningkatan Sarana dan Jumlah peralatan - 1 dokumen - - - - - -

Prasarana Laboratorium laboratorium mutu 
Lingkungan 

2 05 02 16 37 Pemulihan Pencemaran Air Jumlah dokumen rencana - 1 dokumen - - - - - -
pemulihan pencemaran air 

2 05 02 16 38 Pengelolaan dan Rehabilitasi Luas lahan yang - 1 Ha - - - - - -
Kerusakan Lahan dan direhabilitasi 
Lingkungan Hidup 



2 05 02 16 39 Pembinaan Penanggulangan Jumlah koordinasi - 3 kali - - - - - -
Kerusakan Lingkungan pembinaan pembinaan koordinasi 
Hidup penanggulangan kerusakan 

lingkungan hidup 
2 05 02 16 40 Pengelolaan Limbah Non B3 Jumlah dokumen - 1 dokumen - - - - - -

inventarisasi potensi 
limbah B3 

2 05 02 16 41 Penanggulangan Pencemaran Jumlah dokumen kajian - 1 dokumen - - - - - -
Air penanggulangan 

pencemaran air 
2 05 02 16 42 Pembinaan Pencegahan Jumlah koordinasi - 1 kali - - - - - -

Kerusakan Lingkungan pembinaan terhadap koordinasi 
Hidup pemrakarsa kegiatan 

2 05 02 16 43 Pencegahan Pencemaran dan Jumlah pemrakarsa yang 200 - 50 orang 50 orang 100% - - -
Kerusakan Lingkungan mengelola lingkungan orang 
Hidup 

2 05 02 16 44 Penanggulangan Pencemaran Jumlah kegiatan usaha 80 - 40 kegiatan/ 40 kegiatan/ 100% - - -
clan Kerusakan Lingkungan yang dibina keg/ usaha usaha 
Hidup usaha 

2 05 02 16 45 Pemulihan Pencemaran dan Jumlah luasan revegetasi 2 Ha - 5 Ha 25,20 Ha 100% - - -
Kerusakan Lingkungan lahan kritis 
Hidup 

2 05 02 19 PROGRAM PENINGK. Peraentase pemenuhan - 1 kegiatan - - - - - -
KUALITAS DAN AKSES informasl kualltaa aumber 
INFORMASI SUMBER DAYA daya alam dan Hngkungan 
ALAM DAN LINGKUNGAN hldup 
HIDUP 

2 05 02 19 07 Harl Lingkungan Hidup Jumlah peserta partisipasi - 2000 orang - - - - - -
Harl Lingkungan Hidup 

2 05 02 24 PROGRAM PENGELOLAAN Luas RTH yang dikelola - 5,7 Ha - - - - - -
RUANO TERBUKA HIJAU 
(RTH) 

2 05 02 24 05 Penataan RTH Jumlah RTH baru - 1,5 Ha - - - - - -
2 05 02 24 06 Pemeliharaan RTH Luas RTH yang terpelihara - 80% - - - - - -



2 05 02 24 14 Pemeliharaan Sarana Jumlah sarana dan prasarana - 40 unit - - - - - -
Prasarana RTH RTH yang terpelihara 

2 05 02 25 PROGRAM Jumlah instrumen-instrumen - 93 dokumen - - - - - -
PERENCANAAN DAN pencegahan pencemaran dan / 
PENGEMBANGAB atau kerusakan LH 
LINGKUNGAN HlDUP 

2 05 02 25 01 PenyusunanRencana Jumlah dokumen RPPLH - l dokumen - - - - - -
Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan 
Hidup 

2 05 02 25 02 Penyusunan Kajian Jumlah dokumen KLHS - l dokumen - - - - - -
Lingkungan Hidup 
Strategis (KLHS) 
Kabupaten Pasuruan 

2 05 02 25 03 Penyusunan Daya Jumlah dokumen DDDT - 1 dokumen - - - - - -
Dukung Daya Tampung 
(DDDT) 

2 05 02 25 04 Penyusunan lnformasi Jumlah dokumen IKPLHD - 1 dokumen - - - - - -
Kinerja Pengelolaan 
Lingkungan Hidup Daerah 
(IKPLHD) 

2 05 02 25 05 Pembinaan Penyusunan Jumlah rekomendasi dokumen - 86 dokumen - - - - - -
Dokumen Lingkungan lingkungan yang diterbitkan 
bagi Pelaku Usaha dan/ 
atau Kegiatan 

2 05 02 25 06 Koordinasi Penyusunan Jumlah dokumen Amdal dan - 3 dokumen - - - - - -
Amdal kelayakan lingkungan 

2 05 02 26 PROGRAM PEMBINAAN, Persentase pelaku usaha/ - 25,23% - - - - - -
PENGAWASAN DAN kegiatan yang diawasi yang 
PENEGAKAN HOKUM telah memiliki ijin lingkungan 
LINGKUNGAN 

2 05 02 26 01 Penegakan Hukum Jumlah sanksi yang - 7 kali - - - - - -
Lingkungan dikeluarkan terhadap 

pelanggaran penaatan 
lingkungan 



2 05 02 26 02 Mediasi Sengketa Jumlah kasus pengaduan - 15 kasus - - - - - -
Lingkungan masyarakat yang 

diselesaikan 
2 05 02 26 03 Pengawasan Pelaksanaan Jumlah industri yang - 50 industri - - - - - -

Kebijakan Bidang diawasi terkait ketaatan 
Lingkungan Hidup penanggungjawab usaha 

2 05 02 26 04 Peningkatan Peringkat Jumlah industri yang - 7 industri - - - - - -
Kinerja Perusahaan mengikuti program proper 
(Proper) 

2 05 02 27 PROGRAM Persentase peningkatan - 3,67% - - - - - -
PENINGKATAN kapasitas kelembagaan 
KAPASITAS pengelolaan lingkungan 
LINGKUNGAl'f HIDUP hidup 

2 05 02 27 01 Koordinasi Penilaian Kota Jumlah penghargaan yang - l - - - - - -
Sehat/ Adipura diterima penghargaan 

2 05 02 27 02 Program Adiwiyata Jumlah Iembaga sekolah - 90 sekolah - - - - - -
peserta Adiwiyata 

2 05 02 27 03 Pemberdayaan Kader Jumlah calon kader - 1 orang - - - - - -
Lingkungan lingkungan/ kalpataru 

2 05 02 28 PROGRAM PEMBINA.AN Persentase terpenuhinya - 100% 100% 100% 100% - - -
LINGKUNGAN SOSIAL sarana dan prasarana 

pendukung 
2 05 02 28 01 Penyediaan Sarana dan Persentase pemenuhan - 100% 100% 100% 100% - - -

Prasarana Pengolahan sarana dan parasarna lab 
Limbah Industri 
(Pengadaan/ 
Pemeliharaan Sarana dan 
Prasarana Alat Uji 
Kualitas Air, Tanah dan 
Udara, Emisi dan Ambien) 

2 05 02 28 02 Penerapan Sistem Jumlah titik pantau air - 9DAS 9DAS 9DAS 100% - - -
Manajemen Lingkungan 
Bagi Masyarakat di 
Lingkungan Industri 
(Pemantauan Kualitas 
Lingkungan Air) 



2 05 02 28 03 Penerapan Sistem Jumlah titik pantau udara 24 12 titik 12 titik 100% - - . 
Manajemen Lingkungan Bagi kecamatan pantau pantau 
Masyarakat di Lingkungan 
Industri (Pemantauan 
Kualitas Lingkungan Udara) 

2 05 02 28 04 Penerapan Sistem Jumlah pengujian limbah 199 sampel 1 paket 1 paket 100% - - . 

Manajemen Lingkungan Bagi industri 
Masyarakat di Lingkungan 
Industri (Pengujian Limbah 
Industri) 

2 05 02 28 05 Penyediaan/ Pemeliharaan Jumlah sarana dan 7 paket 5 paket 6 paket 120% - - -
Saluran Air Lim bah, Sanitasi prasarana TPA baru 
dan Air Bersih 
(Pembangunan/ Penyediaan 
Tempat Pembuangan Akhir) 

2 05 02 28 06 Penerapan Sistem Luas pemanfaatan RTH - 5,75 Ha 5,7 Ha 100% - . . 
Manajemen Lingkungan Bagi pu blik wilayah perkotaan 
Masyarakat di Lingkungan 
Industri (Pembangunan/ 
Pemeliharaan/ Pengelolaan/ 
Penataan RTH) 

2 05 02 31 PROGRAM PENATAAN Persen tase rekomendasi - 100% 100%> 100% - . -
Lll'fGKUNGAN HIDUP perencanaan penataan 

lingkungan hidup yang 
diimplementasikan 

2 05 02 31 01 Perencanaan dan Evaluasi Jumlah dokumen - 4 dokumen 4 dokumen 100% - - -
Lingkungan Hidup perencanaan atau evaluasi 

lingkungan 
2 05 02 31 02 Kajian Dampak Lingkungan Persentase permohonan - 100% 100% 100% - - -

Hidup pemeriksaan dokumen 
lingkungan hidup yang 
diproses 

2 05 02 31 03 Pemeliharaan Lingkungan Luas pemanfaatan RTH - 5,75 Ha 5,7 Ha 100% - - -
Hidup publik wilayah perkotaan 



2 05 02 32 PROGRAM PEMBIIfAAN Persentase pembinaan dan - - 27,75% 25,90% 93,33% - - -
DAN PENGAWASAN pengawasan terkait 
LIIfGKUNGAN HIDUP ketaatan penanggungjawab 

usahadan/ atau kegiatan 
yang diawasi 

2 05 02 32 01 Pengaduan dan Penyelesaian Jumlah kasus pengaduan - - 5 kasus 11 kasus 2200/o - - -
Sengketa Lingkungan masyarakat yang 

diselesaikan 
2 05 02 32 02 Penegakan Hukum Persentase penegakan - - 50% 50% 100% - - -

Lingkungan hukum atas kegiatan usaha 
yang diawasi 

2 05 02 32 03 Peningkatan K.apasitas Jumlah penghargaan - - 3 1 33,33% - - -
Lingkungan Hidup lingkungan yang diterima penghargaan penghargaan 

2 11 01 PROGRAM PENUNJANG Terpenuhinya penunjang 1000/o - - - - 100% 100% 100% 

URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintahan 
DAERAH KABUPATEN/ 
KOTA 

2 11 01 2. Kegiatan Perencanaan, Persentase pemenuhan 1000/o - - - - 100% 100% 100% 
01 Pengangaran, dan Evaluul dokumen sakip 

Klnerja Peraqkat Daerah 
2 11 01 2. 01 Sub Kegiatan Penyusunan Jumlah dokumen 100% - - - - 3 dokumen 3 dokumen 1000/o 

01 Dokumen Perencanaan perencanaan perangkat 
Perangkat Daerah daerah 

2 11 01 2. 02 Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah dokumen RKA yang 1000/o - - - - 1 dokumen 1 dokumen 100% 
01 Penyusunan Dokumen RKA- sesuai dengan ketentuan 

SKPD 
2 11 01 2. 03 Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah dokumen 1000/o - - - - 1 dokumen 1 dokumen 100% 

01 Penyusunan Dokumen perubahan RKA yang 
Perubahan RKA- SKPD sesuai dengan ketentuan 

2 11 01 2. 04 Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah dokumen DPA yang 1000/o - - - - 1 dokumen 1 dokumen 100% 
01 Penyusunan Dokumen DPA- sesuai dengan ketentuan 

SKPD 
2 11 01 2. 05 Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah dokumen 100% - - - - 1 dokumen 1 dokumen 100% 

01 Penyusunan Dokumen perubahan DPA yang 
Perubahan DPA- SKPD sesuai dengan ketentuan 



2 11 01 2. 06 Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah laporan capaian 100'% - - - - 1 1 100% 
01 Penyusunan Laporan kinerja dan ikhtisar dokumen dokumen 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja 
Realisasi Kinerja SKPD 

2 11 01 2. 07 Sub Kegiatan Evaluasi Jumlah laporan evaluasi 100% - - - - 1 1 100'% 
01 Kinerja Perangkat Daerah perangkat daerah dokumen dokumen 

11 01 2. Kegiatan Admlniatrasi Persentase pemenuhan 1000/o - - - - 100% 100% 100% 
02 Keuangan Perangkat administrasi keuangan 

Daerah 
2 11 01 2. 01 Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah pembayaran 100% - - - - 92 org/ 92 org/ 100% 

02 Gaji dan Tunjangan ASN gaji dan tunjangan ASN bulan bulan 
2 11 01 2. 02 Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah pembayaran 100% - - - - 51 org/ 51 org/ 100% 

02 Administrasi Pelaksanaan jasa petugas penunjang bulan bulan 
TugasASN kegiatan 

2 11 01 2. 03 Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah laporan 1000/o - - - - 1 1 100% 
02 Pelaksanaan Akuntansi akuntansi SKPD dokumen dokumen 

SKPD 
2 11 01 2. 04 Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah laporan 100% - - - - 18 18 100% 

02 Penyusunan Laporan keuangan bulanan/ dokumen dokumen 
Keuangan Bulanan / triwulan/ semesteran 
Triwulanan/ Semesteran 
SKPD 

2 11 01 2. Kegfatan Adminlstrasi Jumlah dokumen 1000/o - - - - 100% 100% 100% 
03 Barang Millie Daerah pacla administrasi barang 

Perangkat Daerah milik daerah 
2 11 01 2. 02 Sub Kegiatan Pengamanan Jumlah barang milik 100% - - - - 6 unit 6 unit 100% 

03 Barang Milik Daerah SKPD daerah SKPD yang 
diasuransikan 

2 11 01 2. Keglatan Adminlatrasi Jumlah administrasi 100% - - - - 100% 100% 1000/o 
05 Kepega.walan Perangkat kepegawaian yang 

Daerah dilaksanakan 
2 11 01 2. 09 Sub Kegiatan Pendidikan Jumlah aparatur yang 100% - - - - 5 orang 5 orang 100% 

05 dan Pelatihan Pegawai mengikuti pendidikan 
Berdasarkan Tugas dan dan pelatihan 
Fungsi 



2 11 01 2. Keglatan Admlnistrasi Persentase pemenuhan 100% - - - - 100% 100% 100% 
06 Umum Peranglrat Daerah administrasi umum 

2 11 01 2. 02 Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah peralatan dan 100% - - - - 1 unit 1 unit 100% 
06 Peralatan dan Perlengkapan perlengkapan kantor 

Kantor 
2 11 01 2. 04 Sub Kegiatan Penyediaan Jenis penyediaan bahan 100% - - - - 60 jenis 60 jenis 100% 

06 Bahan Logistik Kantor logistik kantor 
2 11 01 2. 05 Sub Kegiatan Penyediaan Jenis pembelian barang 100% - - - - 15 jenis 15 jenis 100% 

06 Barang Cetakan dan cetak dan penggandaan 
Penggandaan 

2 11 01 2. 08 Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah tamu yang 100% - - - - 200 200 orang 100% 
06 Kunjungan Tamu difasilitasi orang 

2 11 01 2. 09 Sub Kegiatan Jumlah laporan rapat 100% - - - - 20 20 100% 
06 Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan laporan laporan 

Koordinasi dan Konsultasi konsultasi yang 
SKPD dilakukan SKPD 

2 11 01 2. Kegiatan Pengadaan Barang Jumlah pengadaan 1000/4 - - - - 100% 100% 100% 
07 Millk Daerah Penunjang barang milik daerah 

Urusan Pemerintah Daerah 
2 11 01 2. 05 Sub Kegiatan Pengadaan Jumlah pengadaan 1000/o - - - - 1 unit 1 unit 1000/o 

07 Mebel mebel 
2 11 01 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Persentase penyediaan 100% - - - - 1000/o 100% 1000/4 

08 Penuu.jaq Unasan jasa penunjang urusan 
Pemerlntahan Daerah pemerintahan daerah 

2 11 01 2. 02 Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah pembayaran 100% - - - - 40 40 1000/o 
08 Jasa Komunikasi, Sumber telepon, air dan internet rekening rekening 

Daya Air dan Listrik selama 12 bulan 
2 11 01 2. 04 Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah penyediaan jasa 100% - - - - 25 org/ 25 org/ 100% 

08 Jasa Pelayanan Umum pelayanan umum kantor bulan bulan 
Kantor 

2 11 01 2. Kegiatan Pemeliharaan Jumlah barang milik 1000/o - - - - 100% 100% 100% 
09 Barang MWk Daerah daerah yang dipelihara 

Penuu.jang Unasan 
Pemerintahan Daerah 



---~ 

2 11 01 2. 02 Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah penyediaan jasa 100% - - - - 6 unit 6 unit 100% 
09 Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, biaya 

Pemeliharaan, Pajak pemeliharaan, pajak 
Kendaraan Dinas dan perijinan kendaraan 
Operasional atau Lapangan dinas/ operasional 

2 11 01 2. 05 Sub Kegiatan Pemeliharaan Jumlah mebel yang 100% - - - - 5 unit 5 unit 100% 
09 Mebel dipelihara 

2 11 01 2. 06 Sub Kegiatan Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan 100% - - - - 5 unit Sunit 100% 
09 Peralatan dan Mesin Lainnya peralatan dan mesin 

lainnya 
2 11 01 2. 09 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Jumlah pemeliharaan 100% - - - - 1 unit 1 unit 100% 

09 Rehabilitasi Gedung Kantor gedung kantor dan 
dan Bangunan Lainnya bangunan lainnya 

2 11 01 2. 10 Sub Kegiatan Pemelihara.an/ Jumlah pemeliharaan 100% - - - - 1 unit 1 unit 100% 
09 Rehabilitasi Sarana dan sarpras gedung kantor 

Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya 
atau Bangunan Lainnya 

2 11 02 PROGRAM PBRENCAl'fAAN Persentase rekomendasi 100% - - - - 100% 1000/4 100% 
LINGKUNGAN HIDUP perencanaan 

lingkungan hidup yang 
diimplementasikan 

2 11 02 2. Kegiatan Rencaaa Jumlah dokumen 100% - - - - 1 1 100% 
01 Perlinduagan clan terkait RPPLH dokumen dokumen 

Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (RPPLH> Kabupaten/ 
Kota 

2 11 02 2. 01 Sub Kegiatan Penyusunan Jumlah dokumen 1000/o - - - - 1 1 100% 
01 dan Penetapan RPLLH RPLLH Kabupaten/ dokumen dokumen 

Kabupaten/ Kota Kota 
2 11 02 2. Kegiatan Penyelenggaraan Jumlah dokumen 100% - - - - 4 4 100% 

02 Kajian Llnpungan Hidup terkait KLHS dokumen dokumen 
Strategia (KLHS) 
Kabupaten/ Kota 

2 11 02 2. 01 Sub Kegiatan Pembuatan Jumlah dokumen KLHS 100% - - - - 2 2 100% 
02 dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang dokumen dokumen 

Rencana Tata Ruang 



2 11 02 2. 02 Sub Kegiatan Pembuatan Jumlah dokumen KLHS 100% - - - - 1 1 100% 
02 dan Pelaksanaan KLHS Perubahan RPJMD dokumen dokumen 

RPJPD / RPJMD 
2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN Persentase penurunan 100% - - - - 100% 100% 100% 

PENCEMARAN' DAN/ ATAU pencemaran dan 
KERUSAKAN Lll'fGKUNGAN kerusakan lingkungan 
HIDUP hidup 

2 11 03 2. Kegiatan Pencegaban Terjaganya kualitas 100% - - - - 7,43% 7,43% 100% 
01 Pencemaran dan/ atau lingkungan hidup 

Keruaalran Llngkungan 
Hidup Kabupaten/ Kota 

2 11 03 2. 01 Sub Kegiatan Koordinasi, Jumlah laporan 100% - - - - 108 dan 108 dan 100% 
01 Sinkronisasi dan pengujian kualitas air 40 40 

Pelaksanaan Pencegahan dan kualitas udara laporan laporan 
Pencemaran Lingkungan 
Hidup Dilaksanakan 
terhadap Media Tanah, Air, 
Udara dan Laut 

2 11 03 2. 03 Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah pengujian 100% - - - - 480 480 100% 
01 Laboratorium Lingkungan kualitas air sampel sampel 

Hidup Kabupaten/ Kota 
2 11 03 2. Kegiatan Penanggulangan Jumlah lokasi 100% - - - - 47 lokasi 47 lokasi 100% 

02 Pencemaran dan/ atau pencemaran dan/ atau 
Keruaalran Lingkungan kerusakan lingkungan 
Hidup Kabupaten/ Kota hidup yang 

tertanggulangi 
2 11 03 2. 01 Sub Kegiatan Pemberian Jumlah informasi 100% - - - - 47 lokasi 47 lokasi 100% 

02 Informasi Peringatan peringatan pencemaran 
Pencemaran dan/ atau dan/ atau kerusakan 
Kerusakan Lingkungan LH kepada masyarakat 
Hidup pada Masyarakat 



2 11 03 2. Kegiatan Pemulihan Jumlah lokasi 100% - - - - 2 lokasi 2 lokasi 100% 
03 Pencemaran dan/ atau pencemaran dan/ atau 

Keruaalm.n Ling]mngan kerusakan lingkungan 
Hldup Kabupaten/ Kota hidup yang terpulihkan 

2 11 03 2. 04 Sub Kegiatan Koordinasi, Jumlah lokasi tercema.r 100% - - - - 2 lokasi 2 lokasi 100% 
03 Sinkronisasi dan dan/ atau rusak yang 

Pelaksanaan Rehabilitasi telah dilakukan kegiatan 
koordinasi, sinkronisasi 
dan pelaksanaan 
rehabilitasi 
Jumlah luasan lahan 100% - - - - 1 Ha 1 Ha 100% 
kritis yang direhabilitasi 
(metode revegetasi) 

2 11 04 PROGRAM Persentase pengelolaan 100% - - - - 100% 100% 100% 
PENGELOLAAN keanekaragaman hayati 
KEANEKARAGAMAN 
HAYATI (KEHATI) 

2 11 04 2. Kegiatan Pengelolaan Persentase pemanfaatan 100% - - - - 100% 100% 100% 
01 Keanekaragaman Hayatl keanekaragaman hayati 

Kabupaten/ Kota 
2 11 04 2. 04 Sub Kegiatan Pengelolaan Luas RTH yang dikelola 100% - - - - SHa SHa 100% 

01 Ruang Terbuka Hijau 
(RTH) 

2 11 05 PROGRAM Persentase pengendalian 100% - - - - 100% 100% 1000/o 
PENGENDALIAN BARAN B3 dan Limbah B3 
BERBAHAYA DAN 
BERACUN(B3)DAN 
LIMBAH BARA.If 
BERBAHAYA DAN 
BERACUN (LJMBAH B3) 

2 11 05 2. Kegiatan Penyimpanan Persentase 1000/o - - - - 100% 100% 100% 
01 Sementara Limbah B3 penyimpanan lim bah B3 

sementara yang 
memenuhi 



2 11 05 2. 01 Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah rekomtek 1000/o - - - - 12 ijin 12 ijin 100% 
01 Pemenuhan Komitmen penyimpanan limbah 

Izin Penyimpanan B3 
Sementara Limbah B3 
Dilaksanakan melalui 
Sistem Pelayanan 
Perizinan Berusaha 
Terintegrasi scr Elektronik 

2 11 05 2. 02 Sub Kegiatan Verifikasi Jumlah permohonan 100% - - - - 12 ijin 12 ijin 100% 
01 Lapangan untuk yang terverifikasi 

Memastikan Pemenuhan 
Persyaratan Administrasi 
dan Teknis Penyimpanan 
Sementara Limbah B3 

2 11 05 2. Kegiatan Pengumpulan Persentase 1000/o - - - - 100% 1000/o 100% 
02 Lim.bah B3 dalam 1 pengumpulan limbah 

(satuJ Daerah B3 dalam satu daerah 
Kabupaten/ Kota Kab/ Kota 

2 11 05 2. 01 Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah permohonan 100% - - - - 3 ijin 3 ijin 100% 
02 Pemenuhan Komitmen yang terfasilitasi 

Izin Pengumpulan Limbah 
B3 Dilaksanakan melalui 
Sistem Pelayanan 
Perizinan Berusaha 
Terintegrasi secara 
Elektronik 

2 11 05 2. 02 Sub Kegiatan Koordinasi Jumlah kegiatan 100% - - - - 2 2 100% 
02 dan Sinkronisasi koordinasi atau kegiatan kegiatan 

Pengelolaan Limbah B3 sikronisasi yang 
dengan Pemerintah dibutuhkan 
Provinsi dalam Rangka 
Pengangkutan, 
Pemanfaatan, Pengolahan 
dan/ atau Penimbunan 



2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN Persentase pembinaan 100% - - - - 100% 100% 100% 
DAN PBNGAWASAN dan pengawasan 
TERHADAP IZIN terkait ketaatan 
LINGKUNGAN DAN IZIN penanggung jawab 
PERLINDUl'fGAN DAN usaha dan/ atau 
PBNGELOLAAN kegiatan yang diawasi 
LINGKUNGAN HIDUP ketaatannya terhadap 
(PPLH) izin lingkungan, izin 

PPLH dan PUU LH 
yang diterbitka.n 

2 11 06 2. Kegiatan Pemblnaan dan Persentase usaha 100% - - - - 100% 100% 100% 
01 Pengawa•n Terhadap dan/ atau kegiatan 

Uaaha dan/ atau yang memiliki izin 
Kegiatan yang kin lingkungan dan izin 
Lingkungan dan lzin PPLH diterbitkan oleh 
PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten 
Pemerintah Daerah yang diawasi dan/ 
Kabupaten/ Kota atau dibina 

2 11 06 2. 01 Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah usaha dan/ 100% - - - - 20 20 100% 
01 Pemenuhan Ketentuan atau kegiatan yang kegiatan/ kegiatan 

dan Kewajiban Izin memiliki izin usaha / usaha 
Lingkungan dan/ atau lingkungan & izin 
Izin PPLH PPLH yang diterbitkan 

oleh Pemerintah 
Kabupaten yang 
diawasi dan/ atau 
dibina 

2 11 06 2. 02 Sub Kegiatan Pengawasan Jumlah perusahaan 100% - - - - 7 perusa- 7 100% 
01 Usaha dan/ atau Kegiatan yang telah dilakukan haan perusa-

yang Izin Lingkungan tindak lanjut berupa haan 
Hidup, Izin PPLH yang pembinaan dan/ atau 
Diterbitkan oleh penegakan hukum 
Pemerintah Daerah berdasarkan hasil 
Kabupaten/ Kota pengawasan 



2 11 06 2. 02 Sub Kegiatan Koordinasi Jumlah laporan 100% - - - - 7 laporan 7 laporan 100% 
01 dan Sinkronisasi tindak lanjut 

Pengawasan dan Penerapan pengawasan 
Sanksi Upaya dan Rencana terhadap 
PPLH pembinaan dan/ 

atau penegakan 
hukum 

2 11 08 PROGRAM PEifINGKATAII Persentase 100% - - - - 100% 100% 100% 
PEl'fDIDIKAN, PELATIHAII peningkatan 
DAN PERYULUHAN pandidikan, 
LINGKUNGAN BIDUP pelatihan dan 
UNTUK MASYARAKAT penyuluhan LH 

untuk masyarakat 
2 11 08 2. Kegiatan Penyelenggaraan Jumlah kader 100% - - - - 7 lembaga/ 7 100% 

01 Pendidilran, Pelatihan clan lingkungan dan sekolah lembaga/ 
Penyuluhan Lingkungan sekolah Adiwiyata sekolah 
Bidup untuk Lembaga 
Kemaayarakatan Tingkat 
Daerah Kabupaten/ Kota 

2 11 08 2. 01 Sub Kegiatan Peningkatan Jumlah lembaga 100% - - - - 1 lembaga 1 lembaga 100% 
01 Kapasitas dan Kompetensi kemasyarakatan 

Sumber Daya Manusia yang dibina 
Bidang Lingkungan untuk 
Lembaga Kemasyarakatan 

2 11 08 2. 02 Sub Kegiatan Jumlah sekolah 100% - - . - 6 sekolah 6 sekolah 100% 
01 Pendampingan Gerakan yang dibina 

Peduli Lingkungan Hidup 
2 11 09 PROGRAM Persentase 100% - - . - 100% 100% 100% 

PEifGBARGAAII penambahan 
LINGKUNGAN BIDUP penghargaan 
UNTUK MASYARAKAT lingkungan hidup 

untuk masyarakat 
2 11 09 2. Kegiatan Pemberian Jumlah 100% - - - - 2 penghargaan 2 100% 

01 Penghargaan Lingkungan penghargaan pengharg 
Hidup Tingkat Daerah lingkungan yang aan 
Kabupaten/ Kota diterima 



2 11 09 2. 01 Sub Kegiatan Penilaian Jumlah kegiatan 100% - - - - 1 kegiatan l 100% 
01 Kinerja Masyarakat/ penilaian kinerja kegiatan 

Lembaga Masyarakat/ pengelolaan 
Dunia Usaha/ Dunia lingkungan 
Pendidikan/ Filantropi 
dalam Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan 
Hidup 

2 11 10 PROGRAM PENANG.ANAN Persentase 100% - - . - 100% 100% 100% 
PENGADUAN penanganan 
LINGKUNGAN HIDUP pengaduan 

lingkungan hidup 
2 11 10 2. Kegiatan Penyeleaaian Persentase kasus 100% - . - - 60% 60% 100% 

01 Pengaduan Maayarakat di pengaduan 
Bidang Perlindungan dan masyarakat yang 
Pengelolaan Llngkungan diselesaikan 
Hldup (PPLH) Kabupaten/ 
Kota 

2 11 10 2. 01 Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah kasus 100% - - . - 1 kasus 1 kasus 100% 
01 Pengaduan Masyarakat pengaduan 

terhadap PPLH Kabupaten/ masyarakat yang 
Kota diselesaikan 

2 11 10 2. 02 Sub Kegiatan Koordinasi Jumlah laporan 100% - - . - 5 laporan 5 laporan 100% 
01 dan Sinkronisasi Penerapan penanganan 

Sanksi Administrasi, pengaduan 
Penyelesaian Sengketa, masyarakat yang 
dan/ atau Penyidikan diselesaikan 
Lingkungan Hidup di Luar 
Pengadilan atau melalui 
Pengadilan 

2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAl'f Persentase kinerja 100% - - - - 100% 100% 100% 
PERBAMPAHAN pengelolaan 

persampahan 
2 11 11 2. Kegiatan Pengelolaan Jumlah sampah 100% - - . - 960m3 960m3 100% 

Ol Sampah yang terangkut ke 
TPA 



2 11 11 2. 02 Sub Kegiatan Jumlah sampah 100% - - - - 320 ton 320 ton 100% 
01 Pengurangan Sampah yang terkurangi 

dengan Melakukan 
Pembatasan, Pendauran 
Ulang dan Pemanfaatan 
Kembali 

2 11 11 2. 03 Sub Kegiatan Penanganan Jumlah sampah 100% - - - - 960 ton 960 ton 100% 
01 Sampah dengan yang tertangani 

Melakukan Pemilahan, 
Pengumpulan, 
Pengangkutan, 
Pengolahan dan 
Pemrosesan Akhir 
Sampah di TPA/ TPST / 
SPA Kabupaten/ Kota 

2 11 11 2. 04 Sub Kegiatan Peningkatan Jumlah bank 100% - - - - 275 lembaga 275 100% 
01 Peran Serta Masyarakat sampahyang lembaga 

dalam Pengelolaan terbentuk 
Persampahan 

2 11 11 2. 05 Sub Kegiatan Koordinasi Jumlah kegiatan 100% - - - - 24 kali 24 kali 100% 
01 dan Sinkronisasi koordinasi dan 

Penyediaan Sarana dan sinkronisasi 
Prasarana Pengelolaan penyediaan sarpras 
Persampahan 

2 11 11 2. 07 Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah sarpras di 100% - - - - 1 unit 1 unit 100% 
01 Sarana dan Prasarana TPA 

Pengelolaan Persampahan 
di TPA/ TPST / SPA 
Kabupaten/ Kota 



2 11 11 2. Kegiatan Penerbitan Persenta.se industri yang 100% - - - - 100% 100% 100% 
02 lzin Penclaurulangan terlayani pengelolaan 

Sampah/ Pengelolaan persampahan 
Sampah.Pengangkutan 
Sampah clan 
Pemrosesan Akhir 
Sampabyang 
Diaelenggarakan oleh 
Swasta 

2 11 11 2. 02 Sub Kegiatan Jumlah sampah yang 100% - - - - 3 ijin 3 ijin 100% 
02 Pengurangan Sampah terkurangi 

dengan Melakukan 
Pembatasan, Pendauran 
Ulang dan Pemanfaata.n 
Kembali 



Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan pencapaian Renstra 
sampai dengan tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Terdapat perbedaan nomenklatur program dan kegiatan yang 

dilaksanaan antara tahun 2019, 2020 dan 2021, hal ini dikarenakan 
adanya perubahan kebijakan terkait nomenklatur program dan kegiatan; 

2. Tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kah. Pasuruan menjalankan 12 
program, 50 kegiatan yang secara rata-rata capaian tingkat realisasinya 
terpenuhi adalah 100%; 

3. Tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup Kah. Pasuruan menjalankan 7 
program, 34 kegiatan yang secara rata-rata capaian tingkat realisasinya 
terpenuhi adalah 111,85%; 

4. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 90 tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam 
Negeri nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil Verifikasi Dan Validasi 
Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan Dan Keuangan Daerah merubah program dan kegiatan 
yang ada di Dinas Lingkungan Hidup yang dilaksanakan di tahun 2021, 
yaitu terdiri dari 10 program, 22 kegiatan dan 52 sub kegiatan. 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD 
Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup 

menyelenggarakan urusan wajib lingkungan hidup. Pada tahun 2020 
Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan program dan kegiatan, 
dengan beberapa capaian indikator kinerja utama sebagai berikut: 

1. Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pengendalian Kualitas Lingkungan 
Hidup 
Pencapaian sasaran ini diperoleh melalui indikator kinerja Indeks 

Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas 
Tutupan Lahan (IKTL). Masing-masing capaian kinerja indikator tersebut 
adalah: 

1 

2 

3 

Tabel 2.2. Capaian ldnerja indikator (Sasaran 1) 

Indeks Kualitas Air 
(IKA) 
Indeks Kualitas 
Udara (IKU) 
Indeks Kualitas 
Tutupan Lahan 
(IKTL) 

Poin 

Poin 

Poin 

58,67 

82,25 

43,64 

52,140 88,86% 

82,22 99,96% 

44,04 100,91% 

1'lr&et .. 
AJmk 
2021 

63,00 

83,25 

43,66 

Untuk nilai Indeks Kualitas Air (IKA) realisasinya belum sesuai dengan 
target yang telah ditetapkan karena dari 55 titik sampel yang diambil 
untuk perhitungan nilai IKA, hanya 28 sampel yang tervalidasi (memenuhi 
unsur/ parameter uji) oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, 
sedangkan 27 sampel lainnya tidak memenuhi unsur / parameter uji. 
Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target nilai 
IKA Kabupaten Pasuruan tahun 2020. 



Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2020 hampir memenuhi target 
yang ditetapkan yaitu 99,96% (82,22 dari target yaitu 82,25). Capaian ini 
belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 
beberapa hal yang menjadi penyebab tidak tercapainya target yaitu sebagai 
berikut: 

Tabel 2.3. Matriks Perbedaan Penyu.sunan IKU 2019 dengan IKU 2020 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan 
kuantitas pada jumlah uji sampel udara. Jumlah sampel mempengaruhi 
hasil dari perhitungan IKU Kabupaten. Pemantauan kualitas udara yang 
memenuhi kaidah teknis akan memberikan gambaran nilai yang 
merepresentasikan kondisi sesungguhnya. 

Kondisi diatas terjadi karena adanya wabah COVID-19 yang melanda 
Indonesia, yang mengakibatkan adanya prioritas kebijakan Pemerintah 
untuk penanggulangan penyebaran wabah, sehingga berdampak pada 
refocusing anggaran untuk dialokasikan pada penanggulangan wabah 
terse but. 

Capaian nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) tahun 2020 
melampaui target yang ditetapkan yaitu 101 % (44,04 dari target 43,64). 
Tercapainya indikator kinerja ini merupakan capaian kegiatan pengelolaan 
Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan rehabilitasi lahan kritis berupa kegiatan 
revegetasi, selain 2 kegiatan tersebut Dinas Lingkungan Hidup juga 
mendapatkan dukungan atau partisipasi dari Perusahaan di Wilayah 
Kabupaten Pasuruan yang memiliki kewajiban menanam pohon untuk 
mengembalikan cadangan air tanah yang diam.bi! sebagai bahan baku 
produksi. Kewajiban 1n1 tercantum didalam dokumen lingkungan 
perusahaan sebagai bentuk upaya pengelolaan dampak lingkungan yang 
diakibatkan dari kegiatan usaha dimaksud. 

2. Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah 
Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan sampah diperoleh 

melalui indikator kinerja antara lain sebagai berikut: 
Tabel 2.4. Capaian kinerja indikator (Sasaran 2) 

,- Tall,Qa(~- Tarpt --

Ko lndilmtor Kf.nerja satuan 
Target :aeallsasi Oapaian Aldair Kin···· 2021 . 

1 Nilai TPA {Program 
Poin 78 79 101,28% 79 

Adipura) 

Penilaian Adipura yang menjadi agenda rutin oleh Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tidak dapat 
dilaksanakan pada tahun 2020. Survey lokasi yang menjadi agenda 
penilaian untuk melihat kondisi objek secara langsung tidak bisa 
dilakukan karena adanya pandemi COVID-19. 

Penilaian terhadap kinerja pengelolaan sampah tingkat Kabupaten/ 
Kota yang sedianya dilakukan oleh Kementerian LHK, untuk tahun 2020 
penilaiannya dilaksanakan secara mandiri oleh Dinas Lingkungan Hidup 
dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis 
penilaian Adipura dari Kementerian LHK. 

------- -------~ 



Capaian kinerja pengelolaan berhasil melampaui target yang 
ditetapkan, selama periode tahun 2020 lokasi temtap-tempat umum, 
instansi serta komponen objek penilaian lainnya mampu mempertahankan 
pengelolaan lingkungannya. Keberhasilan capaian ini sebagai gambaran 
pengelolaan sampah yang semakin baik di Kabupaten Pasuruan. 

Analisis pencapaian kinerja pelayanan OPD dapat dilihat pada Tabel 
2.5 berikut ini. 

-- ----------- -----



No. Indlkator 

(1) (2) 
1 lndeks Kualitas Air (IKA) 

2 Indeks Kualitas Udara (IKU) 

3 lndeks Kualitas Tutupan Lahan 
(IKTL) 

4 Nilai TPA (Program Adipura) 

Tabel 2.5 
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Pasuruan 

SPM/Standar 
Target Renstra OPD (%) Realisasl Capalan 

IKK Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 
Provins! 

2020 2021 2022 2023 2020 2021 
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

53,95 - 54,92 58,67 63,00 67,33 71,67 52,140 
poin poin poin poin poin 

83,71 - 83,90 82,25 83,25 83,25 84,25 82,22 
poin poin poin poin poin 

63,61 - 63,64 43,64 43,66 43,68 43,7 44,04 
poin poin poin poin poin 

n/a 78 poin 79 poin 80 80 79 poin 
poin poin 

Proyeksl 
Catatan 

Tahun Tahun 
2022 2023 

Anallsls 

(11) (12) (13) 
67,33 71,67 
poin poin 

83,25 84,25 
poin poin 

43,68 43,7 
poin poin 

80 poin 80 poin 



Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwasanya : 
1. Indeks Kualitas Air (IKA) memiliki target yang nilainya diatas nilai target 

Provinsi Jawa Timur (selisih 3,75 poin lebih tinggi). Capaian tahun 2020 
lebih rendah dari target yang diajukan (88,87%), untuk target tahun 2021 -
2023 nilai capainnya cukup tinggi bila dibandingkan dengan capaian 2020, 
maka perlu dilakukan review terhadap nilai target 2021 - 2023. 

2. Indeks Kualitas Udara (IKU) memiliki target yang nilainya berada pada rata­
rata yang sama dengan nilai target Provinsi Jawa Timur. Capaian tahun 
2020 lebih rendah dari target yang diajukan (99,96%), untuk target tahun 
2021 - 2023 nilai capainnya masih bisa dicapai, sehingga untuk tahun 2021 
- 2023 akan dilakukan perbaikan dalam hal pencarian nilai IKU, yang 
meliputi metode, jumlah sampel uji, ketelitian titik pengambilan sampel, 
serta yang lebih penting adalah upaya pengendalian pencemaran udara 
untuk peningkatan IKU di Kabupaten Pasuruan. 

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) memiliki target yang nilainya 
dibawah nilai target Provinsi Jawa Timur (selisih 10 poin lebih rendah). 
Capaian tahun 2020 lebih tinggi dari target yang diajukan (100,92%), untuk 
target tahun 2021 - 2023 nilai capainnya masih bisa dicapai, sehingga 
untuk tahun 2021 - 2023 akan dilakukan perbaikan dalam hal identifikasi 
tutupan lahan secara spasial di wilayah Kab. Pasuruan, serta dengan terus 
menggiatkan upaya reklamasi tambang bagi pengusaha tambang di wilayah 
Kab.Pasuruan dan juga menginisiasi perusahaan pemakai air tanah untuk 
turut melakukan konservasi daerah tangkapan air dengan melakukan 
revegetasi yang berdampak pada peningkatan tutupan lahan. 

Metode perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 
2020- 2024 mengalami perubahan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 333/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang 
Indikator Kinerja Utama Kenterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-
2024 dan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 
S.318/PPKL/SET/REN0/12/2020 tentang Perhitungan IKLH 2020- 2024 berubah 
menjadi: 

/KLH Kab/Kota = (0,376 x /KA)+ {0,405 x /KU) + (0,219 X IKTL) 

Untuk indikator Nilai TPA (Program Adipura) pada Tahun 2022 akan 
direviu berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor SK. 333/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Indikator Kinerja 
Utama Kenterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020- 2024 yaitu 
menggunakan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS). Metode yang 
digunakan dalam pengukuran pencapaian target dari Indeks Kinerja 
Pengelolaan Sampah (IKPS) sebagai berikut: 
1. Komponen penilaian terdiri dari 2 yaitu: 

a. Indeks pengelolaan (governance); 
b. Indeks efektivitas dan efisiensi dengan parameter input, proses, output, 

outcome, dan dampak. 



tangkapan air serta banyaknya sumur pompa dan sumur artesis di sekitar 
kawasan berpengaruh terhadap meningkatnya resiko bencana kekeringan 
serta minimnya ketersediaan air bersih. 

3. Alih Fungsi Lahan yang berpotensi menimbulkan bencana alam dan 
penurunan ketahanan pangan; 
Pembukaan kawasan baru sebagai kawasan hunian dan kawasan 

untuk kegiatan industri serta kegiatan perekonomian telah mengakibatkan 
perubahan-perubahan fungsi lahan sebagaimana aslinya. Pembukaan 
lahan terutama pada daerah lereng dengan slope yang besar dapat 
mengakibatkan dampak antara lain erosi, hilangnya tanah pucuk, 
berkurangnya resapan ke dalam tanah serta meningkatnya sedimentasi 
yang menjadi ujung pangkal terjadinya bencana alam banjir dan tanah 
longsor. Seperti halnya permasalahan alih fungsi lahan pada kawasan 
hutan di wilayah hulu Kabupaten Pasuruan (Kawasan Rutan Lindung, 
Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Taman Hutan Raya) menjadi 
kawasan produktif. 

Pertambangan yang dilakukan pada kawasan resapan air serta tidak 
memperhatikan aspek konservasi lingkungan (sebagai contoh 
pertambangan pasir dan batu di kawasan sekitar Ranu Grati) menjadi 
salah satu penyebab bencana banjir dan longsor di Kabupaten Pasuruan. 

Selain itu, alih fungsi lahan juga terjadi pada kawasan pesisir. Pada 
Tahun 2008 teridentifikasi bahwa terjadi penurunan luas lahan mangrove 
sebesar 11 % selama kurun waktu 7 tahun akibat perubahan 
lahan(perkapalan dan perahu, dumping, pertambangan, budidaya laut dan 
perikanan dan tambak, konversi lahan Mangrove, dan reklamasi). 
Hilangnya greenbelt pada kawasan pantai akibat desakan kegiatan 
pemukiman di kawasan pesisir yang kemudian juga meningkatkan abrasi 
pantai di kawasan Pasuruan bagian timur (Kecamatan Lekok dan Nguling). 

Dari sisi pangan, alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Pasuruan 
juga masih terus terjadi. Penurunan luas lahan sawah irigasi teknis 
sebesar 7% selama kurun waktu 2 tahun dari Tahun 2013 akibat alih 
fungsi lahan menjadi lahan pembangunan di Kabupaten Pasuruan 
(permukiman, industri, dan perdagangan jasa). Di sisi lain jumlah 
penduduk Kabupaten Pasuruan meningkat 30%nya menjadi 2.190.304 
jiwa pada Tahun 2049, sehingga permintaan pangan yang semakin 
meningkat tidak dapat diimbangi oleh ketersediaan berasnya. 

4. Adanya Permasalahan Sampah yang belum sepenuhnya terselesaikan; 
Di Tahun 2018 sampah yang dihasilkan dari 24 kecamatan adalah 

sebesar 3.374.734 kg per hari atau setara dengan dengan 4.707 m3 /hari. 
Hingga saat ini hanya 10 Kecamatan yang dapat terlayani dan dikelola 
sampahnya. Sampah yang dikelola di Tempat Pengolahan Akhir (TPA) 
adalah sekitar 819 m3 /hari atau sekitar 17,4 %, yang dikelola oleh Tempat 
Pengolahan Sementara (TPS) 3R, bank sampah dan sektor informal lain 
adalah sekitar 178,9 m3 /hari atau sekitar 3,8%, dan sisanya sebesar 
78,8% atau 3709,1 m3 /hari tidak dikelola. 

Jumlah sampah di Kabupaten Pasuruan yang semakin meningkat 
tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kualitas pengelolaan yang 
efektif, baik di wilayah perkotaan maupun wilayah pesisir pantai. 



Masalah persampahan dapat menimbulkan permasalahan yang 
kompleks antara lain penurunan kesehatan masyarakat, penurunan 
kualitas udara dan bau serta penurunan kualitas tanah serta air tanah, 
sehingga perlu dilakukan pendekatan holistik dan upaya yang terintegrasi 
untuk menyelesaikan masalah persampahan. 

5. Ancaman Penurunan Kualitas Udara akibat perkembangan perkotaan 
dan industri 
Adanya ancaman penurunan kualitas udara/ menyumbang emisi gas 

rumah kaca akibat berkembangnya sektor industri, kegiatan perkotaan, 
sampah dengan metode open dumping, serta sektor transportasi. Terlebih 
lagi Kabupaten Pasuruan berada pada jalur strategis transportasi dan 
perdagangan Surabaya - Bali, sehingga berpotensi tumbuh kegiatan 
perekonomian cukup besar baik di bidang industri, perdagangan, maupun 
sektor transportasi. 

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan 

dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun yang memuat daftar 
program dan kegiatan seluruh OPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif 
yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan 
RPMD, yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Renja OPD serta 
menjadi acuan proses Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan 
dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut 
untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam 
rancangan RKPD. 

Perencanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup 
berdasarkan pada dokumen Rencana Strategis 2018- 2023 yang telah 
disusun, namun sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdapat 
perbedaan yang signifikan tentang nama program, kegiatan maupun sub 
kegiatan sehingga dalam proses transisi diperlukan adanya review atas 
pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di dalam Renstra 2018- 2023. 

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat 
dilihat pada Tabel 2.6. 



OPD: Dinas Lingkungan Hidup 

Tabel 2.6 
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 

Kabupaten Pasuruan 

Rancangan Awai RKPD Baall Anallala Kebutuhan 

!lo. Pap 
Program/Kegtatan Loki.al lndllrator Klnerja Target Indlb.tlf' (Rp. Prosram/Kegiatan Lokasl lndlb.tor Klnerja 

Capalan 
000) 

(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) 
A PROGRAM PEllt1NJAllG Penentase 100% 11.465.010,7 PROGRAM PElfUBJAXG Penentase 

URUSAll PEMERJNTABAB terpenuhlnya URUSAB terpenuhlnya 
DAERAB penu~an, urusan PEMERINTABAll pen~ urusan 
KABUPATD'/KOTA pemerlntahan DAERAR pemerlntahan 

KABUPATD'/KOTA 
I Perencanaan, DLH Penentase 100% 122.391 Perencanaan, DLH Penentase 

Penpnggaran,dan p•menuhan Penpnggaran, dan pemenuhan 
Evaluasl Klnerja Perangkat dokumen aaklp Evaluul Klnerja dokumen aaklp 
Daerah Peran,b.t Daerah 

1 Penyusunan Dokumen DLH Jumlah dokumen 3 dokumen 50.000 Penyusunan Dokumen DLH Jumlah dokumen 
Perencanaan Perangkat perencanaan Perencanaan Perangkat perencanaan 
Daerah perangkat daerah Daerah perangkat daerah 

2 Koordinasi dan Penyusunan DLH Jumlah dokumen 1 dokumen 10.000 Koordinasi dan DLH Jumlah dokumen 
Dokumen RKA-SKPD RKA yang sesuai Penyusunan Dokumen RKA yang sesuai 

dengan ketentuan RKA-SKPD dengan ketentuan 
3 Koordinasi dan Penyusunan DLH Jumlah dokumen 1 dokumen 10.000 Koordinasi dan DLH Jumlah dokumen 

Dokumen Perubahan RKA- perubahan RKA yang Penyusunan Dokumen perubahan RKA yang 
SKPD sesuai dengan Perubahan RKA-SKPD sesuai dengan 

ketentuan ketentuan 

Kebutuhan Catatan 
Target Dana (Rp. Pentlng 

Capalan 
000) 

(10) (11) (12) 
100"/4 10.141.264,8 

100"/o 9.294 

3 dokumen 4.221 

1 dokumen 844 

1 dokumen 844 



4 Koordinasi dan Penyusunan DLH Jumlah dokumen 1 dokumen 10.000 Koordinasi. dan DLH Jumlah dokumen 1 dokumen 844 
DPA-SKPD DPA yang sesuai Penyusunan DPA-SKPD DPA yang sesuai 

dengan ketentuan dengan ketentuan 
5 Koordinasi dan Penyusunan DLH Jumlah dokumen 1 dokumen 10.000 Koordinasi dan DLH Jumlah dokumen 1 dokumen 844 

Perubahan DPA-SKPD perubahan DPA yang Penyusunan Perubahan perubahan DPA yang 
sesuai dengan DPA-SKPD sesuai dengan 
ketentuan ketentuan 

6 Koordinasi dan Penyusunan DLH Jumlah laporan 1 dokumen 10.000 Koordinasi dan DLH Jumlah laporan 1 dokumen 844 
Laporan Capaian Kinerja capaian kinerja dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan 
dan Ikhtisar Realisasi ikhtisar realisasi Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi 
Kinerja SKPD kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja kinerja 

SKPD 
7 Evaluasi Kinerja Perangkat DLH Jumlah laporan 1 dokumen 22.391 Evaluasi Kinerja DLH Jumlah laporan 1 dokumen 853 

Daerah evaluasi perangkat Perangkat Daerah evaluasi perangkat 
daerah daerah 

n Adminiatra•l Keuangan DLH Peraentaae 100% 9.580.465 Admlniatra•l Keuangan DLH Peraentaae 1000/o 9.728.494,8 
Peranckat Daerah pemenuhan Peranckat Daerah pemenuhan 

admlniatraai admlniatraal 
keuangan keuangan 

8 Penyediaan Gaji dan DLH Jumlah pembayaran 92 org/ bln 8.088.675 Penyediaan Gaji dan DLH Jumlah pembayaran 92 org/ bln 8.387.181 
Tunjangan ASN gaji dan tunjangan Tunjangan ASN gaji dan tunjangan 

ASN ASN 
9 Penyediaan Administrasi DLH Jumlah pembayaran 51 org/ bln 1.478.900 Penyediaan Administrasi DLH Jumlah pembayaran 51 org/ bln 1.339.313,8 

Pelaksanaan Tugas ASN jasa petugas Pelaksanaan Tugas ASN jasa petugas 
penunjang kegiatan penunjang kegiatan 



10 Koordinasi dan Pelaksanaan DLH Jumlah laporan 1 dokumen 6.440 Koordinasi dan Pelaksanaan DLH Jumlah laporan 1 dokumen 1.000 
Akuntansi SKPD akuntansi SKPD Akuntansi SKPD akuntansi SKPD 

11 Koordinasi dan Penyusunan DLH Jumlah laporan 18 6.440 Koordinasi dan Penyusunan DLH Jumlah laporan 18dokumen 1.000 
Laporan Keuangan keuangan bulanan/ dokumen Laporan Keuangan keuangan bulanan/ 
Bulanan/Triwulanan/ triwulanan/ Bulanan/Triwulanan/Semesteran triwulanan/ 
Semesteran SKPD semesteran SKPD setnesteran 

m Admlniatraal Baraq Millk DLH Penentaae 100% 40.000 Adminiatraal Barang Millk DLH Peraentaae 100"/4 3.070 
Daerah pada PerllJllkat pemenuhan Daerah pacla Perangkat Daerah pelakaanaan 
Daerah admlniatra■i kegtatan 

aauraul peJak admlniatra■i pada 
baraq mi1lk daerah baranc milik 

daerah pada 
peraqkat daerah 

12 Pengamanan Barang Milik DLH Jumlah barang milik 6 unit 40.000 Pengamanan Barang Milik DLH Jumlah barang 6unit 3.070 
Daerah SKPD daerah SKPD yang Daerah SKPD milik daerah SKPD 

diasuransikan yang diasuransikan 

1V Admlniatraal Kepegawalan DLH Jumlah admlniatra■i 100% 150.000 Adminiatra■l KepepwalaD DLH Peraentaae 100% 3.838 
Perangkat Daerah kepegawalan yang PerllJllkat Daerah pelakaanaan 

dllakaanakan kegtatan 
admlniatra■l 

kepegawalan yang 
dllakaanakan 

13 Pendidikan dan Pelatihan DLH Jumlah aparatur 5 orang 150.000 Pendidikan dan Pelatihan DLH Jumlah aparatur 5 orang 3.838 
Pegawai Berdasarkan Tugas yang mengikuti Pegawai Berdasarkan Togas dan yang mengikuti 
dan Fungsi pendidikan & Fungsi pendidikan & 

pelatihan pelatihan 

V Admlniatraai Umum DLH Penenta■e 100% 451.544,7 Admlniatra■i Umum Peraqkat DLH Peraenta■e 100% 51.314 
Perangkat Daerah pemenuhan Daerah pemenuhan 

admlnlatraai umum admlniatra■l 

umum 



14 Penyediaan Peralatan dan DLH Jenis peralatan dan 9 jenis 68.670 Penyediaan Peralatan dan DLH Jenis peralatan dan 9 jenis 8.000 
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor Perlengkapan Kantor perlengkapan 

kantor 

15 Penyediaan Bahan Logistik DLH Jenis penyediaan 26jenis 45.495 Penyediaan Bahan Logistik DLH Jenis penyediaan 26jenis 6.280 
Kantor bahan logistik kantor Kantor bahan logisti.k 

kantor 
16 Penyediaan Barang Cetakan DLH Jenis pembelian 10 jenis 47.228 Penyediaan Barang Cetakan DLH Jenis pembelian l0jenis 3.695 

dan Penggandaan barang cetak dan dan Penggandaan barang cetak dan 
penggandaan penggandaan 

17 Fasilitasi Kunjungan Tamu DLH Jumlah tamu yg 266 orang 30.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu DLH Jumlah tamu yg 266 orang 1.000 
difasilitasi difasilitasi 

18 Penyelenggaraan Rapat DLH Jumlah laporan rapat 20 laporan 260.151,7 Penyelenggaraan Rapat DLH Jumlah laporan 20 laporan 32.339 
Koordinasi dan Konsultasi koordinasi dan Koordinasi dan Konsultasi rapat koordinasi 
SKPD konsultasi yg SKPD dan konsultasi yg 

dilakukan SKPD dilakukan SKPD 

VI Pengadaan Baraq Millk DLH JIUlllab pengadaan 100% 50.000 Penpdaan Barang MfJJk DLH Penentaae 100°/4 838 
Daerah Penw,Jaq Ul'U8&n be.rang millk daerab Daerab Penunjaq Uruaan pelabanaan 
Pemerintab Daerah Pemerintab Daerab penaadaan barang 

millk daerah 
Penua,jang Urusan 
Pemerintab 
Daerah 

19 Pengadaan Mebel DLH Jumlah pengadaan 1 unit 50.000 Pengadaan Mebel DLH Jumlah pengadaan 1 unit 838 
mebel sesuai mebel sesuai 
spesifikasi spesifikasi 



VII Penyediaan Jua DLH Penentaee 100% 490.620 Penyedlaan Jan Penuajang DLH Penentaee 100"/4 285.275 
Penuajang Uruan penyedlaan jasa Uruaan Pemerlntahan penyedlaan jasa 
Pemerlntahan Daerah penultjang unman Daerah pen~ang Ul'UAD 

pemerlntahan pemerlntahan 
daenh daerah 

20 Penyediaan Jasa DLH Jumlah pembayaran 40 rekening 276.600 Penyediaan Jasa DLH Jumlah 40 rekening 270.000 
Komunilcasi, Sumber Daya telepon, air dan Komunilcasi, Sumber Daya pembayaran 
Air dan Listrik internet selama 12 Air dan Listrik telepon, air dan 

bulan internet selama 12 
bulan 

21 Penyediaan Jasa Pelayanan DLH Jumlah penyediaan 25 org/ 214.020 Penyediaan Jasa Pelayanan DLH Jumlah penyediaan 25 org/ 15.275 
UmumKantor jasa pelayanan bulan UmumKantor jasa pelayanan bulan 

umumkantor umumkantor 

VIII Pemelfharaan Barang Millk DLH Penentaee banng 100% 580.000 Pemellharaan Barang Mlllk DLH Penentaae 100% 159.141 
Daerah Penuajanc Urusan millk daerah yang Daenh Pen~ang Urusan pelabanaan 
Pemerlntahan Daerah dipelfhara Pemerlntahan Daerah pemelfharaan 

barangmlllk 
daerah 

22 Penyediaan Jasa DLH Jumlah penyediaan 6unit 400.000 Penyediaan Jasa DLH Jumlah penyediaan 6 unit 43.025 
Pemeliharaan, Biaya jasa pemeliharaan, Pemeliharaan, Biaya jasa pemeliharaan, 
Pemeliharaan, Pajak, dan biaya pemeliharaan, Pemeliharaan, Pajak, dan biaya pemeliharaan, 
Perizinan Kendaraan Dinas pajak dan perizinan Perizinan Kendaraan Dinas pajak dan perizinan 
Operasional atau Lapangan kendaraan dinas/ Operasional atau Lapangan kendaraan dinas/ 

operasional operasional 



23 Pemeliharaan Mebel DLH Jumlah mebel yang 37 unit 15.000 Pemeliharaan Mebel DLH Jumlah mebel yang 37 unit 918 
dipelihara dipelihara 

24 Pemeliharaan Peralatan DLH Jumlah pemeliharaan 5unit 15.000 Pemeliharaan Peralatan DLH Jumlah pemeliharaan 5 unit 3.686 
dan Mesin Lainnya peralatan dan mesin dan Mesin Lainnya peralatan dan mesin 

lainnya lainnya 

25 Pemeliharaan/ Rehabilitasi DLH Jumlah pemeliharaan 1 unit 100.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi DLH Jumlah pemeliharaan 1 unit 4.675 
Gedung Kantor dan gedung kantor dan Gedung Kantor dan gedung kantor dan 
Bangunan Lainnya bangunan lainnya Bangunan Lainnya bangunan lainnya 

26 Pemeliharaan/ Rehabilitasi DLH Jumlah pemeliharaan 1 unit 50.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi DLH Jumlah pemeliharaan 1 unit 6.837 
Sarana dan Prasarana sarpras gedung Sarana dan Prasarana sarpras gedung kantor 
Gedung Kantor atau kantor dan bangunan Gedung Kantor atau dan bangunan lainnya 
Bangunan Lainnya lainnya Bangunan Lainnya 

B PROGRAM Kab. Penentue 100% 708.850 PROGRAM Kab. Penentaae Dokumen 100% 77.480 
PEREBCAl'fAAB Pasuruan rekomendaai PEREl'fCAifAAB Pasuruan Perencanaan 
LllfOKOBGAl'f HIDUP perencanaan LIBGKUBGAl'f HIDUP Llnglmnpn Hldup yang 

lingkunpn hldup Dlimplementuikan 
yang 
dilmplementuikan 

IX Rencana Perlindungan Kab. Jumlah Dokumen :3 dokumen :358.850 Rencana Perlindungan Kab. Penentaae ukuran- 100% 69.809 
dan Pengelolaan Pasuruan terkalt RPPLH dan Peqelolaan Pasuruan ukuran tujuan, aasaran, 
Llngkungan Hldup Llnpunpn Hldup dan dampak yang 
(RPPLH) (RPPLH) menJadi daaar 
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota pemantauan dan 

evaluaal pelaksanaan 
RPPLH. 

27 Penyusunan dan Kab. Jumlah dokumen 2dokumen 203.850 Penyusunan dan Kab. Persentase penyusunan 1000/o 57.535 
Penetapan RPPLH Pasuruan RPPI,H Kabupaten/ Penetapan RPPLH Pasuruan dokumen/instrumen 
Kabupaten/Kota Kota Kabupaten/Kota tolok ukur perlindungan 

dan pengelolaan 
lingkungan hidup terkait 
dengan Rencana 
Pembangunan 



28 Pengendalian Kab. Jumlah laporan 1 laporan 55.000 Pengendalian Kab. Persentase penyusunan 100% 12.274 
Pelaksanaan RPPLH Pasuruan pengendalian Pelaksanaan RPPLH Pasuruan dokumen/instrumen 
Kabupaten/ Kota pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota pencegahan pencemaran 

dan/kerusakan 
lingkungan hidup dalam 
rangka RPPLH Kabupaten 
yang tersusun sesuai 
dengan kaidah teknis dan 
ketentuan peraturan 
yang berlaku 

X Penyelengaraan Kab. Jumlah dokumen 4dokumen 450,000 PenyeleJlllaraan Kab. Peraentaae dokwnen 100% 7.671 
Kajlan Liqkungan Pasuruan terkait KLHS Kajlan Llngkunpn Pasuruan rencana program 
Hidup Stratep Hidup Stratep kebijakan atrate,- yanc 
(KLHS) (KLHS) dianaH.aa dampak dan 
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota resikonya melalui 

Kajtan Llngkuncan 
Hidup Stratep 

29 Pembuatan dan Kab. Jumlah dokumen 4dokumen 450.000 Pembuatan dan Kab. Jumlah dokumen validasi 1 dokumen 7.671 
Pelaksanaan KLHS Pasuruan KLHS Rencana Tata Pelaksanaan KLHS Pasuruan KLHS Rencana Tata 
Rencana Tata Ruang Ruang Rencana Tata Ruang Ruang 

C PROGRAM Kab. Penentase 100% 3.06:2,976,4 PROGRAM Kab. Persentaee pelak.aanaan 100% 404.841 
PENGENDALIAB Pasuruan penurunan PERGENDALIAB Pasuruan pengendallan 
PERCEMARAR pencemaran dan PERCEMARAif pencemaran dan/ atau 
DAif/ATAU kerusakan DAR/ATAU kerusakan LH dalam 
KERUSAKAR llngkuqan hidup KERUSAKAif rangka penurunan 
LIRGKURGAR HIDUP LIRGKUNOAR HIDUP beban pencemaran 

dan/atau keruaakan 
lingkungan hidup di 
wilayah Kabupaten 
Paauruan 



XI Pencegahan Kab. Terjaganya kualitaa 7,43% 2.063,807 ,4 Pencegahan Kab. Peraentaae 100% 321.466 
Pencemaran dan/atau Pasuruan llngkungan hidup Pencemaran dan/atau Pasuruan pelabanaan 
Keruaakan Keruaakan pencephan 
Lingkungan Hlclup Llngkungan Hldup pencemaran dan/ 
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota atau keruaakan LR 

dalamraqka 
pencendallan 
pencemaran 
dan/atau keruaakan 
yang LR yaq terjadi 
di wllayah Kab. 
Paauruan. 

30 Koordinasi, Kab. Jumlah laporan 108 dan 40 200.000 Koordinasi, Kab. Persentase 100% 96.757 
Sinkronisasi, dan Pasuruan pengujian kualitas air laporan Sinkronisasi, dan Pasuruan pelaksanaan 
Pelaksanaan dan udara Pelaksanaan Koordinasi, 
Pencegahan Pencegahan Sinkronisasi dalam 
Pencemaran Pencemaran rangka Pencegahan 
I.ingkungan Hidup Lingkungan Hidup Pencemaran 
Dilaksanakan terhadap Dilaksanakan terhadap Lingkungan Hidup 
Media Tanah, Air, Media Tanah, Air, yang dilaksanakan 
Udara, dan Laut Udara, dan Laut Terhadap Media tanah, 

Air, Udara dan Laut 

31 Koordinasi, Kab. Jumlah dokumen 2dokumen 137.901 Koordinasi, Kah. Perse11tase 1000/o 0 
Sinkronisasi dan Pasuruan desa proklim dalam Sinkronisasi dan Pasuruan pelaksanaan 
Pelaksanaan rangka upaya Pelaksanaan Koordinasi, 
Pengendalian Emisi mitigasi dan adaptasi Pengendalian Emisi Sinkronisasi dalam 
Gas Rumah Kaea, peruhahan iklim Gas Rumah Kaea, rangka Pengendalian 
Mitigasi dan Adaptasi Mitigasi dan Adaptasi Emisi Gas Rumah 
Perubahan Iklim Peruhahan Iklim Kaea, Mitigasi dan 

Adaptasi Peruhahan 
Iklim 

32 Pengelolaan Kab. Jumlah pengujian 1920 1.725.906,4 Pengelolaan Kah. Persentase 100% 224.699 
Lahoratorium Pasuruan kualitas air sampel Laboratorium Pasuruan pelaksanaan uji 
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup sampel kualitas 
Kahupaten/Kota Kahupaten/Kota lingkungan yang 

berkualitas dan 
terjamin mutunya 



XII Penangulanpn Kab. Jumlah lolraal 91 lokaal 405.920,6 Penanuulanpn Kab. Perae:ntaae 100% 38.075 
Pencemaran dan/atau Pasuruan pencemaran Pencemaran dan/atau Pasuruan pelakaanaan 
Keruaakan dan/atau keruaakan Keruaakan penangulaqan 
Linglmngan Hldup llngkunpn hldup Llngkungan Hldup pencemaran dan/ 
Kabupaten/Kota yang tertanggulaqi Kabupaten/Kota atau keruaakan LR 

dalaDl raqka 
pengendallan 
pencemaran 
dan/atau 
keruaakan yang LR 
yang terjadl di 
wllayah Kab. 
Paauruan. 

33 Pemberian Informasi Kab. Jumlah informasi 1 lokasi 300.000 Pemberian Informasi Kab. Persentase lOOo/o 38.075 
Peringatan Pencemaran Pasuruan peringatan Peringatan Pencemaran Pasuruan Pemberian 
dan/atau Kerusakan pencemaran dan/ dan/atau Kerusakan informasi kejadian 
Lingkungan Hidup atau kerusakan LH Lingkungan Hidup pencemaran 
pada Masyarakat pada masyarakat pada Masyarakat dan/atau 

kerusakan 
lingkungan yang 
diberikan kepada 
pelaku pencemar 
dan/atau 
masyarakat 
terdampak 

34 Pengisolasian Kab. Jumlah pengisolasian 80 lokasi 60.000 Pengisolasian Kab. Persentase 100% 0 
Pencemaran dan/ a.tau Pasuruan pencemaran dan/ Pencemaran dan/atau Pasuruan Pengisolasian 
Kerusakan Lingkungan atau kerusakan LH Kerusakan Lingku11gan terhadap area 
Hidup pada masyarakat Hidup tercero.ar / dan atau 

kerusakan 
lingkungan yang 
dilakukan dengan 
kaidah teknis dan 
peraturan yang 
berlaku 



35 Penghentian Kab. Jumlah penghentian 10 lokasi 45.920,6 Penghentian Kab. Persentase 100% 0 
Pencemaran dan/ atau Pasuruan pencemaran dan/ Pencemaran dan/ atau Pasuruan Penghentian 
Kerusakan Lingkungan atau kerusakan LH Kerusakan Lingkungan terhadap 
Hidup pada masyarakat Hidup aktifitas/kegi.atan 

yang menimbulkan 
dampak 
pencemaran 
dan/atau 
kerusakan 
lingkungan yang 
dilakukan dengan 
kaidah teknis dan 
peraturan yang 
berlaku. 

XIII Pemulihan Kab. Jumlah lolraat 55 lokaai 593.248,4 Pemulihan Kab. Peraentaae 100"/o 46.310 
Pencemaran dan/atau Pasuruan Pencemaran Pencemaran dan/atau Pasuruan pelakaanaan 
Kerusakan dan/atau keruaakan Kerusakan pemullhan 
Lingkungan Bidup Ungkun1an hldup Lingkungan Hidup pencemaran dan/ 
Kabupaten/Kota yang terpullhkan Kabupaten/Kota atau keruaakan LB 

dalaDl ran1ka 
pengendaltan 
pencemaran dan/ 
atau keruaakan LB 
yang terjadi di 
wilayah Kab. 
Paauruan 

36 Koordinasi dan Kab. Jumlah lokasi - - Koordinasi dan Persentase 100% () 

Sinkronisasi Pasuruan tercemar yang telah Sinkronisasi pelaksanaan 
Penghentian Sumber dilakukan kegiatan Penghentian Unsur koordinasi dan 
Pencemar koordinasi dan Pencemar sinkronisasi dalmn 

sinkronisasi rangkapenghentian 
penghentian sumber sumber pencemar 
pencemar 



37 Koordinasi dan Kab. Jumlah lokasi 25 lokasi 100.000 Koordinasi dan Kab. Persentase 100% 0 
Sinkronisasi Pasuruan tercemar yang telah Sinkronisasi Pasuruan pelaksanaan 
Pembersihan Unsur dilakukan kegiatan Pembersihan Unsur koordinasi dan 
Pencemar koordinasi dan Pencemar sinkronisasi dalam 

sinkronisasi rangka 
pembersihan unsur pembersihan unsur 
pencemar pencemar 

38 Koordinasi, Kab. Jumlah lokasi 25 lokasi 100.000 Koordinasi, Kab. Persentase 100% 0 
Sinkronisasi dan Pasuruan tercemar dan/atau Sinkronisa.si dan Pasuruan pelaksanaan 
Pelaksanaan Remediasi rusak yang telah Pelaksanaan Remediasi koordinasi, 

dilakukan kegiatan sinkronisasi dan 
koordinasi, pelaksanaan 
sinkronisasi dan remediasi 
pelaksanaan 
remediasi 

39 Koordinasi, Kab. Jumlah lokasi 5 lokasi 393.248,4 Koordinasi, Kab. Jumlah lokasi 100% 45.310 
Sinkronisasi dan Pasuruan tercemar dan/atau Sinkronisasi dan Pasuruan tercemar dan/atau 
Pelaksanaan rusak yang telah Pelaksanaan rusak yang telah 
Rehabilitasi dilakukan kegiatan Rehabilitasi dilakukan kegiatan 

koordinasi, koordinasi, 
sinkronisasi dan sinkronisasi dan 
pelaksanaan pelaksanaan 
rehabilitasi rehabilitasi 

40 Koordinasi, Kab. Jumlah lokasi - - Koordinasi, Kab. Persentase 100% 0 
Sinkronisasi dan Pasuruan tercemar dan/atau Sinkronisasi dan Pasuruan pelaksanaan 
Pelaksanaan Restorasi rusak yang telah Pelaksanaan Restorasi koordinasi, 

dilakukan kegiatan sinkronisasi dan 
koordinasi, pelaksanaan 
sinkronisasi dan restorasi 
pelaksanaan restorasi 



D PROGRAM Kab. Persentaae 100% 4. 719.300,6 PROGRAM Kab. Persentaae 100% 641.018 
PEMGELOLAAN Pasuruan pengelolaan PENGELOLAAN Pasuruan Pengelolaan 
KEANEKARAOAMAN keanekaragaman KEANEKARAGAMAB Keanekaragaman 
HAYATI (KEHATI, hayati HAYATI (KEJIATI, Hayati dalam 

rangka menjamin 
keleatarlan 
kekayaan 
keanekarapman 
Jenhl makhluk 
hldup di 
Kabupaten 
Paauruan 

XIV Pengelolaan Kab. Persentaae 100% 4.719.300,5 Pengelolaan Kab. Peraentue 100% 641.018 
Keanekaragaman Pasuruan pemanlaatan Keanekaragaman Pasuruan pelabanaan 
Hayati keanekaragam Hayati Pengelolaan 
Kabupaten/Kota hayati Kabupaten/Kota Keanekaragaman 

Hayatldalam 
rangka 
Peningkatan 
Kepeclullan Upaya 
Peleatarlan 
Keanekaragaman 
Hayatl di wilayah 
Kab. Puuruan. 

41 Penyusunan dan Kab. Jumlah dokumen - - Penyusunan dan Kab. Persentase 100% 0 
Penetapan Rencana Pasuruan Rencana Induk Penetapan Rencana Pasuruan penyusunan 
Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan dokumen profil 
Keanekaragaman Keanekaragaman Keanekaragaman keanekaragaman 
Hayati Hayati Kabupaten Hayati hayati Kabupeten 

Pasuruan Pasuruan 

42 Pengelolaan Ruang Kab. Luas RTH yang 6Ha 4.719.300,5 Pengelolaan Ruang Kab. Persentase 100% 541.018 
Terbuka Hijau (RTH) Pasuruan dikelola Terbuka Hijau (RTH) Pasuruan pelaksanaan 

pengelolaan Ruang 
Terbuka Hijau 
(RTH) di wilayah 
Kabupaten 
Pasuruan 



E PROGRAM Kab. Peraentau 100% 90.000 PROGRAM Kab. Peraentau 100°/4 6.680 
PEBGENDALIAN Pasuruan pengendallan B3 dan PENGENDALIAN Pasuruan pelakMnaan 
BAHAB BBRBAHAYA Limbah B3 BAHAB BERBAHAYA pengendallan B3 
DAN BERACUN (83) DAN BERACUN (B3) dan Llmbah B3 
DAN LIMB.AH SABAN DAN LIMBAB BARAN dalamraqka 
BERBAHAYA DAN BERBABAYA DAN penurunan beban 
BERACUN(LIMBAH BERACUif (LIMBAB pencemaran LH 
B3) B3) 

xv Penylmpanan Kab. Persentaae 100% 90.000 Penylmpanan Kab. Persentaae 100% 6.680 
Sementara Limbah B3 Pasuruan Penyimpanan Sementara Llmbah B3 Pasuruan pembinaan dan 

LlmbahB3 fa•llitaai kebijakan 
sementara yaq pemerintah dalam 
memenuhi hal penylmpanan 

limbah B3 dalam 
rangka 
peqendallan B3 
danlimbahB3 

43 Fasilitasi Pemenuhan Kab. Jumlah rekomtek 30 ijin 50.000 Fasilitasi Pemenuhan Kab. Persentase 100% 1.840 
Komitmen Izin Pasuruan penyimpanan limbah Komitmen Izin Pasuruan pelaksanaan 
Penyimpanan B3 Penyimpanan Sementara fasilitasi 
Sementara Llmbah B3 Limbah B3 Dilaksanakan pemenuhan 
Dilaksanakan melalui melalui Sistem komitmen izin 
Sistem Pelayanan Pelayanan Perizinan penyimpanan 
Perizinan Berusaha Berusaha Terintegrasi sementara Limbah 
Terintegrasi secara secara Elektronik B3 melalui Sistem 
Elektronik Pelayanan Perizinan 

Berusaha 
Terintegrasi secara 
Elektronik 



44 Verifikasi Lapangan untuk Kab. Jumlah pennohonan 30 ijin 40.000 Verifikasi Lapangan untuk Kab. Persentase 100% 4.840 
Memastikan Pemenuhan Pasuruan yang terverifikasi Memastikan Pemenuhan Pasuruan pelaksanaan 
Persyaratan Administrasi Persyaratan Administrasi verifikasi lapangan 
dan Teknis Penyimpanan dan Teknis Penyimpanan untuk memastikan 
Sementara Limbah B3 Sementara Llmbah B3 pemenuhan 

persayaratan 
administrasi dan 
teknis penyimpanan 
sementara limbah 
83 

F PROGRAM PEMBDAAN Kab. Penentaae 100% 348.860 PROGRAM PEMBINAAN Kab. Penentaae 100% 19.280 
DAN PENGAWASA!f Pasuruan pemblnaan dan DAN PENGAWASAN Pasuruan pemblnaan dan/ 
TERHADAP IZIN penpwaaan terkait TERHADAP IZIN atau pengawasan 
LINGKUNGAN DAN IZIN ketaatan LINGKUl'fGAN DAN IZIN pada 
PERLINDUNGAN DAN penanaun1Jawab PERLINDUl'fGAN DAN penangungjawab 
PENGELOLAAN uaaha dan/atau PENGELOLAAN uaaha dan/ atau 
LINGKUNOAN HIDUP keglatan yang LINGKUNGAN HIDUP kegiatan terkalt 
(PPLHI dlawaal ketaatannya (PPLH) ketaatannya dalam 

terhadap lzin pengelolaan 
llngkunpn,lzln lingkunpn dalam 
PPLH dan PUU LH rangka 
yang dlterbltkan menlngkatkan 

kualltaa LH 

XVI Pemblnaan dan Kab. Penentaae uaaha 1000/4 348.860 Pemblnaan dan Kab. Peraenta■e 100% 19.280 
Penpwaaan Terhadap Pasuruan dan/atau keglatan Penpwa■an Terhadap Pasuruan pembinaan dan/ 
Uaaha dan/atau Keglatan yang memlllki lzin Uaaha dan/atau Keglatan atau pengawaaan 
yang Izin Lingkunran dan llngkungan dan lzln yang Izln Ltngkungan dan pada uaaha dan/ 
lzln PPLH dlterbltkan oleh PPLH dlterbltkan lzln PPLH diterbitkan oleh atau keglatan yang 
Pemerintah Daerah oleb pemerlntah Pemerlntab Daerab memillki lzin 
Kabupaten/Kota Kabupaten yang Kabupaten/Kota lingkungan clan 

dlawaal dan/ atau lzln PPLH yang 
dlblna diterbitkan oleh 

Pemkab Paauruan 
clalam rangka 
menlngkatkan 
ketaatan dalam 
pengelolaan 
lingkungan 



45 Fasilitasi Pemenuhan Kab. Jumlah usaha dan/ 20 147.545 Fasilitasi Pemenuhan Kab. Jumlah usaha dan/ 20 keglatan/ 0 
Ketentuan dan Kewajiban Pasuruan atau kegiatan yang kegiatan/ Ketentuan dan Kewajiban Pasuruan atau kegiatan yang usaha 
lzin Lingkungan dan/atau memiliki izin usaha Izin Lingkungan dan/atau memiliki izin 
lzin PPLH lingkungan & izin Izin PPLH lingkungan & izin 

PPLHyang PPLHyang 
diterbitkan oleh diterbitkan oleh 
Pemerintah Pemerintah 
Kabupaten yang Kabupaten yang 
diawasi dan / atau diawasi dan/ atau 
dibina dibina 

46 Pengembangan Kapasitas Kab. Meningkatnya 2 orang 60.000 Pengembangan Kapasitas Kab. Persentase 100% 4.603 
Pejabat Pengawas Pasuruan Kapasitas Pejabat Pejabat Pengawas Pasuruan pelaksanaan 
Lingkungan Hidup Pengelola Lingkungan Lingkungan Hidup peningkatan 

Hidup kapasitas Pejabat 
Pengawas 
Lingkungan Hidup 

47 Pengawasan Usaha Kab. Jumlah perusahaan 50 80.000 Pengawasan Usaha dan/atau Kab. Jumlah perusahaan 8 9.973 
dan/atau Kegiatan yang Izin Pasuruan yang telah dilakukan perusahaan Kegiatan yang Izin Pasuruan yang telah perusahaan 
Lingkungan Hidup, Izin pengawasan Lingkungan Hidup, Izin dilakukan tindak 
PPLH yang Diterbitkan oleh PPLH yang Diterbitkan oleh lanjut berupa 
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah pembinaan dan/ 
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota atau penegakan 

hukum 
berdasarkan hasil 
pengawasan 

48 Koordinasi dan Sinkronisasi Kab. Jumlah tindak lanjut 50 laporan 61.315 Koordinasi dan Sinkronisasi Kab. Jumlah laporan 8 laporan 4.704 
Pengawasan dan Penerapan Pasuruan pengawasan berupa Pengawasan dan Penerapan Pasuruan tindak lanjut 
Sanksi Upaya dan Rencana pembinaan dan/ atau Sanksi Upaya dan Rencana pengawasan 
PPLH penegakan hukum PPLH terhadap 

pembinaan dan/ 
atau penegakan 
hukum 



G PROGRAM PEN'GAKUAN Kab. - - - PROGRAM PEN'GAKUAN Kab. Penentase 100% 0 
KEBERADAAII Pasuruan KEBERADAAII Paauruan pelabanaan 
MASYARAKAT HUkUM MASYARAKAT HUKUM penplma11 
ADAT (MHA}, KEARJFAN ADAT (MBA), KEARIFAN keberadaa11 MBA, 
LOKAL DAN BAK lllHA LOKAL DAN BAK MBA kearlfan lokal, 
YANG TERKAIT DENGAN YANG TERKAIT DUGAN peqetahuan 
PPLH PPLH tradlalonaJ. dan 

hak IIHA yang 
terkalt denpn 
PPLHdalam 
rancka 
menlnckatkan 
kualltaa 
llnckunpn hldup 
d.l Kab. Paauruan 

XVII Pengakuan MHA, Kearlfan Kab. - - - Pengakuan lfHA, Kearlfan Kab. Peraentase 100% 0 
Lokal, Pengetahuan Pasuruan Lokal, Pengetahuan Paauruan pelakaanaan 
Tradlalonal, dan Hak MBA Tradlalonal, dan Hak MHA keglatan 
yaq terkalt den1an PPLH yan1 terkait denpn PPLH pengakuan MHA, 

kearifan lokal, 
pengetahuan . 
tradlatonaJ. dan 
hakllHAyang 
terkalt dengan 
PPLH 

49 Koordinasi, Sinkronisasi, Kab. - - - Koordinasi, Sinkronisasi, Kab. Persentase 100% 0 
Penyediaan Data den Pasuruan Penyediaan Data dan Pasuruan pelaksanaan 
lnformasi Pengakuan Informasi Pengakuan kegiatan koordinasi, 
Keberadaan MHA, Kearifan Keberadaan MHA, Kearifan sinkronisasi, 
Lokal atau Pengetahuan Lokal atau Pengetahuan penyediaan data 
Tradisional dan Hak MHA Tradisional dan Hak MHA dan infonnasi 
yang terkait dengan PPLH yang terkait dengan PPLH pengakuan 

keberadaan MHA, 
kearifan lokal atau 
pengetahuan 
tradisional dan hak 
MHA yang terkait 
dengan PPLH 



H PROGRAM PENINGKATAB Kab. Penentaee 100% 422.240,1 PROGRAM PEl'fINGKATAB Kab. Penentue 100% 26.169 
PENDIDIKAN, PELATIHAB Pasuruan peniqkatan PENDIDIKAll', PELATIHAK Pasuruan penln1katan 
DAN PENYULUHAl'f pendtdlkan, DAN PENYOLUBAif pendidlkan, 
Lll'fGKUNGAl'f HIDUP pelatlhan clan Lll'fGKUBGAB HIDUP pelatlhan dan 
UBTUK MASYARAKAT penyuluhan LH U1'TUK IIASYARAKAT penyuluhan LH 

unt1lk muyarakat untuk maayarakat 

xvm Penyetenuaraan Kab. Tenele111Pranya 100% 422.240,1 Penyele1111araan Kab. Penentue 100% 26.169 
Pendidtkan, Pelatlhan, dan Pasuruan Ke1latan Pendidlkan, Pelatlhan, dan Pasuruan penyelengaraan 
Penyuluhan Linlk11.111an Penlntkatan Penyuluhan Lingkungan pendldlkan, 
Hldup untuk Lembap Kapaattaa Htdup untuk Lembap pelatlhan dan 
Kemaayarakatan Tlngkat llngkunpn Hidup Kemaayarakatan Tlnckat penyuluhan LB 
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota untuk maayarakat 

50 Peningkatan Kapasitas dan Kab. Jumlah lembaga 3lembaga 272.240,1 Peningkatan Kapasitas dan Kab. Jumlah lembaga l lembaga 0 
Kompetensi Sumber Daya Pasuruan kemasyarakan yang Kompetensi Sumber Daya Pasuruan kemasyarakatan 
Manusia Bidang di tingkatkan Manusia Bidang Llngkungan yangdibina 
Llngkungan Hidup untuk kapasitas dan SDM Hidup untuk Lembaga 
Lembaga Kemasyarakatan bidangLH Kemasyarakatan 

51 Pendampingan Gerakan Kab. Pendampingan 1 paket 150.000 Pendampingan Gerakan Kab. Jumlah sekolah 16 sekolah 26.169 
Peduli Llngkungan Hidup Pasuruan Kegiatan Gerakan Peduli Llngkungan Hidup Pasuruan yang dibina 

Peduli LH 

52 Penyelenggaraan Kab. Jumlah Acara / event - - Penyelenggaraan Kab. Persentase 100% 0 
Penyuluhan dan Kampanye Pasuruan / kegiatan LH Penyuluhan dan Kampanye Pasuruan penyelenggaraan 
Lingkungan Hidup Llngkungan Hidup penyuluhan dan 

kampanye 
lingkungan hidup 



I PROGRAM Kab. PerHntaae 100% 270.000 PROGRAM: Kab. Penentaae 1000/o 38.357 
PENGHAR.GAAN Pasuruan penambahan PEifOHARGAAW Pasuruan pemberian 
LllfGKUNOAl'f HIDUP pen1bargaan LllfGKU1'GAl'f BIDUP pengharpan LH 
UIITUK IIIASYARAKAT llngkun1an hldup UNTUK MASYARAKAT untuJr. m.aayarakat 

untuk muyarakat 

XIX Pemberlan Pen1hargaan Kab. PerHntaae Lembaga 80% 270.000 Pemberlan Pellghargaan Kab. Penentaae 100% 38.367 
Lln1kungan Hldup Pasuruan ranl menglkuti Llngkunpn Hidup Pasuruan pelabanaan 
Tlngkat Daerah keglatan Tlngkat Daerah pemberlan 
Kabupaten/Kota pen1hargaan LH Kabupaten/Kota pengbargaan LR 

tlngkat Kabupaten tln1kat kabupaten 

53 Penilaian Kinerja Kab. Jumlah kegiatan 3 kegiatan 270.000 Penilaian Kinerja Kab. Jumlah kegiatan 1 kegiatan 38.357 
Masyarakat/Lembaga Pasuruan penilaian kinerja Masyarakat/Lembaga Pasuruan penilaian 
Masyarakat/Dunia Lembaga masyarakat, Masyarakat/Dunia pengelolaan 
Usaha/Dunia Pendidikan/ dunia usaha dan Usaha/Dunia lingkungan 
Filantropi dalam dunia Pendidikan Pendidikan/ Filantropi 
Perlindungan dan dalam PPLH da18lll Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup Hidup 

J PROGRAM PENAKGANAl'f Kab. Persentaae 100% 169.182 PROGRAM: Kab. Peraentaae 80% 12.977 
PENOADUAl'f Pasuruan penanganan PEifANOAl'fAN Pasuruan pelakaanaan 
LllfGKUNGAl'f HIDUP penpduan PENGADUAl'f penanpnan 

Ungkungan hldup LllfGKUJl'GAl'f HIDUP penpduanLH 

xx Penyelesalan Pengaduan Kab. Penentaae 800/o 169.182 Penyeleaalan Kab. Penentaae 800/o 12.977 
Maayarakat di Bldang Pasuruan pen1aduan Pengaduan Masyarakat Pasuruan penyeleaaian 
Perllndungan dan maayarakat yang di Bidan1 Perlindunpn pengaduan 
Pengelolaan Llngkungan dlseleaalkan dan Pengelolaan maayarakat 
Hldup (PPLH) Llngkunpn Hidup terbadap PPLR di 
Kabupaten/Kota (PPLII) Kabupaten/Kota Kab. Paauruan 

54 Pengelolaan Pengaduan Kab. Jumlah pengaduan 5 95.000 Pengelolaan Pengaduan Kab. Jumlah pengaduan 3 kasus 12.977 
Masyarakat terhadap Pasuruan masyarakat yang pengaduan Masyarakat terhadap Pasuruan masyarakat yang 
PPLH Kabupaten/Kota diselesaikan PPLH Kabupaten/Kota diselesaikan 



55 Koordinasi dan Kab. Jumlah laporan 10 laporan 74.182 Koordinasi dan Kab. Jumlah pengaduan 4 kasus 0 
Sinkronisasi Penerapan Pasuruan penanganan Sinkronisasi Penerapan Pasuruan masyarakat yang 
Sanksi Administrasi, pengaduan Sanksi Administrasi, diselesaikan 
Penyelesaian Sengketa, masyarakat yang Penyelesaian Sengketa, 
dan/ atau Penyidikan diselesaikan dan/ atau Penyidikan 
Lingkungan Hidup di Lingkungan Hidup di 
Luar Pengadilan atau Luar Pengadilan atau 
melalui Pengadilan melalui Pengadilan 

K PROGRAM Kab. Persentaae ldnerja 100% 19.010.229 PROGRAM Kab. Penentaae 100% 2.157.348 
PENGELOLAAN Pasuruan pengelolaan PE:NGELOLAAN Pasuruan timbulan sampah 
PERSAMPAHAN penampahan PERSAIIPAHAN yang terkelola 

denpn baik dan 
berwawann 
l:mgkunpn dalam 
rangka 
peningkatan 
Jr:ualltas LH 

XXI Pengelolaan Sampah Kab. Jumlah Sampah m3 19.004.229 Pengelolaan Sampah Kab. Peraentaae 100% 2.157.348 
Pasuruan yang terangkut ke Pasuruan pengelolaan 

TPA umpah denpn 
menltikberatkan 
pada pelabanaan 
penguranpn dan 
penanpnan 
sampah 



56 Penyusunan Kebijakan Kab. Jumlah dokumen - - Penyusunan Kebijakan Kab. Tersedianya dok. 100% 0 
dan Strategi Daerah Pasuruan yang disusun terkait dan Strategi Daerah Pasuruan rencana,kebijakan, 
Pengelolaan Sampah rencana, kebijakan, Pengelolaan Sampah strategi dan teknis 
Kabupaten/Kota strategi dan teknis Kabupaten/Kota sistem pengelolaan 

sistem pengelolaan persampahan on-
persampahan site berdasarkan 

potensi 
desa/kelurahan di 
Kabupaten 
Pasuruan 

56 Pengurangan Sampah Kab. Jumlah Sampah yang 650 ton 175.000 Pengurangan Sampah Kab. Jumlah sampah 320 ton 1.104 
dengan melakukan Pasuruan terkurangi dengan melakukan Pasuruan yang terkurangi 
Pembatasan, Pendauran Pembatasan, Pendauran 
Ulang dan Pemanfaatan Ulang dan Pemanfaatan 
Kembali Kembali 

57 Penanganan Sampah Kab. Jumlah sampah yang 1900 ton 7.459.229,8 Penanganan Sampah Kab. Jumlah sampah yag 960 ton 2.099.794 
dengan melakukan Pasuruan tertangani dengan melakukan Pasuruan tertangani 
Pemilahan, Pemilahan, 
Pengumpulan, Pengumpulan, 
Pengangkl1tan, Pengangkutan, 
Pengolahan, dan Pengolahan, dan 
Pemrosesan Akhir Pemrosesan Akhir 
Sampahdi Sampah di 
TPA/TPST/SPA TPA/TPST/SPA 
Kabupaten/ Kota Kabupaten/ Kota 



58 Peningkatan Peran serta Kab. JumlahBank 310 1.350.000 Peningkatan Peran serta Kab. JumlahBank 275 lembaga 5.530 
Masyarakat dalam Pasuruan Sampahyang lembaga Masyarakat dalam Pasuruan Sampahyang 
Pengelolaan terbentuk Pengelolaan terbentuk 
Persampahan Persampahan 

59 Koordinasi dan Kab. Jumlah kegiatan 48 kali 50.000 Koordinasi dan Kab. Jumlah kegiatan 24 kali 920 
Sinkronisasi Penyediaan Pasuruan koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Pasuruan koordinasi dan 
Sarana dan Prasarana sinkronisasi Sarana dan Prasarana sinkronisasi 
Pengelolaan penyediaan sarpras Pengelolaan penyediaan sarpras 
Persampahan yg terlaksana Persampahan yg terlaksana 

60 Penyusunan Kebijakan Kab. Jumlah dokumen 1 dokumen 30.000 Penyusunan Kebijakan Kab. Persentase 100% 0 
Kerjasama Pengelolaan Pasuruan kerjasama Kerjasama Pengelolaan Pasuruan pelaksanaan 
Persampahan pengelolaan Persampahan penyusunan 

persampahan kebijakan 
kerjasama 
pengelolaan 
persampahan 

61 Penyediaan Sarana dan Kab. Jumlah terpenuhinya 1 unit 9.849.999,2 Penyediaan Sarana dan Kab. Jumlah penyediaan 1 unit 50.000 
Prasarana Pengelolaan Pasuruan sarpras di TPA Prasarana Pengelolaan Pasuruan sarana dan 
Persampahan di Persampahan di prasarana 
TPA/TPST/SPA TPA/TPST/SPA pengelolaan 
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota persampahan di 

TPA/ TPST / SPA 
Kab.Pasuruan 



XXII Penerbltan Isin Kab. Persentaae lndustrt 100% 6.000 Penerbltan Iztn Kab. Peraentaae 100% 0 
Pendaurulanpn Pasuruan yang terlayanl Pendaurulanpn Pasuruan pelabanaan 
Sampah/Peqelolaan peqelolaan Sampah/Penplolaan penerbltan 
Sampah, Penpngkutan penampahan Sampah, re:tomendasl 
Sampahdan Penganglmtan Sampah telmla kegiatan 
Pemroseean Akhlr dan Pemroaeaan Akhlr usaba/ lnduatri YI 
Sampahyang Sampahyang berserak di 
J>lselenggarakan oleh Dlaelengarakan oleh pendaurulangan 
Swasta Swasta sampah/ 

pengelolaan 
sampah, 
pengaqkutan 
sampahdan 
pemroaesan akhlr 
sampahyang 
dlaelengarakan 
oleh swasta 

62 Pelayanan Perizinan Kab. Jumlahizin/ 4 ijin 6.000 Pelayanan Perizinan Kab. Jumlah izin/ 25 ijin 0 
Berusaha Terintegrasi Pasuruan rekomtek pengelolaan Berusaha Terintegrasi Pasuruan rekomtek 
secara Elektronik sampah secara Elektronik pengelolaan 

sampah 

TOTAL ANOGARAN 40.266.648, 7 13.425.414,8 



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 
Melalui forum Musrenbangdes, forum Musrenbangcam dan forum 

OPD, stakeholders menyampaikan masukan tentang prioritas kegiatan 
pembangunan yang hasilnya dituangkan dalam rancangan Renja Dinas 
Lingkungan Hidup yang kemudian dibahas dalam Musrenbangkab untuk 
mematangkan/ memutakhirkan rancangan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD). Dalam menyusun Renja Dinas Lingkungan Hidup, selain 
harus berpedoman pada Renstra yang ada, juga harus mempertimbangkan 
hasil Musrenbangkab/RKPD final yang mengarah pada pengembangan 
infrastruktur lingkungan hidup, pengembangan sarana dan prasarana 
pengelolaan sampah, peningkatan peran aktif masyarakat dalam 
pengelolaan dan pemulihan lingkungan serta pengembangan/ perluasan 
RTH. 

Berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten Pasuruan terdapat 
beberapa kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat sesuai, yaitu : 

Tabel 2.7 
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 

Kabupaten Pasuruan 

OPD: Dinas Lingkungan Hidup 

No. Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Besaran/ 

catatan 
Volume 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 Pengelolaan Sampah Desa Ngadiwono Jumlah TPS / TPS 1 unit Pembangunan TPS / 

Kee. Tosari 3R yang dibangun TPS3R 
(Hasil Musrenbang 

Keeamatan) 
2 Pengelolaan Sampah Desa Podokoyo Jumlah TPS / TPS 1 unit Pembangunan TPS / 

Kee. Tosari 3R yang dibangun TPS3R 
(Hasil Musrenbang 

Keeamatan) 
3 Pengelolaan Sampah Desa Jumlah TPS / TPS 1 unit Pembangunan TPS / 

Janjangwulung 3R yang dibangun TPS3R 
Kee.Puspo (Hasil Musrenbang 

Kecamatan) 
4 Pengelolaan Sampah Desa Rejosalam Jumlah TPS / TPS 1 unit Pembangunan TPS / 

Kee. Pasrepan 3R yang dibangun TPS3R 
(Hasil Musrenbang 

Keeamatan) 
5 Pengelolaan Sampah Desa Wonosari Jumlah TPS / TPS 1 unit Pembangunan TPS / 

Kee. Tutur 3R yang dibangun TPS3R 
(Hasil Musrenbang 

Keeamatan) 
6 Pengelolaan Sampah Desa Gendro Jumlah TPS/ TPS 1 unit Pembangunan TPS / 

Kee. Tutur 3R yang dibangun TPS3R 
(Hasil Musrenbang 

Keeamatan) 
7 Pengelolaan Sampah Desa Trewung Jumlah TPS / TPS 1 unit Pembangunan TPS/ 

Kee. Grati 3R yang dibangun TPS3R 
(Hasil Musrenbang 

Keeamatan) 
8 Pengelolaan Sampah Desa Ketegan Jumlah TPS / TPS 1 unit Pembangunan TPS / 

Kee. Rejoso 3R yang dibangun TPS3R 
(Hasil Musrenbang 

Keeamatan) 



9 Pengelolaan Sampah Desa Jarangan Jumlah TPS / TPS 1 unit Pembangunan TPS / 
Kee. Rejoso 3R yang dibangun TPS3R 

(Hasil Musrenbang 
Keeamatan) 

10 Pengelolaan Sampah Desa Manikrejo Jumlah TPS / TPS 1 unit Pembangunan TPS / 
Kee. Rejoso 3R yang dibangun TPS3R 

(Hasil Musrenbang 
Keeamatan) 

11 Pengelolaan Sampah Kel. Kolursari Jumlah TPS/ TPS 1 unit Pembangunan TPS / 
Kee. Bangil 3R yang dibangun TPS3R 

(Hasil Musrenbang 
Keeamatan) 

12 Pengelolaan Sampah Desa Masangan Jumlah TPS / TPS 1 unit Pembangunan TPS/ 
Kee. Bangil 3R yang dibangun TPS3R 

(Hasil Musrenbang 
Keeamatan) 

13 Pengelolaan Sampah Kel. Latek Kee. Jumlah TPS / TPS 1 unit Pembangunan TPS / 
Bangil 3R yang dibangun TPS3R 

(Hasil Musrenbang 
Keeamatan) 

14 Pengelolaan Sampah DesaJeruk Jumlah TPS / TPS 1 unit Pembangunan TPS / 
Purut Kee. 3R yang dibangun TPS3R 
Gempol (Hasil Musrenbang 

Keeamatan) 
15 Pengelolaan Sampah Desa Jumlah TPS / TPS 1 unit Pembangunan TPS / 

Kepulungan Kee. 3R yang dibangun TPS3R 
Gempol (Hasil Musrenbang 

Keeamatan) 
16 Pengelolaan Sampah Desa Watuagung Jumlah TPS / TPS 1 unit Pembangunan TPS/ 

Kee. Prigen 3R yang dibangun TPS3R 
(Hasil Musrenbang 

Keeamatan) 
17 Pengelolaan Sampah Desa Sumberrejo Jumlah TPS/ TPS 1 unit Pembangunan TPS/ 

Kee.Pandaan 3R yang dibangun TPS3R 
(Hasil Musrenbang 

Keeamatan) 
18 Pengelolaan Sampah Desa Sebani Kee. Jumlah TPS / TPS 1 unit Pembangunan TPS/ 

Pandaan 3R yang dibangun TPS3R 
(Hasil Musrenbang 

Keeamatan) 
19 Pengelolaan Sampah Desa Bakalan Jumlah TPS / TPS 1 unit Pembangunan TPS / 

Kee. Purwosari 3R yang dibangun TPS3R 
(Hasil Musrenbang 

Keeamatan) 
20 Pengelolaan Sampah Desa Kertosari Jumlah TPS / TPS 1 unit Pembangunan TPS / 

Kee. Purwosari 3R yang dibangun TPS3R 
(Hasil Musrenbang 

Keeamatan) 
21 Pengelolaan Sampah Desa Pager Kee. Jumlah TPS / TPS 1 unit Pembangunan TPS / 

Purwosari 3R yang dibangun TPS3R 
(Hasil Musrenbang 

Keeamatan) 
22 Pengelolaan Sampah Desa Pandean Jumlah TPS / TPS 1 unit Pembangunan TPS / 

Kee. Rembang 3R yang dibangun TPS 3R 
(Hasil Musrenbang 

Keeamatan) 
23 Pengelolaan Sampah Desa Tidu Kee. Jumlah TPS / TPS 1 unit Pembangunan TPS / 

Pohjentrek 3R yang dibangun TPS3R 
(Hasil Musrenbang 

Keeamatan) 
24 Pengelolaan Sampah Desa Sungikulon Jumlah TPS / TPS 1 unit Pembangunan TPS / 

Kee. Pohjentrek 3R yang dibangun TPS3R 
(Hasil Musrenbang 

Keeamatan) 



25 Pengelolaan Sampah Desa Sladi Kee. Jumlah TPS / TPS 1 unit Pembangunan TPS/ 

Kejayan 3R yang dibangun TPS3R 
(Hasil Musrenbang 

Keeamatan) 

26 Pengelolaan Sampah Jumlah TPS/ TPS 24 unit Pembangunan TPS / 
3R yang dibangun TPS 3R (Usulan Pokkir) 

27 Pengelolaan Sampah Desa Jogorepuh Jumlah pengadaan 1 unit Pengadaan Alat 
Kee. Pasrepan kendaraan roda 3 Pengumpul Sampah 

(Roda 3) (Hasil 
Musrenbang 
Keeamatan) 

28 Pengelolaan Sampah Desa Pohgedang Jumlah pengadaan 1 unit Pengadaan Alat 
Kee. Pasrepan kendaraan roda 3 Pengumpul Sampah 

(Roda 3) (Hasil 
Musrenbang 
Keeamatan) 

29 Pengelolaan Sampah Desa Jumlah pengadaan 1 unit Pengadaan Alat 
Tenggilisrejo Kee. kendaraan roda 3 Pengumpul Sampah 
Gondangwetan (Roda 3) (Hasil 

Musrenbang 
Keeamatan) 

30 Pengelolaan Sampah Desa Wonosari Jumlah pengadaan 1 unit Pengadaan Alat 
Kee. kendaraan roda 3 Pengumpul Sampah 
Gondangwetan (Roda 3) (Hasil 

Musrenbang 
Keeamatan) 

31 Pengelolaan Sampah Desa Sruwi Kee. Jumlah pengadaan 1 unit Pengadaan Alat 
Winongan kendaraan roda 3 Pengumpul Sampah 

(Roda 3) (Hasil 
Musrenbang 
Keeamatan) 

32 Pengelolaan Sampah Desa Trewung Jumlah pengadaan 1 unit Pengadaan Alat 
Kee. Grati kendaraan roda 3 Pengumpul Sampah 

(Roda 3) (Hasil 
Musrenbang 
Keeamatan) 

33 Pengelolaan Sampah Desa Kawisrejo Jumlah pengadaan 1 unit Pengadaan Alat 
Kee. Rejoso kendaraan roda 3 Pengumpul Sampah 

(Roda 3) (Hasil 
Musrenbang 
Keeamatan) 

34 Pengelolaan Sampah Kel. Jumlah pengadaan 1 unit Pengadaan Alat 
Bendomungal kendaraan roda 3 Pengumpul Sampah 
Kee. Bangil (Roda 3) (Hasil 

Musrenbang 
Keeamatan) 

35 Pengelolaan Sampah Kel. Latek Kee. Jumlah pengadaan 1 unit Pengadaan Alat 
Bangil kendaraan roda 3 Pengumpul Sampah 

(Roda 3) (Hasil 
Musrenbang 
Keeamatan) 

36 Pengelolaan Sampah Kel. Kalianyar Jumlah pengadaan 1 unit Pengadaan Alat 
Kee. Bangil kendaraan roda 3 Pengumpul Sampah 

(Roda 3) (Hasil 
Musrenbang 
Keeamatan) 

37 Pengelolaan Sampah Desa Ngerong Jumlah pengadaan 1 unit Pengadaan Alat 
Kee. Gempol kendaraan roda 3 Pengumpul Sampah 

(Roda 3) (Hasil 
Musrenbang 
Keeamatan) 



38 Pengelolaan Sampah Desa Jumlah pengadaan 1 unit Pengadaan Alat 
Dawuhansengon kendaraan roda 3 Pengumpul Sampah 

Kee. Purwodadi (Roda 3) (Hasil 
Musrenbang 
Keeamatan) 

39 Pengelolaan Sampah Kel. Purwosari Jumlah pengadaan 1 unit Pengadaan Alat 
Kee. Purwosari kendaraan roda 3 PengumpulSampah 

(Roda 3) (Hasil 
Musrenbang 
Keeamatan) 

40 Pengelolaan Sampah Desa Jumlah pengadaan 1 unit Pengadaan Alat 
Sengonagung kendaraan roda 3 Pengumpul Sampah 
Kee. Purwosari (Roda 3) (Hasil 

Musrenbang 
Keeamatan) 

41 Pengelolaan Sampah Desa Pajaran Jumlah pengadaan 1 unit Pengadaan Alat 
Kee. Rembang kendaraan roda 3 Pengumpul Sampah 

(Roda 3) (Hasil 
Musrenbang 
Keeamatan) 

42 Pengelolaan Sampah Desa Lorokan Jumlah pengadaan 1 unit Pengadaan Alat 
Kee. Kejayan kendaraan roda 3 Pengumpul Sampah 

(Roda 3) (Hasil 
Musrenbang 
Keeamatan) 

43 Pengelolaan Sampah Desa Rejosari Jumlah pengadaan 1 unit Pengadaan Alat 
Kee. Kraton kendaraan roda 3 Pengumpul Sampah 

(Roda 3) (Hasil 
Musrenbang 
Keeamatan) 

44 Pengelolaan Sampah Jumlah pengadaan 89 unit Pengadaan Alat 
kendaraan roda 3 Pengumpul Sampah 

(Roda 3) (Usulan 
Pokkir) 

45 Pengelolaan Sampah Desa Ngadiwono Jumlah bank 1 unit Sosialisasi Standar 
Kee. Tosari sampahyang Pengelolaan Sampah 

terbentuk Rumah Tangga (Hasil 
Musrenbang 
Keeamatan) 

46 Pengelolaan Sampah Desa Puspo Kee. Jumlah bank 1 unit Sosialisasi Standar 
Puspo sampahyang Pengelolaan Sampah 

terbentuk Rumah Tangga (Hasil 
Musrenbang 
Keeamatan) 

47 Pengelolaan Sampah Desa Pasrepan Jumlah bank 1 unit Sosialisasi Standar 
Kee. Pasrepan sampahyang Pengelolaan Sampah 

terbentuk Rumah Tangga (Hasil 
Musrenbang 
Keeamatan) 

48 Pengelolaan Sampah Desa Tutur Kee. Jumlah bank 1 unit Sosialisasi Standar 
Tutur sampahyang Pengelolaan Sampah 

terbentuk Rumah Tangga (Hasil 
Musrenbang 
Keeamatan) 

49 Pengelolaan Sampah Desa Bayeman Jumlah bank 1 unit Sosialisasi Standar 
Kee. sampahyang Pengelolaan Sampah 
Gondangwetan terbentuk Rumah Tangga (Hasil 

Musrenbang 
Keeamatan) 

50 Pengelolaan Sampah Desa Sebalong Jumlah bank 1 unit Sosialisasi Standar 
Kec.Nguling sampahyang Pengelolaan Sampah 

terbentuk Rumah Tangga (Hasil 
Musrenbang 
Keeamatan) 



51 Pengelolaan Sampah Desa Saclengrejo Jumlah bank 1 unit Sosialisasi Stanclar 

Kee. Rejoso sampahyang Pengelolaan Sampah 
terbentuk Rumah Tangga (Hasil 

Musrenbang 
Keeamatan) 

52 Pengelolaan Sampah Kel. Kolursari Jumlah bank 1 unit Sosialisasi Stanclar 
Kee. Bangil sampahyang Pengelolaan Sampah 

terbentuk Rumah Tangga (Hasil 
Musrenbang 
Keeamatan) 

53 Pengelolaan Sampah Desa Masangan Jumlah bank 1 unit Sosialisasi Stanclar 
Kee. Bangil sampahyang Pengelolaan Sampah 

terbentuk Rumah Tangga (Hasil 
Musrenbang 
Keeamatan) 

54 Pengelolaan Sampah Desa Legok Kee. Jumlah bank 1 unit Sosialisasi Stanclar 
Gempol sampahyang Pengelolaan Sampah 

terbentuk Rumah Tangga (Hasil 
Musrenbang 
Keeamatan) 

55 Pengelolaan Sampah Kel. Purwosari Jumlah bank 1 unit Sosialisasi Stanclar 
Kee. Purwosari sampahyang Pengelolaan Sampah 

terbentuk Rumah Tangga (Hasil 
Musrenbang 
Keeamatan) 

56 Pengelolaan Sampah Desa Sukodermo Jumlah bank 1 unit Sosialisasi Standar 
Kee. Purwosari sampahyang Pengelolaan Sampah 

terbentuk Rumah Tangga (Hasil 
Musrenbang 
Keeamatan) 

57 Pengelolaan Sampah Desa Kalirejo Jumlah bank 1 unit Sosialisasi Stanclar 
Kee. Kraton sampahyang Pengelolaan Sampah 

terbentuk Rumah Tangga (Hasil 
Musrenbang 
Keeamatan) 

58 Pengelolaan Sampah Jumlah bank 2 unit Sosialisasi Stanclar 
sampahyang Pengelolaan Sampah 
terbentuk Rumah Tangga 

(Usulan Pokkir) 
59 Pengelolaan Sampah Jumlah bank 3 unit Workshop atau 

sampahyang Pelatihan Pelaksanaan 
terbentuk 3R (Usulan Pokkir) 

60 Pemulihan Desa Klakah Jumlah bibit 1 paket Bantuan bibit tanaman 
Peneemaran clan/ Kee. Pasrepan tanaman keras/ keras/ buah- buahan 
atau Kerusakan buah- buahan yang utk Vegetasi Lahan 
Lingkungan Hiclup diberikan Kritis (Hasil 
Kabupaten/ Kota Musrenbang 

Keeamatan) 
61 Pemulihan Desa Jumlah bibit 1 paket Bantuan bibit tanaman 

Peneemaran clan/ Ngantungan Kee. tanaman keras/ keras/ buah- buahan 
atau Kerusakan Pasrepan buah- buahan yang utk Vegetasi Lahan 
Lingkungan Hiclup cliberikan Kritis (Hasil 
Kabupaten/ Kota Musrenbang 

Keeamatan) 
62 Pemulihan Desa Jeladri Kee. Jumlah bibit 1 paket Bantuan bibit tanaman 

Peneemaran clan/ Winongan tan.a.man keras/ keras/ buah- buahan 
atau Kerusakan buah- buahan yang utk Vegetasi Lahan 
Lingkungan Hiclup diberikan Kritis (Hasil 
Kabupaten/ Kota Musrenbang 

Keeamatan) 



63 Pemulihan Desa Sebalong Jumlah bibit 1 paket Bantu.an bibit tanaman 

Pencemaran dan/ Kee. Nguling tanaman keras/ keras/ buah- buahan 

atau Kerusakan buah- buahan yang utk Vegetasi Laban 

Lingkungan Hidup diberikan Kritis (Hasil 

Kabupaten/ Kota Musrenbang 
Keeamatan) 

64 Pemulihan Desa Jatisari Jumlah bibit 1 paket Bantuan bibit tanaman 

Peneemaran dan/ Kee. Purwodadi tanaman keras/ keras/ buah- buahan 

atau Kerusakan buah- buahan yang utk Vegetasi Laban 

Lingkungan Hidup diberikan Kritis (Hasil 

Kabupaten/ Kota Musrenbang 
Keeamatan) 

65 Pemulihan Jumlah bibit 3 paket Bantu.an bibit tanaman 
Peneemaran dan/ tanaman keras/ keras/ buah- buahan 
atau Kerusakan buah- buahan yang utk Vegetasi Laban 
Lingkungan Hidup diberikan Kritis (Usulan Pokkir) 

Kabupaten/ Kota 

66 Pengelolaan Sampah Jumlah bank 1 unit Sosialisasi Dasar-
sampahyang dasar Pengelolaan 
terbentuk Sampah (Usulan 

Stakeholders) 
67 Pengelolaan Sampah Jumlah bank 1 unit Pelatihan Pemanfaatan 

sampahyang Daur Ulang Sampah 
terbentuk (Usulan Stakeholders) 

68 Pengelolaan Sampah Jumlah bank 1 unit Pelatihan atau 
sampahyang Sosialisasi di 
terbentuk Lingkungan 

Perkantoran (Usulan 
Stakeholders) 

69 Pemulihan Jumlah bibit 1 paket Pemberian Bibit Pohon 

Peneemaran dan/ tanaman keras/ dan Tanaman 

atau Kerusakan 
buah- buahan yang Perumahan (Usulan 
diberikan Stakeholders) 

Lingkungan Hidup 

Kabupaten/ Kota 

70 Pengelolaan Sampah Jumlah bank 1 unit Pelatihan Pengelolaan 
sampahyang Sampah meliputi 
terbentuk pembuatan kompos 

atau pupuk organik 
(Usulan Stakeholders) 

71 Pengelolaan Sampah Jumlah bank 1 unit Bantuan Sarana 
sampahyang Prasarana 
terbentuk Pembentukan Bank 

Sampah (Usulan 
Stakeholders) 

72 Pengelolaan Sampah Jumlah bank 1 unit Pemanfaatan Daur 
sampahyang Ulang Sampah di TK-
terbentuk TK DWP (Usulan 

Stakeholders) 
73 Pengelolaan Sampah Jumlah bank 1 unit Seminar Edukasi 

sampahyang Lingkungan (Usulan 
terbentuk Stakeholders) 

74 Pengelolaan Sampah Jumlah bank 1 unit Kah. Pasuruan/ Dinas 
sampahyang sebagai Percontohan 
terbentuk Bank Sampah (Usulan 

Stakeholders) 
75 Pengelolaan Sampah Jumlah bank 1 unit Fasilitasi distribusi 

sampahyang produk daur ulang 
terbentuk sampah (Usulan 

Stakeholders) 



76 Pengelolaan Sampah Jumlah bank 1 unit Sosialisasi Pengelolaan 
sampahyang Sampah untuk 
terbentuk mendukung Program 

TMMD (Usulan 
Stakeholders) 

77 Pemulihan Jumlah bibit 1 paket Bantuan bibit tanaman 

Pencemaran dan/ tanaman keras/ keras (Usulan 

atau Kerusakan 
buah- buahan yang Stakeholders) 
diberikan 

Lingkungan Hidup 

Kabupaten/ Kata 

78 Pemulihan Jumlah bank 1 unit Pembinaan pembuatan 

Pencemaran dan/ sampahyang biopori (Usulan 
terbentuk Stakeholders) 

atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup 

Kabupaten/ Kata 



No. 

1 

BAB III 
TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 
Secara umum kebijakan nasional bidang lingkungan hidup 

mengamanatkan untuk melakukan percepatan penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai 
Permeneg Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah 
Kabupaten/ Kota. 

SPM bidang lingkungan hidup yang harus dilakukan oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota adalah: 
1. Pelayanan pencegahan pencemaran air. 
2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak. 
3. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/ atau tanah untuk 

produksi biomassa. 
4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 
Disamping SPM bidang lingkungan hidup diatas, Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Pasuruan juga melaksanakan SPM Bidang Pekerjaan 
Umum dan Tata Ruang, khususnya Pengelolaan Sampah dan Penyediaan 
Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di wilayah perkotaan, yaitu: 

1. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan. 
2. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan. 
3. Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah 

kota/kawasan perkotaan. 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja 
Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, 

tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 
adalah sebagai berikut: 

TUJUAN 
INDIKATOR 

SASARAN 
INDIKATOR TARGET 

TUJUAN SASARAN/KINERJA KINERJA 

Indeks Kualitas Air 67,33 
(IKA) poin 

Meningkatnya 
Indeks Kualitas 83,25 pengendalian 

kualitas Udara (IKU) poin 
Meningkatkan lndeks Kualitas 

lingkungan hidup 
kualitas lingkungan Lingkungan Indeks Kualitas 

43,68 
hidup Hidup (IKLH) Tutupan Lahan 

poin 
(IKTL) 

Meningkatnya 
kualitas Nilai TPA (program 

80 poin 
pengelolaan Adipura) 
sampah 



3.3 Program dan Kegiatan 
Pencapaian sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan 

pada tahun 2022 akan dilakukan melalui 10 program, 21 kegiatan dan 47 
sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdapat 
perbedaan yang signifikan tentang nama program, kegiatan maupun sub 
kegiatan sehingga dalam proses transisi diperlukan adanya review atas 
pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di dalam Renstra 2018- 2023. 
Program, kegiatan dan sub kegiatan yang digunakan padan Tahun 2022 
antara lain: 
I. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 

A. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota: 
1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH 

Kabupaten/ Kota 
2. Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ 

Kota 
B. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

(KLHS) Ka bu paten/ Kota: 
1. Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata 

Ruang. 
II. Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup 
C. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota: 
1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan 

Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan 
terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut; 

2. Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup 
Kabupaten/Kota. 

D. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan 
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota: 
1. Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran 

dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat. 
E. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota: 
1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan 

Rehabilitasi. 
III. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 

F. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota: 
1. Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

IV. Program Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun 
(B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 
G. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3: 

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin 
Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui 
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 
Elektronik; 



2. Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan 
Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan 
Sementara Limbah B3. 

V. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan 
Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 
H. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau 

Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota: 
1. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas 

Lingkungan Hidup; 
2. Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin 

Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan 
Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH. 

VI. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan 
Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 
I. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan 

Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan 
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: 
1. Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan 

Hidup. 
VII. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 

J. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat 
Daerah Kabupaten/ Kota: 
1. Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga 

Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

VIII. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 
K. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 
Kabupaten/ Kota: 
1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap 

PPLH Kabupaten/Kota. 
IX. Program Pengelolaan Persampahan 

L. Kegiatan Pengelolaan Sampah: 
1. Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan 

Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali; 
2. Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan 

Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan 
Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ 
Kota; 

3. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam 
Pengelolaan Persampahan; 

4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana 
clan Prasarana Pengelolaan Persampahan; 

5. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan 
Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota. 



X. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 
M. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah: 
1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah; 
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA­

SKPD; 
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 

Perubahan RKA-SKPD; 
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; 
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA­

SKPD; 
6. Sub Kegiatan Koordinasi da~ Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; 
7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 

N. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: 
1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; 
2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 

ASN; 
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD; 
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD. 
0. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 

Daerah: 
1. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD. 

P. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: 
1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi. 
Q. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah: 

1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 
2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 
3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 
4. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu; 
5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD. 
R. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah: 
1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel. 

S. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah: 
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik: 
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. 

T. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah: 
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan; 

2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel; 
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 



4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya; 

5. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. 



NamaOPD 1 DlNAS LlNGKU!fGAN HIDUP 

Kode Urusan/ B14ang Urusan Pemerintahan Daerah 
4an Proa:ram/ Kea:latan 

fl I 121 

2.11.01 1 Proa:ralll Penunjang Untsan Pemerintahan 
Daerah 

2.11.01.2.01 1 Kealatan Perencanaan, Pengang1aran 
dan Evaluasl Kinerja Perangkat 
Daerah 

2. I l 01.2.01.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

2.11.01.2.01.02 2 Sub Kegiatan Koordinasi dan 
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 

2.11.01.2.01.03 3 Sub Kegiatan Koordinasi dan 
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD 

2.11.01.2.01.04 4 Sub Kegiatan Koordinasi dan 
Penyusunan DPA-SKPD 

2.1 I .01.2.01.05 5 Sub Kegiatan Koordinasi dan 
Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 

Tabe14,1 
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 

Kabupaten Pasuruan 

Rencana Tahun 20:12 

Indlkator Kinerja Proa:ram/ Kealatan Taraet Capalan 
Lokasl Kinerja 

S:ebutuhan Dana/ Paau lndlkatlf 

13\ 141 (51 161 

Peraentaae terpenuhinya penunjang urusan 100% 10.141,264,762 
pemerintahan 
Peraentase pemenuhan dokumen saklp 100"/o 9,294.000 

Jumlah dokumen perencanaan perangkat Kab. 3 dokumen 4.,l21.000 
daerah Pasuruan Belanja Operasi 4.221.000 

- Belanja Pegawai 
- Belanja Barang & Jasa 4.221.000 
- Belanja Hibah 
Belanja Modal 
Belanja Tidak Terduga : 
Belanja Transfer : 

Jumlah dokumen RKA yang sesuai dengan Kab. l dokumen 844.000 
ketentuan Pasuruan Belanja Operasi 844.000 

- Belanja Pegawai 
- Belanja Barang & Jasa 844.000 
- Belanja Hibah 
Belanja Modal 
Belanja Tidak Terduga 
Belanja Transfer 

Jumlah dokumen perubahan RKA yang sesuai Kab. 1 dokumen 844.000 
dengan ketentuan Pasuruan Belanja Operasi 844.000 

- Belanja Pegawai 
- Belanja Barang & Jasa 844.000 
- Belanja Hibah 
Belanja Modal : 
Belanja Tidak Terduga : 
Belanja Transfer -

Jumlah dokumen DPA SKPD yang sesuai Kab. 1 dokumen 844.000 
dengan ketentuan Pasuruan Belanja Operasi 844.000 

- Belanja Pegawai 
- Belanja Barang & Jasa 844.000 
- Belanja Hibah 
Belanja Modal : 
Belanja Tidak Terduga : -
Belanja Transfer -

Jumlah dokumen Perubahan DPA yang sesuai Kab. I dokumen 844.000 
dengan ketentuan Pasuruan Belanja Operasi : 844.000 

- Belanja Pegawai 
- Belanja Barang & Jasa 844.000 
- Belanja Hibah 
Belanja Modal 
Belanja Tidak Terduga 
Belania Transfer 

Praldraan Maju Rencana Tahun 20:13 

Swnber 
Catatan 

Taqet Capalan Kebutuhan Dana/ 
Dana 

Pentlnl 
Kinelja Paau Indlkatlf 

(71 (81 (9) 1101 

100% 

100"/o 

DAU 100% 4.643.100 

DAU 100% 928.400 

DAU 100% 928.400 

DAU 100% 928.400 

DAU 100% 928.400 



Rencana Tahun 20:.12 Praldraan Maju. Rencana Tahun 2023 

Kode 
Umsan/ Bidana; Umsan Pemedntahan Daerah 

lndlkator Klnes:la Procram/ Keciatan Sumber 
Catatan 

Taqet Capaian Kebutuhan Dana/ 
dan Procram/ Keciatan Lokasi 

Taqet Capaian Kebutuhan Dana/ Pap lndlkatif PentinC 
Kinerja Dana Kinelja Pap lndlkatif 

Ill 12) 13) 14) 15) (61 17) 18) 191 1101 
2.11.01.2.01.06 6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar Kab. 1 dokumen 844.000 DAU 100% 928.400 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja realisasi kinerja Pasuruan Belanja Operasi 844.000 
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Belanja Pegawai 

- Belanja Barang & Jasa 844.000 
- Belanja Hibah 
Belanja Modal : 
Belanja Tidak Terduga -
Belania Transfer -

2.11.01.2.01.07 7 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah Kab. 1 dokumen 853.000 DAU 100% 938.300 

Perangkat Daerah Pasuruan Belanja Operasi 853.000 
- Belanja Pegawai 
- Belanja Barang & Jasa 853.000 
- Belanja Hibah 
Belanja Modal : 
Belanja Tidak Terduga : 
Belanja Transfer : 

2.11.01.2.02 2 Kealatan Aclmini-•I Keuancan Persentase pemenuhan adminiatrasi 100% 9,728,494,762 100% 
Peranckat Daerah keu.an1an 

2.11.01.2.02.01 8 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN Kab. 92 orang- bulan 8.387.181.000 DAU 100% 9.225.899.100 

Tunjangan ASN Pasuruan Belanja Operasi 8.387.181.000 
- Belanja Pegawai 8.387.181.000 
- Belanja Barang & Jasa 
- Belanja Hibah 
Belanja Modal 
Belanja Tidak Terduga : 
Belanja Transfer : -

2.11.01.2.02.02 9 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Jumlah pembayaran jasa petugas penunjang Kab. 51 orang- bulan 1.339.313.762 DAU 100% 1.473.245.138 

Pelaksanaan Togas ASN kegiatan kantor/ lapangan melalui perjanjian/ Pasuruan Belanja Operasi 1.339.313.762 
perikatan - Belanja Pegawai 

- Belanja Ba.rang & Jasa 1.339.313.762 
- Belanja Hibah -
Belanja Modal -
Belanja Tidak Terduga 
Belanja Transfer 

2.11.01.2.02.04 10 Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah laporan akuntansi SKPD Kab. I dokumen 1.000,000 DAU 100% 1.100.000 

Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pasuruan Belanja Operasi : 1.000.000 
- Belanja Pegawai 
- Belanja Barang & Jasa 1.000.000 
- Belanja Hibah -
Belanja Modal 
Belanja Tidak Terduga -
Belanja Transfer -

2.11.01.2.02.07 11 Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ Kab, 18 dokumen 1,000,000 DAU 100% 1.100.000 

Penyusunan Laporan Keuangan semesteran SKPD Pasuruan Belanja Operasi : 1.000,000 
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran - Belanja Pegawai 
SKPD - Belanja Barang & Jasa 1.000.000 

- Belanja Hibah 
Belanja Modal -
Belanja Tidak Terduga -
Belanja Transfer : 



Rencana Tahun 2022 Praldraan Ma,ju Rencana Tahun 2023 

Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah 
Indlkator Kinerja Pro1ram/ Ke1iatan Target Capaian Sumber 

Catatan 
Target Capaian Kebutuhan Dana/ dan Pro1ram/ Ke1iatan Lokaai Kinerja 

Kebutuhan Dana/ Patu Indlkatif 
Dana 

Pentint 
KJnerja Pa1u lndlkatif 

fl\ (21 13) {4) (5) 161 (7) (8) 191 110\ 
2.11.01.2.03 3 Ke1latan Admlnistrasl Barang Millk Persentase pelaksanaan ke1iatan 100% 3.070.000 100% 

Daerah pada Peraqkat Daerah admlnistraal pada barang mlllk daerah pada 
perangkat daerah 

2.11.01 .2.03,02 12 Sub Kegiatan Pengamanan Barang Jumlah barang milik daerah SKPD yang Kab. 6unit 3,070.000 DAU 100% :~.377.000 

Milik Daerah SKPD diasuransikan Pasuruan Belanja Operasi 3,070,000 
- Belanja Pegawai . 
- Belanja Barang &, Jasa 3,070.000 
- Belanja Hibah 
Belanja Modal 
Belanja Tidak Terduga 
Belania Transfer : 

2.11.01.2.os 4 Ke1latan Admlnlstraai Kepegawaian Persentase pelaksanaan ketiatan 100"/4 3.838.000 100"/4 
Perangkat Daerah admlnlauaai kepe1awaian yang dilaksanakan 

2.11 .01.2,05.09 13 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan Kab. 5 orang 3,838,000 DAU 100% 4.221.800 

Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan pelatihan Pasuruan Belanja Operasi 3,838,000 
- Belanja Pegawai 
- Belanja Barang & Jasa 3,838.000 
- Belanja Hibah 
Belanja Modal 
Belanja Tidak Terduga : 
Belanja Transfer 

2.11.01.2.06 s Ke1latan Admlnlstrsai Umum Persentaae pemenuhan admlnlstrasl umum 100"/4 Sl.314.000 100"/4 
Perangkat l>aerah 

2. 11 ,01.2.06,02 14 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan ,.Jenis peralatan dan perlengkapan kantor Kab. 9 jenis 8,000,000 DAU 100% 8,800.000 

Perlengkapan Kantor Pasuruan Belanja Operasi 
- Belanja Pegawai 
- Belanja Barang & Jasa 
- Belanja Hibah 
Belanja Modal 8,000.000 
Belanja Tidak Terduga 
Belanja Transfer 

2.11.01.2.06,04 15 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Jenis penyediaan bahan logistik kantor Kab. 26jenis 6.280,000 DAU 100% 6.908,000 

Logistik Kantor Pasuruan Belanja Operasi : 6,280,000 
- Belanja Pegawai 
- Belanja Barang & Jasa 6,280,000 
- Belanja Hibah 
Belanja Modal 
Belanja Tidak Terduga : -
Belanja Transfer 

2.ll .Ql.2.06.05 16 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Jenis penyediaan barang cetakan dan Kab. 10 jenis 3,695.000 DAU 100% 4.064.500 

Cet.akan dan Penggandaan penggandaan Pasuruan Belanja Operasi 3,695.000 
- Belanja Pegawai 
- Belanja Barang & Jasa 3,695,000 
- Belanja Hibah 
Belanja Modal : 
Belanja Tidak Terduga 
Belanja Transfer 



Rencana Tahun 2022 Praldraan Maju. Rencana Tahun 2023 

Kode Uruaan/ Bi<lang Urusan Pemerintahan Daerah lndlkator Kinelja Program/ Ke1iatan Taqet Capalan Sumber 
Catatan 

Taqet Capalan Kebutuhan Dana/ dan Pro1ram/ Ke1iatan Lokasl Kinerja 
Kebutuhan Dana/ Pa1u lndlkatJf 

Dana 
Pentlng 

Klnerja Pap lndlkatlf 

Ill 12) (3) (4) (5) 16) (7) 181 (91 (JO) 

2.11.01.2.06.08 17 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan JUmlah kunjungan tamu yang terfasilitasi Kab. 266 orang 1.000.000 DAU 100% 1. 100.000 

Tamu Pasuruan Belanja Operasi 1.000.000 
- Belanja Pegawai -
- Belanja Barang & Jasa 1.000.000 
- Belanja Hibah 
Belanja Modal : 
Belanja Tidak Terduga 
Belanja Transfer 

2.11.01.2.06.09 18 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi Kab. 20 laporan 32.339.000 DAU 100% 35.572.900 

Koordinasi dan Komultasi SKPD yang dilakukan SKPD Pasuruan Belanja Operasi 32.339.000 
- Belanja Pegawai -
- Belanja Barang & Jasa 32.339.000 
- Belanja Hibah 
Belanja Modal : 
Belanja Tidak Terduga : 
Belanja Transfer : 

2.11.01.2.07 6 Ke1iatan Pengadaan Barang Mlllk Penentase pelaksanaan pen1adaan barang 100% 838.000 100% 
Daerah PenunJang Uruaan Pemerintah mllik daerah Penun.tang Uruaan Pemerintah 
Daerah Daerah 

2.11.01.2.07.05 19 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel ,Jumlah pengadaan mebel Kab. 1 unit 838,000 DAU 100% 921.800 

Pasuruan Belanja Operasi ; 838.000 
- Belanja Pegawai -
- Belanja Barang & Jasa 838.000 
- Belanja Hibah 
Belanja Modal : 
Belanja Tidak Terduga : 
Belanja Transfer 

2.11.01.2.08 7 Kealatan PenyediHn Jaaa PenunJang Presentase penyedlaan Jaaa penun.tana: uruaan 100"/o 285.275.000 100"/o 
Urusan Pemerintahan Daerah pemerintahan daerah 

2.11.01.2.08.02 20 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran telepon, air dan internet Kab. 40 rekening 270,000.000 DAU 100% 297 .000.000 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan selama 12 bulan Pasuruan Belanja Operasi : 270.000.000 
Listrik - Belanja Pegawai 

- Belanja Barang & Jasa 270.000.000 
- Belanja Hibah 
Belanja Modal 
Belanja Tidak Terduga 
Belania Transfer : 

2.11.01.2.08.04 21 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum Kab. 25 orang/ bulan !5.,l75.000 DAU 100% 16.802.500 

Pelayanan Umum Kantor kantor Pasuruan Belanja Operasi : 15.275.000 
- Belanja Pegawai 
- Belanja Barang & Jasa 15.275.000 
- Belanja Hibah -
Belanja Modal : -
Belanja Tidak Terduga : 
Belanja Transfer : 



Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 

Kode 
Uru.aan/ Bida111 Uru.aan Pemedntahan Daerah 

lndikator Kinerja Pro1ram/ Ke1iatan Target Capaian Sumber 
Catatan 

Target Capaian Kebutuhan Dana/ dan Pro1ram/ Ke1iatan Lokalli 
Kinerja 

Kebutuhan Dana/ Pasu lndikatff 
Dana 

Pentiq 
Kinerja PalU lndikatff 

fl\ 12\ 13\ 14) f5l 16) 17) (8) 19\ 110) 
2,11,01,2,09 8 Ketiatan Pemeliharaan Baraq Mlllk PeraentaH pelaksanaan pemeliharaan baraq 100% !19,141.000 100"/o 

Daerah Penur,Jaq Uru.san Pemerintah milik daerah 
Daerah 

2.11.01.2.09.02 22 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah penyediaan jasa pemeliharan, biaya Kab. 6 unit 43.025.000 DAU 100% 47.327.500 

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan Pasuruan Belanja Operasi : 43.025.000 
Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas din as/ operasional • Belanja Pegawai 
Operasional a.tau Lapangan - Belanja Barang & Jasa 43.025.000 

• Belanja Hibah 
Belanja Modal : 
Belanja Tidak Terduga 
Belania Transfer : 

2.11.01.2.09.05 23 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel Jumlah mebel yang dipelihara Kab. 37 unit 918.000 DAU 100% 1.009.800 

Pasuruan Belanja Operasi 918.000 
• Belanja Pegawai 
. Belanja Barang & Jasa 918.000 
. Belanja Hibah 
Belanja Modal 
Belanja Tidak Terduga 
Belania Transfer : 

2.1!.0J.2.09.06 24 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin Kab. 5 unit 3.686.000 DAU 100% 4,054,600 

dan Mesin Lainnya lainnya Pasuruan Belanja Operasi : 3,686,000 
• Belanja Pegawai 
• Belanja Barang & Jasa 3,686,000 
• Belanja Hibah 
Belanja Modal : 
Belanja Tidak Terduga : 
Belanja Transfer 

2.11.01.2,09,09 25 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan Kab, 1 unit 4,675.000 DAU 100% 5,142.500 

Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya Pasuruan Belanja Operasi : 4.675.000 
Bangunan Lainnya • Belanja Pegawai 

. Belanja Barang & Jasa 4,675.000 

. Belanja Hibah 
Belanja Modal : 
Belanja Tidak Terduga 
Belania Transfer : 

2,11.01.2.09,10 26 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarpras Kab, 1 unit 6,837,000 DAU 100% 7,520,700 

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Pasuruan Belanja Operasi 6,837,000 
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya . Belanja Pegawai 

. Belanja Barang & Jasa 6,837,000 
- Belanja Hibah 
Belanja Modal -
Belanja Tidak Terduga : 
Belania Transfer : . 



Rencana Tahun 2022 Praldraan MaJu. Rencana To.bun 2023 

Kode Uruaan/ B14•"1 Uruaan Pemerintahan Daerah 
lndlkator Klnerja Proaram/ Kea;latan Tara;et Capaian hmber 

Catatan 
Tara;et Capalan Kebutuhan Dana/ dan Proa:ram/ Kealatan LokHI Klnerja 

S:ebutuhan Dana/ Pa,u lndlkatlf 
Dana 

Pentlq 
Klnerja Pa,u lndlkatlf 

Ill (21 (31 141 (51 16) 171 (81 (91 1101 
URUSAl'f PEMEIUNTAHAl'f WA.JIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 
UP Bldana: Llna;kuqan Hldup 

2.11.02 2 Pro1ra111 Perencanaan Llna;kuna;an Hld11p Persentase Dokumen Perencanaan Kab. 100% 77.480.000 100% 
Llna;kuqan Hldup yan1 Dllmplementaslkan Pasuraan 

2.11.02.2.01 9 Ke&latan Rencana Perllndun1an dan Peraentase ukuran•ukuran tujuan, aasaran, Kab. 100% 69.809.000 100% 
Pena;elolaan Llna;kuqan Hldup dan dampak yan1 me~adl daaar pemantauan Pasuru.an 
(RPPLH) Kabupaten/ Kota dan evaluasl pelakaanaan JU>PLH. 

2.11.02.2.01.01 27 Sub Kegiatan Penyusunan Penetapan Persentase penyusunan dokumen/ instrumen Kab. 100% 57,535,000 DAU 100% 63,288,500 

RPPLH Kabupaten/ Kata tolok ukur perlindungan dan pengelolaan Pasuruan Belanja Operasi : 57,535,000 
lingkungan hidup terkait dengan Rencana - Belanja Pegawai 
Pembangunan - Belanja Barang & Jasa 57,535,000 

- Belanja Hibah 
Belanja Modal : -
Belanja Tidak Terduga -
Belanja Transfer : -

2.11.02.2.01.02 28 Sub Kegiatan Pengendalian Persentase penyusunan dokumen/instrumen Kab. 100% 12.274,000 DAU 100% 13,501.400 

Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota pencegahan pencemaran dan/kerusakan Pasuruan Belanja Operasi : 12.274,000 
lingkungan hidup dalam rangka RPPLH - Belanja Pegawai 
Kabupaten yang tersusun sesuai dengan kaidah - Belanja Barang & Jasa 12.274,000 
teknis dan ketentuan peraturan yang berlaku - Belanja Hibah 

Belanja Modal : 
Belanja Tidak Terduga : 
Belanja Transfer : 

2.11.02.2.02 10 Kealatan Penyele111araan KaJlan Penentase dokumen rencana pro1ram 100% 7.671.000 100% 
LfnCkuftlan Hldup Strate1ls (KLHS) kebijakan strate1ls yan1 dlanallaa dampak 
Kabupaten/ Kota dan reslkonya melalul Kajlan Lln1kuqan 

Hlclup Strate1ls 

2.11.02.2.02.01 29 Sub Kegiatan Pembuatan dan Jumlah dokumen validasi KLHS Rencana Tata Kab. 1 dokumen 7.671.000 DAU I dokumen 8.438,100 

Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Pasuruan Belanja Operasi 7.671.000 
Ruang - Belanja Pegawai 

- Belanja Barang & ,Jasa 7,671.000 
- Belanja Hibah 
Belanja Modal 
Belanja Tidak Terduga 
Belanja Transfer 



Rencana Tahun 2022 Praldraan Maju Rencana Tahun 2023 

Kode Un111an/ Bldanc Urusan Pemerintahan Daerah 
Indlkator IUnel'ja Proa:ram/ Kea:latan Sumber 

Catatan 
Tara:et Capalan Kebutuhan Dana/ dan Program/ Kea:latan Lokasi 

Tara:et Capalan Kebutuhan Dana/ Paa:u lndlkatlf Pentlnc 
Kiner.fa Dana Kiner.la Paa:u lndlkatlf 

(1) (21 (31 141 151 (61 (7) 181 19\ 110\ 

2,11,03 3 Proa:ra111 PencendaUan Pencemaran dan Penentase pelaksanaan pencendaUan Kab, 100% 404,841,000 100% 
Kerusakan Llna:kuncan Hldup pencemaran dan/ atau keNsakan LH dalam Pasuman 

rancka penurunan beban pencemaran 
dan/atau kerusakan Unckuna:an ludup di 
wllayah kabupaten pasuruan 

2,11,03,2,01 11 Ke9!atan Pencegahan Pencemaran Penentaae pelakaanaan pencea:ahan Kab, 100% 321,456.000 100% 
dan/ atau Keruaakan Llna:kuncan pencemaran dan/ atau keNsakan LH dalam Pasuru.an 
Hldup Kabupaten/ Kota rancka pencendaUan pencemaran dan/atau 

kerusakan yanc LH yang ter.ladl di wllayah 
Kab. Paauruan, 

2.11.03.2.01.01 30 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Persentase pelaksanaan Koordinasi, Kab. 100% 96,757.000 DAU 100% 106.432.700 

dan Pelaksanaan Pencegahan Sinkronisasi dalam rangka Pencegahan Pasuruan Belanja Operasi 96.757,000 DBHCHT 
Pe.ncemaran LH dilaksanakan terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup yang - Belanja Pegawai 
media tanah, air. udara dan laut dilaksanakan Terhadap Media tanah, Air, Udara - Belanja Barang & Jasa 96,757.000 

dan Laut - Belanja Hibah 
Belanja Modal : . 

Belanja Tidak Terduga 
Belanja Transfer 

2,11.03,2,01.02 31 Sub Kegiatan Koordinasi1 Sinkronisasi Per sen tase pelaksanaan Koordinasi, Kab. 100% DAU 100% 
dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Sinkronisasi dalam rangka Pengendalian Emisi Pasuruan Belanja Operasi 
Gas Rumah Kaea, Mitigasi dan Adaptasi Gas Rumah Kaea, Mitigasi dan Adaptasi - Belanja Pegawai 
Perubahan lklim Perubahan !klim - Belanja Barang & Jasa 

- Belanja Hibah 
Belanja Modal 
Belanja Tidak Terduga 
Belanja Transfer : 

2.11.03,2,01.03 32 Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Persentase pelaksanaan uji sampel kualitas Kab. 100% 224,699,000 DAU 100% 247,168.900 

Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota lingkungan yang berkualitas dan terjamin Pasuruan Belanja Operasi 224,699.000 DBHCHT 
mutunya - Belanja Pegawai 

- Belanja Barang & Jasa 224,699,000 
- Belanja Hibah 
Belanja Modal 
Belanja Tidak Terduga 
Belanja Transfer 



Rencana Tahun 2022 Praldraan Maju. Rencana Tabun 2023 

Kode Urusan/ B14anc Urusan Pemerintahan Daerah 
lndikator IUnelja Program/ Ke1iatan Sumber 

Catatan 
Taqet Capalan Kebutuhan Dana/ dan Proa;ram/ Ke1iatan Lokasl 

Ta<1et Cape.Ian Kebutuhan Dana/ Pa11> lndlkatil' Pentlng 
IUnelja Dana Klnelja Pagu lndikatlf 

Ill (2) (31 [41 [51 (61 (71 [81 (91 (IOI 
2.11.03.2.02 12 Ketlatan Penanc1111ancan Persentase pelaksanaan penanc111lancan Kab. 100% 38.07S.OOO 100% 

Pencemaran dan/ atau Kerusakan pencemaran dan/ atau kerusakan LH dalam Paauraan 
Lingkuncan Hidup Kabupaten/ Kota rancka pengendallan pencemaran dan/atau 

keruaakan yanc LH yanc teljadl di wilayah 
Kab. Paau:nan. 

2.11.03.2.02.01 33 Sub Kegiatan Pemberian lnformasi Persentase Pemberian inforrnasi kejadian Kab. 100% 38,075.000 DAU 100% 41.882.500 

Peringatan Pencemaran dan/ atau pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Pasuruan Belanja Operasi : 38.075.000 
Kerusakan Lingkungan Hidup pada yang diberikan kepada pelaku pencemar - Belanja Pegawai 
Masyarakat dan/ atau rnasyarakat terdarnpak. - Belanja Ba.rang & Jasa 38,075.000 

- Belanja Hibah 
Belanja Modal : 
Belanja Tidak Terduga 
Belanja Transfer 

2.1 !.03.2.02.02 34 Sub Kegiatan Pengisolasian Persentase Pengisolasian terhadap area tercemar Kab. 100% DAU 100% -
Pencemaran dan/ a tau Kerusakan / dan atau kerusakan lingkungan yang Pasuruan Belanja Operasi : 
Lingkungan Hidup dilakukan dengan kaidah teknis dan peraturan - Belanja Pegawai -

yang berlaku - Belanja Barang & Jasa 
- Belanja Hibah 
Belanja Modal 
Belanja Tidak Terduga : 
Belanja Transfer : 

2.1 l.03.2.02.03 35 Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran Persentase Penghentian terhadap Kab. 100% DAU 100% -
dan/ atau Kerusakan Lingkungan aktifitas/kegiatan yang menimbulkan dampak Pasuruan Belanja Operasi 
Hidup pencemaran dan/ a tau kerusakan lingkungan - Belanja Pegawai 

yang dilakukan dengan kaidah teknis dan - Belanja Barang & Jasa -
peraturan yang berlaku. - Belanja Hibah 

Belanja Modal -
Belanja Tidak Terduga 
Belanja Transfer : 

2.1) .03.2.03 13 Keclatan Pemulihan Pencemaran Persentase pelaksanaan pemullban 4S,310,000 
dan/ atau Kerusakan Linlkuncan pencemaran dan/ atau kerusakan LH dalam 
Hidup Kabupaten/ Kota rancka pengendallan pencemaran dan/ atau 

keruaakan LH yan1 teljadl di wllayah Kab, 
Pasuna.an 

2.11.03.2.03.01 36 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Persentase pelaksanaan koordinasi dan Kab. 100% DAU 100% . 
Penghentian Sumber Pencernaran sinkronisasi dalam rangka penghentian sumber Pasuruan Belanja Operasi : -

pencemar - Belanja Pegawai 
- Belanja Barang & Jasa 
- Belanja Hibah 
Belanja Modal 
Belanja Tidak Terduga 
Belanja Transfer 

2.11.03.2.03.02 37 Sub Kegiatan Koordinasi. Sinkronisasi Persentase pelaksanaan koordinasi dan Kab. 100% DAU 100% 

dan Pembersihan Unsur Pencemar sinkronisasi dalam rangka pembersihan unsur Pasuruan Belanja Operasi : 
pencemar - Belanja Pegawai -

- Belanja Barang & Jasa 
- Belan ja Hibah 
Belanja Modal : 
Belanja Tidak Terduga 
Belanja Transfer : 



Rencana Tahun 2022 Praldraan MI\IU Rencana Tahun 2023 

Kode Urusan/ Bidang Uzusan Petnerintahan Daerah 
lndlkator Kinerja Pro1ram/ Kea;latan Tara;et Capalan Sumber 

Catatan 
Tara;et Capalan Kebutuhan Dana/ 4an Proa;ram/ Kea;latan Lokasl Kinerja 

Kebutuhan Dana/ Paa;u Indlkatlf 
Dana 

Pentlna; 
Kinerja Paa;u Indlkatlf 

fl l (21 131 141 151 16) 171 181 191 1101 
2.11.03.2.03.03 38 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Persentase pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi Kab. 100% DAU 100% 

dan Pelaksanaan Remediasi dan pelak.sanaan remediasi Pasuruan Belanja Operasi : 
- Belanja Pegawai 
- Belanja Barang & Jasa 
- Belanja Hibah 
Belanja Modal 
Belanja Tidak Terduga : 
Belanja Transfer : -

2.11.03.2.03.04 39 Sub Kegiatan Koordinasi .. Sinkronisasi Persentase pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi Kab. 100% 45.310.000 DAU 100% 49.841.000 

dan Pelaksanaan Rehabilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi Pasuruan Belanja Operasi 45.310.000 
~ Belanja Pegawai 
- Belanja Barang & Jasa 45.310.000 
- Belanja Hibah -
Belanja Modal : 
Belanja Tidak Terduga : 
Belania Transfer : -

2.11.03.2.03.05 40 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Persentase pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi Kab. 100% DAU 100% 
dan Pelaksanaan Restorasi dan pelaksanaan restorasi Pasuruan Belanja Operasi 

- Belanja Pegawai 
- Belanja Barang & Jasa 
- Belanja Hibah 
Belanja Modal 
Belanja Tidak Terduga 
Belanja Transfer : 

2,11,04 4 Proa;ram Pen1elolaan Keanekara1arnan Peraentase Pena;elolaan Keanekara1arnan Kab, 100% 1141,018,000 100"/4 
Hayatl (KEHATI) Hayatl dalam rangka men,famln kelestarian Pasu.man 

kekayaan keanekaragaman Jeni• rnakhluk 
hldup di Kabupaten Pasunian 

2,11,04,2,01 14 Ke1latan Pengelolaan Persentase pelaksanaan Pen1elolaan Kab, 100"/4 1541.018,000 100"/4 
Keanekara1arnan Hayatl Kabupaten/ Keanekara1arnan Hayatl dalam rana;ka Pasuruan 
Kota Penln1katan Kopedullan Upaya Pelestarlan 

Keanokara1arnan Hayatl di wllayah Kab, 
Pasu.suan. 

2.11.04.2.01.01 41 Sub Kegiatan Penyusunan dan Persentase penyusunan dokumen profil Kab. 100% DAU 100% 
Penetapan Rencana Pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupeten Pasuruan Pasuruan Belanja Operasi : 
Keanekaragaman Hayati - Belanja Pegawai 

- Belanja Barang & Jasa 
- Belanja Hibah 
Belanja Modal 
Belanja Tidak Terduga 
Belania Transfer : 

2.11.04.2.01.04 42 Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Persentase pelaksanaan pengelolaan Ruang Kab. 100% 541.018.000 DAU 100% 595.119.800 

Terbuka Hijau (RTH) Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kabupaten Pasuruan Belanja Operasi 41.018.000 
Pasuruan - Belanja Pegawai 

- Belanja Barang & Jasa 41.018.000 
- Belanja Hibah 
Belanja Modal 500.000.000 
Belanja Tidak Terduga : -
Belania Transfer : 



Rencana Tahun 2022 Praklraan Maju Rencana Tahun 2023 

Kode Urusan/ B14an1 Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinel'ja Program/ Keglatan Target Capaian 
Catatan 

Target Capalan Kebutuhan Dana/ 4an Program/ Ke1iatan Loka■i S:ebutuhan Dana/ Pa1u Indlkatff Sumber Pentinl 
Kinel'ja Dana Klnel'ja Pa1u Indikatlf 

Ill {21 {31 {4\ 15\ 16\ 17\ 18\ 191 110\ 

2.11.05 5 Pro1ra111 Pencendallan Bahan Berbahaya Peraenta■e pelaksanaan peqendallan B3 dan 100"/4 6.680.000 100"/o 
dan Berocun (B3) dan Llmbah Bahan Lim.bah B3 dalam ranska penurunan beban 
Berbahaya dan Beracun (Llmbah B3) pencemaran LH 

2.11.05.2.01 15 Keclatan Penylmpanan Sementara Per■entase pemblnaan dan faaillta■I kebijakan 100"/o 6.680.000 100"/o 
Limbah B3 pemerintah dalam hal penylmpanan llmbah 

B3 dalam rancka pensendallan B3 dan llmbah 
B3 

2.11.05,2.01.01 43 Sub Kegiatan F'asilitasi Pemenuhan Persentase pelaksanaan fasilitasi pemenuhan Kab. 100% 1.840,000 DAU 100% 2.024,000 

Kornitrnen Izin Penyimpanan Sementara komitmen izin penyimpanan sementara Limbah Pasuruan Belanja Operasi 1,840,000 
Limbah B3 Dilaksanakan melalui B3 melalui Sistem Pelayanan Perizinan • Belanja Pegawai 
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Berusaha Terintegrasi secara Elektronik • Belanja Barang & Jasa 1.840.000 
Terintegrasi secara Elektronik · Belanja Hibah 

Belanja Modal 
Belanja Tidak Terduga : 
Belanja Transfer 

2.11.05.2.01.02 44 Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan Persentase pelaksanaan verifikasi lapangan Kab. 100% 4,840,000 DAU 100% 5,324.000 
untuk Memastikan Pemenuhan untuk memastikan pemenuhan persayaratan Pasuruan Belanja Operasi : 4,840,000 
Persyarat.an Adminiitrasi clan Teknis administrasi dan teknis penyimpanan sementara • Belanja Pegawai 
Penyimpanan Sementara Limbah B3 limbah B3 • Belanja Barang & Jasa 4,840,000 

· Belanja Hibah 
Belanja Modal 
Belanja Tidak Terduga 
Belanja Transfer 

2.11.06 6 Pro1ram Pembinaan dan Pensawasan Peraentase pemblnaan dan/ atau pensawaaan 100"/4 19.280.000 100"/4 
Terhadap I•ln Llftlkuqan dan Izin pada penans11un&Jawab usaha dan/ atau 
Perllnd.111111an dan Penselolaan ke11latan terkait ketaatannya dalam 
Linlku1111an Hidup (PPLH) penselolaan llftlkunsan dalam rancka 

menlftlkatkan kualltH LH 

2.11.06.2.01 17 Keglatan Pemblnaan dan Pensawasan Per■enta■e pembinaan dan/ atau pensawaaan 100"/4 19.280.000 100"/4 
Terhadap Usaha dan/ atau Ke1iatan pada usaha dan/ atau keglatan yan1 memilikl 
ya111 lzin Llfflkuftlan dan Iain PPLH lzln lln1kuncan dan !sin PPLH yanc 
dlterbtkan oleh Pemerintah Daerah dlterbitkan oleh Pemkab Pasuruan dalam 
Kabupaten/ Kota rancka men1n1katkan ketaatan dalam 

pengelolaan lln1kunsan 

2.11.06.2,01.01 45 Sub Kegiatan F'asilitasi Pemenuhan Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang merniliki 20 keg/ usaha DAU 100% 
Ketentuan dan Kewajiban Izin izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Belanja Operasi 
Lingkungan dan/ atau Izin PPLH Pemkab yang diawasi dan/ atau dibina - Belanja Pegawai 

- Belanja S,,.rang & Jasa 

• Belanja Hibah 

Belanja Modal : 

Belanja Tidak Terduga : 
Belanja Transfer : 
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Kode Urusan/ Bidanc Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program/ Keciatan Taqet Capaian Sumber 
Catatan 

Tarcot Capaian Kobutuhan Dana/ dan Procram/ Kociatan Lokasi Kinerja 
Kebutuhan Dana/ Pap Indikatil" 

Dana 
Pontin&: 

Kine1ja Pap Indikatif 

Ill 121 131 {4) 151 16) {7) {8) {9) {101 
2.11.06.2.01.02 46 Sub Kegiatan Pengetnbangan Kapasitas Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas Kab. 100% 4,603,000 DAU 100% 5.063.300 

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Pasurua11 Elelanja Operasi : 4,603.000 

- Elelanja Pegawai 
- Belanja Barang & Jasa 4,603.000 

- Belanja Hibah 

Belanja Modal 

Belanja Tidak Terduga : -
Belanja Transfer -

2.11.06.2.01.03 47 Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/ Jumlah perusahaan yang telah dilakukan Kab. 8 perusahaan 9,973,000 DAU 100% 10,970.300 

atau Kegiatan yg Izin LH, lzin PPLH yg tindak lanjut berupa pembinaan dan/ atau Pasuruan Belanja Operasi 9,973.000 
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah penegakan hukum berdasarkan hasil - Belanja Pegawai -
Kabupaten/ Kota pengawasan - Belanja Barang & Jasa 9,973,000 

- Belanja Hibah 

Belanja Modal -
Belanja Tidak Terduga : 

Belanja Transfer : 
2.11.06.2.01.04 4B Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah laporan tindak lanjut pengawasan Kab. 8 laporan 4,704,000 DAU 100% 5.174.400 

Sinkronisasi Pengawasan dan terhadap pembinaan dan/ atau penegakan Pasuruan Belanja Operasi 4,704,000 
Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana hukum 

- Belanja Pegawai 
PPLH 

- Belanja Barang & Jasa 4,704.000 

- Belanja Hibah 

Belanja Modal 

Belanja Tidak Terduga 

Belanja Transfer -

2.11.07 7 Procram Pencakuan Keberadaaan Persentase pelaksanaan pencakuan 100"/o 100% 
Maayarakat Hukum Ad!lt (MHA), Kearifan keboradaan MHA, koarifan lokal, poncetahuan 
Lokal <Ian Hak MHA yang Terkalt dencan tradlalonal dan hak MHA yanc terkait deqan 
PPLH PPLH dalam rancka meninckatkan kualitaa 

liqkuqan hidup di Kab. Paauruan 

2.11.01.2.01 18 Ke.Iatan Peqakuan MHA, Kearifan Persentase pelakaanaan keciatan poncakuan 100"/o 100"/o 
Lokal, Pencetahuan Tradislonal, dan MHA, kearifan lokal, peqetahuan tradlalonal 
Hak MHA yaq torkait dencan PPLH dan hak MBA ysna: torkait doqan PPLH 

2.11.07.2.01.01 49 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi, Kab. 100% DAU 100% 
Penyediaan Data dan Informasi sinkronisasi, penyediaan data dan informasi Pasuruan Belanja Operasi : 
Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal - Belanja Pegawai 
Lokal atau Pengetahuan Tradisional atau pengetahuan tradisional dan hak MHA - Belanja Barang & ,Jasa 
dan Hak MHA yang terkait dengan yang terkait dengan PPLH - Belanja Hibah 
PPLH Belanja Modal 

Belanja Tidak Terduga 
Belania Transfer : 
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Kocle 
Umaan/ B14anc Umaan Pemerintahan Daerah Indlkator Kinerja Program/ Ke1latan Target CapaJan Sumber 

Catatan 
Target Capalan Kebutuhan Dana/ dan Pro1ram/ Ke1latan Lokasl Kinerja 

Kebutuhan Dana/ Pap lndlkatlf 
Dana 

Pentinc 
Klnerja Pap Incllkatlf 

fl\ /2\ /3\ /41 /5\ [6\ /71 /8\ f9l f!Ol 

2.11.os 8 Pro1ram Penlngkatan Penclldlkan, Persentase penlngkatan pendldlkan, 100°/o 26,169.000 100°/o 
Pelatihan clan Penyuluhan Lln1kuncan pelat!han clan penyuluhan LH untuk 
Hlclup untuk Masyarakat masyarakat 

2.11.os.2.01 19 Ke.Iatan Penyelene;1araan Persentase penyelen11araan pencllcllkan, 100% 26,169.000 100% 
Penclldlkan, Pelatlhan clan pelat!han clan penyuluhan LH untuk 
Pellfllluhan LH untuk Lembaa:a masyarakat 
Kemasyarakatan Tinckat Daerah 
Kabupaten/ Kota 

2.11.08.2.01.01 50 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina Kab. l lembaga DAU 100% 

dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pasuruan Belanja Operasi : 
Bidang LH untuk Lembaga - Belanja Pegawai 
Kem.asyarakata.n - Belanja Barang & Jasa -

- Belanja Hibah 
Belanja Modal 
Belanja Tidak Terduga -
Belania Transfer : 

2.11.os.2.01.02 51 Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Persentase tekolah yang dihina Kab. 16 sekolah :,l6.169,000 DAU 100% 28,785,900 

Peduli Lingkungan llidup Pasuruan Belanja Operasi 26,169,000 
- Belanja Pegawai 
- Belanja Barang & Jasa 26,169,000 

- Belanja Hibah 
Belanja Modal : 
Belanja Tidak Terduga 
Belanja Transfer : 

2.11.08.2.01.03 52 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Persentase penyelenggaraan penyuluhan dan Kab. 100% DAU 100% 

Penyuluhan dan Kampanye kampanye lingkungan hidup Pasuruan Belanja Operasi 
Lingkungan Hidup - Belanja Pegawai 

- Belanja Barang & Jasa -
- Belanja Hibah -
Belanja Modal : 
Belanja Tidak Terduga 
Belania Transfer 

2.11.09 9 Program Penchargaan Lqkungan Hldup Persentase pemberlan penghargaan LH untuk 100% 38.357.000 100°/o 
untuk llasyarakat masyarakat 

2.11,09,2.01 20 Ke.Iatan Pemberlan Pen1hargaan LH Persentase pelaksanaan pemberlan 100% 38,357,000 100% 
Tiqkat Daerah Kabupaten/ Kota penchargaan LH tlngkat kabupaten 

2.1 J.09.2.01.01 5~~ Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Jumlah kegiatan penilaian pengelolaan Kab. 1 kegiatan 38,357,000 DAU 100% 42.192,700 

Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ lingkungan Pasuruan Belanja Operasi : 38,357,000 

Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ - Belanja Pegawai 
Filantropi dalam Perlindungan dan - Belanja Barang & Jasa 38,357,000 

Pengelolaan LH - Belanja Hibah 
Belanja Modal 
Belanja Tidak Terduga 
Belanja Transfer : -
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Kocle 
Uruu.n/ Bldang Uruu.n Pemerintahan Daerah Inclikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Capaian Sumber 

Catatan 
Taqet Capaian Kebutuhan Dana/ dan Program/ Kegiatan Lokaai Klnerja 

Jtebutuhan Da1111/ Pagu. InclikatJf 
Dana 

Pentlng 
Klnerja Pagu. lncllkatif 

m (2) (3) 14) (5) (6) {7} 18} {9} rl01 

2.11.10 10 Program Penanganan Pengacluan Peraentase pelaku.naan penanganan 80% 12,977.000 80% 
Lln1ku111an Hlclup pen1acluan LH 

2.11.10.2.01 21 Keglatan Penyelesaian Pengacluan Penentaae penyeleaalan pencacluan 80% 12,977,000 800/4 
Ma1yarakat ell Blclanc Perlincluncan maayarakat terhaclap PPLH ell Kab. Pasuruan 
clan Pencelolaan Llngkun1an Hlclup 
(PPLKl Kabupaten/ Kota 

2.1 l.10.2.01.01 54 Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Jumlah pengaduan masyarakat yang Kab. 3 kasus 1,l.977.000 DAU 80% 14.274.700 

Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ diselesaikan Pasuruan Belanja Operasi : 12,977.000 
Kota • Belanja Pegawai . 

• Belanja Barang & Jasa 12.977.000 
• Belanja Hibah 
Belanja Modal : . 
Belanja Tidak Terduga : . 
Belanja Transfer . 

2.11.10.2.01.02 55 Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah pengaduan masyarakat yang Kab. 4 kasus DAU 80% . 
Sinkronisasi Penerapan Sanksi diselesaikan Pasuruan Belanja Operasi 
Adrninistrasi, Penyelesaian Sengketa, . Belanja Pegawai 
dan/ atau Penyidikan LH di Luar • Belanja Barang & Jasa 
Pengadilan atau melalui Pengadilan 

- Belanja Hibah 

Belanja Modal : 

Belanja Tidak Terduga : 

Belanja Transfer : 

2.11.11 11 Pro1ra111 Pencelolaan Peraampahan Peraentase tlmbulan aampah yanc terkelola 1000/o 2.157,348.000 1000/o 
clencan baik clan berwawaun linlkuftlan 
clalam ran1ka penlnlkatan kualita11 LH 

2,11.11.2.01 22 Keglatan Pengelolaan Sampah Peraentaae pencelolaan aampah clengan 1000/4 2,157,348.000 1000/4 
menltikberatkan pacla pelakaanaan 
pengurangan clan penanganan u.mpah 

2.11.11.2.01.02 56 Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Tersedianya dok. rencana, kebijakan, strategi Kab. 100% DAU 100% 
dan Strategi Daerah Pengelolaan dan teknis sistem pengelolaan persampahan on- Pasuruan Belanja Operasi 
Sampah Kabupaten/Kota site berdasarkan potensi desa/kelurahan di - Belanja Pegawai 

Kabupaten Pasuruan - Belanja Barang & Jasa 

• Belanja Hibah 

Belanja Modal . 

Belanja Tidak Terduga : . 

Belanja Transfer : . 
2.11.11.2.01.02 56 Sub Keglatan Pengurangan Sampah Jumlah san1pah yang terkurangi Kab. 320 ton 1. 104.000 DAU 100% 1.214.400 

dengan melakukan Pembatasan, Pasuruan Belanja Operasi 1.104.000 
Pendauran Ulang dan Pemanfaatan - Belanja Pegawai 
Kembali • Belanja Barang & Jasa 1. 104.000 

- Belanja Hibah 

Belanja Modal : 
Belanja Tidal< Terduga . 

Belania Transfer . 
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Kode UNaan/ Bidaq UNaan Pemerintahan Daorah 
lncllkator Klnerja Program/ Keglatan Target Capaian Sumber 

Cetatan 
Target Capaian Kebutuhan Dana/ dan Program/ Kegiatan Lokaal Klnerja 

Kebutuhan Dana/ Pagu lndikatif 
Dana 

Penting 
Kinerja Pagu lndlkatlf 

fl) f2l f31 f4\ f51 f61 [7} (8} 19\ 110} 
2.11.11.2.01.03 57 Sub Kegiatan Penanganan Sampah Jumlah sampah yang tertangani Kab. 960 ton 2.099,794,000 DAU 100% 2.309,773.400 

dengan Melakukan Pemilahan, Pasuruan Belanja Operasi 99,794.000 DAK 
Pengumpulan, Pengangkutan, - Belanja Pegawai 
Pengolahan dan Pemrosesan Akhir - Belanja Barang & Jasa 99,794.000 
Sampah di TPA/ TPST/ SPA - Belanja Hibah -
Kabupaten/ Kata 

Belanja Modal 2.000.000.000 
Belanja Tidak Te-rduga : -
Belanja Transfer : -

2.11.11.2.01.04 58 Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Jumlah bank sampah yang terbentuk Kab. 275 lembaga 5.530,000 DAU 100% 6.083,000 
Ma,yarakat dalam Pengelolaan Pasuruan Belanja Operasi 5,530,000 
Persampahan - Belanja Pegawai 

- Belanja Barang & Jasa 5.530,000 
- Belanja Hibah 
Belanja Modal 
Belanja Tidak Terduga : 
Belanja Transfer 

2.11.11.2.01.05 59 Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Kab. 24 kali 9,l0.000 DAU 100% 1.012.000 
Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan penyediaan sarpras pengelolaan persampahan Pasuruan Belanja Operasi 920.000 
Sarana Pengelolaan Persampahan 

- Belanja Pegawai 
- Belanja Barang & Jasa 920.000 
- Belanja Hibah 
Belanja Modal 
Belanja Tidak Tercluga 
Belanja Transfer 

2.11.11.2.0l.06 60 Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakam Persentase pelaksanaan penyusunan kebijakan Kab. 100% DAU 100% -
Kerjasama Pengelolaan Persampahan kerjasama pengelolaan persampahan Pasuruan Belanja Operasi -

- Belanja Pegawai -
- Belanja Barang & Jasa 
- Belanja Hibah 
Belanja Modal 
Belanja Tidak T"rcluga : 
Belanja Transfer 

2.11.11.2.01.07 61 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Jumlah penyediaan sarana dan prasarana Kab. l unit 50.000.000 DAU 100% 55.000,000 
Prasarana Pengelolaan Persampahan di pengelolaan persampahan di TPA/ TPST/ SPA Pasuruan Belanja Operasi 
TPA/ TPST / SPA Kab, Pasuruan - Belanja Pegawai 

- Belanja Barang & Jasa -
- Belanja Hibah 
Belanja Modal : 50.000.000 
Belanja Tidak Terduga : 
Belanja Transfer : -
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Kode 
Uruaan/ Bidanc Urusan Pemerintahan Daerah 

Indlkator Klnerja Pro11ram/ Ke11iatan 
Catatan 

Kebutuhan Dana/ 
dan Pro11ram/ Ke11iatan Lokan 

Target Capalan Kebutuhan Dana/ Paga Indlkatlf Sumber Pent1n11 Target Capalan 
Klnerja Dana Klne'ila Paga Indlkatlf 

111 121 (31 (41 (51 (61 (71 (81 f9l rJ0l 

2.11.11.2.02 23 Kealatan Penerbltan Izin Peraentase pelaksanaan penerbltan 100% . 100% 
Pendaurulan11an Sampah/ rekomendasi teknla ke11iatan usaha/ lndulltri 
Pengelolaan Sampah, Pencantkutan YII beqerak di pendaurulaqan sampah/ 
Sampah dan Pemrosesan Akhlr peqelolaa11 sampah, peqanckutan sampah 
Sampah YII Dlaeleng11arakan oleh dan pemroaesan akhlr sampah yang 
Swaata dlaeleng11arakan oleh swaata 

2.1 l.l 1.2.02.01 62 Sub Kegiatan Pelayanan Perizinan Jumlah izin/ rekomtek pengelolaan sampah Kab. 25ijin . DAU 100% -
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Pasuruan Belanja Operasi 

- Belanja Pegawai . 
- Belanja Barang & Jasa . 

• Belanja Hibah 
Belanja Modal : 
Belanja Tidak Terduga : . 

Belania Transfer : 

Belanja Operasi : 10,867,414,762 
- Belanja Pegawai 8.387.181.000 
• Belanja Barang & Jasa 2.480,233,762 
- Belanja Hibah 
Belanja Modal : 2.558.000.000 
Belanja Tidak Terduga : . 

Belanja Transfer : . 

Total BelanJa PD : 13.425.414. 762,00 



BAB IV 
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

Penyusunan Renja berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) 
OPD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang 
merupakan dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2022 sebagai 
acuan bagi OPD yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. 
Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis 
berdasarkan isu-isu strategis dengan skala prioritas dalam 
pelaksanaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan 
Hidup yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Bagi 
satuan kerja pelaksana program, RKPD Tahun 2022 ditindaklanjuti dengan 
menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun 
kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2022 yang dalam pelaksanaannya 
dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya 
anggaran. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 
Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan 
disajikan pada Tabel berikut. 



Tabel 4.1 
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 

PROGRAM KEGIATAlf SUB KEGIATAN MASUKAN (input} KELUARAN (output} KelompokSaaaran 
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Perencanaan,Penganggaran,dan Penyusunan Dokumen Jumlah dana 4.221.000 Jumlah dokumen perencanaan 3 dokumen Administrasi perkantoran 
PEMERINTAHAN DAERAH Evaiuasi Kinerja Perangkat Perencanaan Perangkat Daerah perangkat daerah 
KABUPATEN/ KOTA Daerah 

Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dana 844.000 Jumlah dokumen RKA yang 1 dokumen Administrasi perkantoran 
Dokumen RKA-SKPD sesuai dengan ketentuan 
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dana 844.000 Jumlah dokumen perubahan 1 dokumen Administrasi perkantoran 
Dokumen Perubahan RKA-SKPD RKA yang sesuai dengan 

ketentuan 
Koordinasi dan Penyusunan DPA- Jumlahdana 844.000 Jumlah dokumen DPA SKPD 1 dokumen Administrasi perkantoran 
SKPD yang sesuai dengan ketentuan 

Koordinasi dan Penyusunan Jumlahdana 844.000 Jumlah dokumen Perubahan 1 dokumen Administrasi perkantoran 
Perubahan DPA-SKPD DPA yang sesuai dengan 

ketentuan 
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dana 844.000 Jumlah laporan capaian kinerja 1 dokumen Administrasi perkantoran 
Laporan Capaian Kinerja dan dan ikhtisar reaiisasi kinerja 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah dana 853.000 Jumlah laporan evaluasi 1 dokumen Administrasi perkantoran 
Daerah perangkat daerah 

Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlahdana 8.387.181.000 Jumlah pembayaran gaji dan 92 org-bln Aparatur DLH 
Perangkat Daerah ASN tunjangan ASN 

Penyediaan Administrasi Jumlah dana 1.339.313.762 Jumlah pembayaran jasa petugas 51 org-bln Aparatur DLH 
Pelaksanaan Tugas ASN penunjang kegiatan kantor / 
Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah dana 1.000.000 Jumlah laporan akuntansi SKPD 1 dokumen Administrasi perkantoran 
Akuntansi SKPD 
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dana 1.000.000 Jumlah laporan keuangan 18 dokumen Administrasi perkantoran 
Laporan Keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran 
Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD 
SKPD 

Administrasi Barang Milik Daerah Pengamanan Barang Milik Jumlah dana 3.070.000 Jumlah barang milik daerah 6 unit Sarana dan prasarana 
pada Perangkat Daerah Daerah SKPD SKPD yang diasuransikan kantor 



PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN MASUKAl'I (input} KELUARAl'I (output} Kelompok Sasaran 
Administrasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Jumlah dana 3.838.000 Jumlah aparatur yang mengikuti 5 orang Aparatur DLH 
Perangkat Daerah Pegawai Berdasarkan Tugas dan pendidikan dan pelatihan 

Fungsi 
Administrasi Umum Perangkat Penyediaan Peralatan dan Jumlah dana 8.000.000 Jenis peralatan dan 9 jenis Sarana dan prasarana 
Daerah Perlenlrlcaoan Kantor lperlenlZkaoan kantor kantor 

Penyediaan Bahan Logistik Jumlah dana 6.280.000 Jenis penyediaan bahan logistik 26jenis Sarana dan prasarana 
Kantor kantor kantor 
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah dana 3.695.000 Jenis penyediaan barang cetakan l0jenis Sarana dan prasarana 
Penggandaan dan pene:e:andaan kantor 
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah dana 1.000.000 Jumlah kunjungan tamu yang 266 org Sarana dan prasarana 

terfasilitasi kantor 
Penyelenggaraan Rapat Jumlah dana 32.339.000 Jumlah laporan rapat koordinasi 20 laporan Aparatur DLH 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan konsultasi yang dilakukan 

SKPD 
Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Mebel Jumlah dana 838.000 Jumlah pengadaan mebel 1 unit Sarana dan prasarana 
Penunjang Urusan Pemerintah kantor 
Daerah 
Penyediaan Jasa Penunjang Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah dana 270.000.000 Jumlah pembayaran telepon, air 40 rekening Sarana dan prasarana 
Urusan Pemerintahan Daerah Sumber Daya Air dan Listrik dan internet selama 12 bulan kantor 

Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah dana 15.275.000 Jumlah penyediaan jasa 25 org/bln Sarana dan prasarana 
Umum Kantor pelayanan umum kantor kantor 

Pemeliharaan Barang Milik Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlahdana 43.025.000 Jumlah penyediaan jasa 6 unit Sarana dan prasarana 
Daerah Penunjang Urusan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan pemeliharan, biaya pemeliharaan, kantor 
Pemerintahan Daerah Perizinan Kendaraan Dinas pajak, dan perizinan kendaraan 

Operasional atau Lapangan dinas/ operasional 

Pemeliharaan Mebel Jumlah dana 918.000 Jumlah mebel yang dipe!ihara 37 unit Sarana dan prasarana 
kantor 

Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah dana 3.686.000 Jumlah pemeliharaan peralatan 5 unit Sarana dan prasarana 
Mesin Lainnya dan mesin lainnva kantor 
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Jumlah dana 4.675.000 Jumlah pemeliharaan gedung 1 unit Sarana dan prasarana 
Gedung Kantor dan Bangunan kantor dan bangunan lainnya kantor 
Lainnya 

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Jumlah dana 6.837.000 Jumlah 1 unit Sarana dan prasarana 
Sarana dan Prasarana Gedung pemeliharaan / rehabilitasi kantor 
Kantor atau Bangunan Lainnya sarpras gedung kantor atau 

bangunan lainnya 



PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAl'I MASUKAN (input} KELUARAl'I (output} Kelompok Sasaran 
PROGRAM PERENCANMN Rencana Perlindungan dan Penyusunan dan Penetapan Jumlah dana 57.535.000 Persentase penyusunan 100% Masyarakat di Kab. 
LJNGKUNGAN HIDUP Pengelolaan Lingkungan Hidup RPPLH Kabupaten/Kota dokumen/instrumen tolok ukur Pasuruan 

(RPPLH) Kabupaten/Kota perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup terkait dengan 
Rencana Pembangunan 

Pengendalian Pelaksanaan Jumlah dana 12.274.000 Persentase penyusunan 100% Masyarakat di Kab. 
RPPLH Kabupaten/Kota dokumen/instrumen pencegahan Pasuruan 

pencemaran dan/kerusakan 
lingkungan hidup dalam rangka 
RPPLH Kabupaten yang tersusun 
sesuai dengan kaidah teknis dan 
ketentuan peraturan yang 
berlaku 

Penyelenggaraan Kajian Pembuatan dan Pelaksanaan Jumlah dana 7.671.000 Jumlah dokumen validasi KLHS 1 dokumen Masyarakat di Kab. 
Lingkungan Hidup Strategis KLHS Rencana Tata Ruang Rencana Tata Ruang Pasuruan 
(KLHS) Kabupaten/Kota 

PROGRAM PENGENDALIAN Pencegahan Pencemaran Koordinasi, Sinkronisasi, dan Jumlah dana 96.757.000 Persentase pelaksanaan 100% Pelaku usaha/ kegiatan di 
PENCEMARAN DAN/ATAU dan/atau Kerusakan Lingkungan Pelaksanaan Pencegahan Koordinasi, Sinkronisasi dalam Kab. Pasuruan 
KERUSAKAN LINGKUNGAN Hidup Kabupaten/Kota Pencemaran Lingkungan Hidup rangka Pencegahan Pencemaran 
HIDUP Dilaksanakan terhadap Media Lingkungan Hidup yang 

Tanah, Air, Udara, dan Laut dilaksanakan Terhadap Media 
tanah, Air, Udara dan Laut 

Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah dana - Persentase pelaksanaan 100% Masyarakat desa proklim 
Pelaksanaan Pengendalian Emisi Koordinasi, Sinkronisasi dalam di Kab. Pasuruan 
Gas Rumah Kaea, Mitigasi dan rangka Pengendalian Emisi Gas 
Adaptasi Peru bahan Iklim Rumah Kaea, Mitigasi dan 

Adaptasi Peru bahan Iklim 

Pengelolaan Laboratorium Jumlah dana 224.699.000 Persentase pelaksanaan uji 100% Pelaku usaha/ kegiatan di 
Lingkungan Hidup sampel kualitas lingkungan yang Kab. Pasuruan 
Kabupaten/ Kota berkualitas dan terjamin 

mutunya 



PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN MASUKAN (input} KELUARAN (output} Kelompok Sasanm 
Penanggulangan Pencemaran Pemberian Informasi Peringatan Jumlah dana 38.075.000 Persentase Pemberian informasi 100% Pelaku usaha/ kegiatan di 
dan/atau Kerusakan Llngkungan Pencemaran dan/atau Kerusakan kejadian pencemaran dan/atau Kab. Pasuruan 
Hidup Kabupaten/Kota Lingkungan Hidup pada kerusakan lingkungan yang 

Masyarakat diberikan kepada pelaku 
pencemar dan/atau masyarakat 
terdampak 

Pengisolasian Pencemaran Jumlah dana - Persentase Pengisolasian 100% Pelaku usaha/ kegiatan di 
dan/atau Kerusakan Llngkungan terhadap area tercemar / dan Kab. Pasuruan 
Hidup atau kerusakan lingkungan yang 

dilakukan dengan kaidah teknis 
dan peraturan yang berlaku 

Penghentian Pencemaran Jumlah dana - Persentase Penghentian terhadap 100% Pelaku usaha/ kegiatan di 
dan/ atau Kerusakan Llngkungan aktifitas/kegiatan yang Kab. Pasuruan 
Hidup menimbulkan dampak 

pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan yang dilakukan 
dengan kaidah teknis dan 
peraturan yang berlaku. 

Pemulihan Pencemaran dan/atau Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah dana - Persentase pelaksanaan 100% Lahan kritis di Kab. 
Kerusakan Llngkungan Hidup Penghentian Sumber Pencemaran koordinasi dan sinkronisasi Pasuruan 
Kabupaten/Kota dalam rangka penghentian 

sumber pencemar 

Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah dana - Persentase pelaksanaan 100% Lahan kritis di Kab. 
Pembersihan Unsur Pencemar koordinasi dan sinkronisasi Pasuruan 

dalam rangka pembersihan 
unsur pencemar 

Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah dana - Persentase pelaksanaan 100% Masyarakat sekitar lahan 
Pelaksanaan Remediasi koordinasi, sinkronisasi dan kritis di Kab. Pasuruan 

pelaksanaan remediasi 
Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah dana 45.310.000 Persentase pelaksanaan 100% Masyarakat sekitar lahan 
Pelaksanaan Rehabilitasi koordinasi, sinkronisasi dan kritis di Kab. Pasuruan 

pelaksanaan rehabilitasi 
Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah dana - Persentase pelaksanaan 100% Masyarakat sekitar lahan 
Pelaksanaan Restorasi koordinasi, sinkronisasi dan kritis di Kab. Pasuruan 

pelaksanaan restorasi 
PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Keanekaragaman Penyusunan dan Penetapan Jumlah dana - Persentase penyusunan dokumen 100% DLH Kab. Pasuruan 
KEANEKARAGAMAN HAYATI Hayati Kabupaten/Kota Rencana Pengelolaan profil keanekaragaman hayati 
(KEHATI) Keanekaragaman Hayati Kabupeten Pasuruan 

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Jumlah dana 541.018.000 Persentase pelaksanaan 100% RTH publik wilayah 
(RTH) pengelolaan Ruang Terbuka Hijau perkotaan di Kab. 

(RTH) di wilayah Kabupaten Pasuruan 
Pasuruan 



PROGRAM KEGIATAlf SUB KEGIATAN MASUKAN (input} KELUARAN (output} Kelompok Sa.saran 
PROGRAM PENGENDALIAN Penyimpanan Sementara Limbah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Jumlah dana 1.840.000 Persentase pelaksanaan fasilitasi 100% Pelaku usaha/ kegiatan di 
BAHAN BERBAHAYA DAN B3 Izin Penyimpanan Sementara pemenuhan komitmen izin Kab. Pasuruan 
BERACUN (B3) DAN LIMBAH Limbah B3 Dilaksanakan melalui penyimpanan sementara Limbah 
BAHAN BERBAHAYA DAN Sistem Pelayanan Perizinan B3 melalui Sistem Pelayanan 
BERACUN (LIMBAH B3) Berusaha Terintegrasi secara Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Elektronik secara Elektronik 

Verifikasi Lapangan untuk Jumlah dana 4.840.000 Persentase pelaksanaan verifikasi 100% Pelaku usaha/ kegiatan di 
Memastikan Pemenuhan lapangan untuk memastikan Kab. Pasuruan 
Persyaratan Administrasi dan pemenuhan persayaratan 
Teknis Penyimpanan Sementara administrasi dan teknis 
Limbah B3 penyimpanan sementara limbah 

B3 

PROGRAM PEMBINAAN DAN Pembinaan dan Pengawasan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Jumlah dana - Jumlah usaha dan/ atau 100% Pelaku usaha/ kegiatan di 
PENGAWASAN TERHADAP IZIN Terhadap Usaha dan/atau dan Kewajiban Izin Lingkungan kegiatan yang memiliki izin Kab. Pasuruan 
LINGKUNGAN DAN !ZIN Kegiatan yang Izin Lingkungan dan / atau Izin PPLH lingkungan dan izin PPLH 
PERLINDUNGAN DAN dan Izin PPLH diterbitkan oleh diterbitkan oleh Pemkab yang 
PENGELOLAAN LINGKUNGAN Pemerintah Daerah diawasi dan/ atau dibina 
HIDUP (PPLH) Kabupaten /Kota Pengembangan Kapasitas Pejabat Jumlah dana 4.603.000 Persentase pelaksanaan 100% DLHKab.Pasuruan 

Pengawas Lingkungan Hidup peningkatan kapasitas Pejabat 
Pengawas Lingkungan Hidup 

Pengawasan Usaha dan/atau Jumlah dana 9.973.000 Jumlah perusahaan yang telah 8 perusahaan Pelaku usaha/ kegiatan di 
Kegiatan yang lzin Lingkungan dilakukan tindak lanjut berupa Kab. Pasuruan 
Hidup, lzin PPLH yang pembinaan dan/ atau penegakan 
Diterbitkan oleh Pemerintah hukum berdasarkan hasil 
Daerah Kabupaten/Kota pengawasan 

Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah dana 4.704.000 Jumlah laporan tindak lanjut 8 laporan Pelaku usaha/ kegiatan di 
Pengawasan dan Penerapan pengawasan terhadap pembinaan Kab. Pasuruan 
Sanksi Upaya dan Rencana PPLH dan/ atau penegakan hukum 

PROGRAM PENGAKUAN Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Koordinasi, Sinkronisasi, Jumlahdana - Persentase pelaksanaan kegiatan 100% Masyarakat Hukum Adat 
KEBERADAAN MASYARAKAT Pengetahuan Tradisional, dan Penyediaan Data, dan lnformasi koordinasi, sinkronisasi, (MHA) di Kab. Pasuruan 
HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN Hak MHA yang terkait dengan Pengakuan Keberadaan MHA penyediaan data dan informasi 
LOKAL DAN HAK MHA YANG PPLH Kearifan Lokal atau Pengetahuan pengakuan keberadaan MHA, 
TERKAIT DENGAN PPLH Tradisional dan Hak Kearifan kearifan lokal atau pengetahuan 

Lokal atau Pengetahuan tradisional dan hak MHA yang 
Tradisional dan Hak MHA terkait terkait dengan PPLH 
dengan PPLH 



PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN MASUKAN (Input} KELUARAl'f (output} KelompokSasaran 
PROGRAM PENINGKATAN Penyelenggaraan Pendidik:an, Peningkatan Kapasitas dan Jumlahdana - Jumlah lembaga kemasyarakatan 1 lembaga Masyarakat di Kab. 
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN Pelatihan, dan Penyuluhan Kompetensi Sumber Daya yangdibina Pasuruan 
PENYULUHAN LINGKUNGAN Lingkungan Hidup untuk Manusia Bidang Lingkungan 
HIDUP UNTUK MASYARAKAT Lembaga Kemasyarakatan Hidup untuk Lembaga 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kemasyarakatan 

Pendampingan Gerakan Peduli Jumlah dana 26.169.000 Persentase sekolah yang dibina 16 sekolah Masyarakat di Kab. 
Linitlrungan Hidup Pasuruan 
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Jumlah dana - Persentase penyelenggaraan 100% Masyarakat di Kab. 
Kampanye Lingkungan Hidup penyuluhan dan kampanye Pasuruan 

lingkungan hidup 
PROGRAM PENGHARGAAN Pemberian Penghargaan Penilaian Kinerja Jumlah dana 38.357.000 Jumlah kegiatan penilaian 100% Masyarakat/Lembaga 
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Lingkungan Hidup Tingkat Masyarakat/Lembaga pengelolaan lingkungan Masyarakat/Dunia 
MASYARAKAT Daerah Kabupaten/Kota Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ 

Pendidik:an/ Filantropi dalam Filantropi di Kab. 
Perlindungan dan Pengelolaan Pasuruan 
Lingkungan Hidup 

PROGRAM PENANGANAN Penyelesaian Pengaduan Pengelolaan Pengaduan Jumlah dana 12.977.000 Jumlah pengaduan masyarakat 3 kasus Pelaku usaha/ kegiatan, 
PENGADUAN LINGKUNGAN Masyarakat di Bidang Masyarakat terhadap PPLH yang diselesaik:an masyarakat dan aparatur 
HIDUP Perlindungan dan Pengelolaan Kabupaten/Kota pemerintah di Kab. 

Lingkungan Hidup (PPLH) Pasuruan 
Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah dana - Jumlah pengaduan masyarakat 4 kasus Pelaku usaha/ kegiatan, 

Penerapan Sanksi Administrasi, yang diselesaik:an masyarakat dan aparatur 
Penyelesaian Sengketa, dan/ atau pemerintah di Kah. 
Penyidikan Lingkungan Hidup di Pasuruan 
Luar Pengadilan atau melalui 
Pengadilan 



PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN MASUKAN (inputJ KELUARAN (output} Kelompok Saaaran 
PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Sampah Penyusunan Kebijakan dan Jumlah dana - Tersedianya dok. rencana, 100% DLH Kab. Pasuruan 
PERSAMPAHAN Strategi Daerah Pengelolaan kebijakan, strategi dan teknis 

Sampah Kabupaten/Kota sistem pengelolaan persampahan 
on-site berdasarkan potensi 
desa/kelurahan di Kabupaten 
Pasuruan 

Pengurangan Sampah dengan Jumlah dana 1.104.000 Jumlah sampah yang terkurangi 320 ton Masyarakat di Kab. 
melakukan Pembatasan, Pasuruan 
Pendauran Ulang dan 
Pemanfaatan Kembali 
Penanganan Sampah dengan Jumlah dana 2.099. 794.000 Jumlah sampah yang tertangani 960ton Masyarakat dan pelaku 
melakukan Pemilahan, usaha/ kegiatan di Kab. 
Pengumpulan, Pengangkutan, Pasuruan 
Pengolahan, dan Pemrosesan 
Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA 
Kabupaten/ Kota 

Peningkatan Peran serta Jumlah dana 5.530.000 Jumlah bank sampah yang 275 lembaga Masyarakat (bank sampah) 
Masyarakat dalam Pengelolaan terbentuk dan pengelola TPS 3R di 
Persampahan Kab. Pasuruan 

Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah dana 920.000 Jumlah kegiatan koordinasi dan 24 kali DLH Kab. Pasuruan 
Penyediaan Sarana dan sinkronisasi penyediaan sarpras 
Prasarana Pengelolaan pengelolaan persampahan 
Persampahan 
PenyusunanKebijakan Jumlah dana - Persentase pelaksanaan 100% DLH Kab. Pasuruan 
Kerjasama Pengelolaan penyusunan kebijakan kerjasama 
Persampahan pengelolaan persampahan 

Penyediaan Sarana dan Jumlah dana 50.000.000 Jumlah penyediaan sarana dan 1 unit DLH Kab. Pasuruan 
Prasarana Pengelolaan prasarana pengelolaan 
Persampahan di TPA/TPST/SPA persampahan di TPA/ TPST / SPA 
Kabupaten/Kota Kab. Pasuruan 

Penerbitan Izin Pendaurulangan Pelayanan Perizinan Berusaha Jumlah dana - Jumlah izin/ rekomtek 100% Masyarakat dan pelaku 
Sampah/Pengelolaan Sampah, Terintegrasi secara Elektronik pengelolaan sampah usaha/ kegiatan di Kab. 
Pengangkutan Sampah dan Pasuruan 
Pemrosesan Akhir Sampah yang 
Diselenggarakan oleh Swasta 

TOTAL 13.425.414. 762 



BABV 
PENUTUP 

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Rencana Kerja 
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah 

dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Renja OPD disusun 
dengan mempedomani Rencana Strategis (Renstra) OPD dan mengacu pada 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diantaranya memuat 
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan 
langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan mendorong partisipasi 
masyarakat. Dengan dirumuskannya Rencana Kerja Dinas Lingkungan 
Hidup Tahun Anggaran 2022 1n1 merupakan pedoman dalam 
melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab dinas, dan 
diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan langkah yang 
akan ditempuh, agar tidak terjadi hambatan. Rencana Kerja ini memuat 
informasi tentang sasaran, indikator kinerja sasaran serta rencana 
capaiannya dan program, kegiatan serta rencana capaiannya yang 
merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. 
Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi dalam pelaksanaan 
program maupun kegiatan yang telah direncanakan, maka diperlukan 
proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan dan 
usulan dari kelurahan, kecamatan dan usulan dari stakeholder serta dari 
Dinas Lingkungan Hidup agar program kegiatan dapat terintegrasi dengan 
baik. 

5.2 Kaidah- Kaidah Pelaksanaan 
Guna memperoleh optimalisasi dan keterpaduan pencapaian hasil 

terhadap program kegiatan yang tertuang dalam rangka lima tahunan 
berupa Renstra Dinas Lingkungan Hidup yang kemudian diturunkan 
dalam rangka kerja tahunan berupa Renja Dinas Lingkungan Hidup Kah. 
Pasuruan Tahun 2022 maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp 
65.556.235.212,- (enam puluh lima milyar lima ratus lima puluh enamjuta 
dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah) dengan rincian 
sebagai berikut: 

a. Program rutin/ penunjang 
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/ Kota Rp 10.141.264.762,-
b. Program Utama 

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup Rp 77.480.000,-
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup Rp 404.841.000,-
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Rp 

541.018.000,-
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 

dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Rp 
6.680.000,-



6. Program Pemhinaan dan Pengawasan terhadap Izin 
Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (PPLH) Rp 19.280.000,-

7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan 
Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Rp 26.169.000,-

8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 
Rp 38.357 .000,-

9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Rp 
12. 977 .000,-

10. Program Pengelolaan Persampahan Rp 2.157.348.000,-

5.3 Rencana Tindak Lanjut 
Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kah. Pasuruan mempunyai 

kedudukan yang sangat penting dalam pelaksanaan perencanaan tahun 
yang akan datang dimana fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kah. Pasuruan 
sehagai pelaksana dalam hal kewenangan di hidang urusan wajih 
lingkungan hidup. Langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 
kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kahupaten Pasuruan dengan 
menganalisis faktor pendorong atau penghamhat capaian kinerja 
pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020 adalah sehagai herikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis faktor penghamhat pada capaian 
indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) perlu dilakukan peningkatan 
kuantitas pada jumlah uji sampel udara karena jumlah sampel 
sangat mempengaruhi hasil perhitungan IKU Kahupaten dalam 
pemantauan kualitas udara yang memenuhi kaidah teknis sehingga 
dapat memherikan gamharan nilai yang mempresentasikan kondisi 
kualitas udara yang sesungguhnya. 

2. Untuk penentuan target Indeks Kualitas Air (IKA) perlu dilakukan 
review karena realisasi pada Tahun 2020 belum memenuhi dari 
target yang telah ditetapkan. Titik sampel yang diamhil untuk 
perhitungan nilai IKA perlu ditingkatkan agar dapat tervalidasi 
(memenuhi unsur / parameter uji) oleh Dinas Lingkungan Hidup 
Provinsi Jawa Timur. 

3. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pengendalian 
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No. 
318/PPKL/SET/REN/.O/ 12/2020 tanggal 4 Desemher 2020 tentang 
Metode Perhitungan IKLH 2020- 2024, rumus perhitungan IKLH 
mengalami peruhahan sehingga target IKLH Kahupaten Pasuruan 
perlu di review. 



Demikian Renja Tahun 2022 ini disusun tentu masih memiliki 

banyak kelemahan dan kekurangan, terdapat juga kemungkinan 

ketidaksesuaian dengan kebutuhan yang sebenarnya, oleh karena itu 

perbaikan dan penyesuaian harus dilakukan agar renja ini dapat 

dijalankan dan diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan­

tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukun 

terwujudnya good governance. 

Pasuruan, Juni2021 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Pasuruan

             ttd.

HERU FARIANTO, S.Sos, MSi
Pembina Utama Muda 

NIP. 19701017 199201 1 001 



Dokumen RENJA (Rencana Kerja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 

' 2022 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok 

sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan 

tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yaitu Peraturan Bupati 

Pasuruan Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Pasuruan, disusun berpedoman kepada dokumen RENSTRA 

(Rencana Strategis) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 - 2023 serta 

dokumen RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Pasuruan 

Tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. 

TELAH DITELITI 
BUPATI PASURUAN

ttd. 

Pejabat Tanggal 

Sekretaris Daerah 

Asisten PKR 

Kepala Bappeda 

Kepala PD 

M. IRSYAD YUSUF

KabagHukum 

Sekretaris PD 

Kabid Bappeda 




